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DARI REDAKSI

embaca, waktu begitu cepat ber-

lalu. Tanpa terasa, Percik su-

dah berusia dua tahun. Majalah
ini terbit edisi perdana pada Agustus
2003 dengan mengangkat laporan uta-
ma tentang Kebijakan Nasional Pem-
bangunan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan. Saat itu, perwajahan-
nya sangat sederhana. Isinya
pun tak terlalu banyak.
Rubriknya hanya laporan
utama, wawancara,
opini, kunjungan,
cermin, info buku,
info situs, dan ra-
gam.

Dari waktu
ke waktu, kami
terus berbe-
nah. Pada
edisi kedua
dan ketiga,
perubahan
kembali ter-
jadi, baik dari
sisi wajah
maupun ru-
brikasi. Percik
mulai mencari
bentuk yang di-
harapkan. Barulah
pada edisi keempat,
seiring pengembangan
organisasi, Percik me-
nemukan bentuknya hingga
saat ini. Tentu di sana-sini ada
sedikit modifikasi tapi tak terlalu sig-
nifikan.

Kami sangat bergembira, dalam usia
belum begitu lama, Percik telah mulai
ada di hati pembaca, terutama mereka
yang bergerak dan terkait bidang air
minum dan penyehatan lingkungan,
baik yang berada di birokrasi (pusat dan
daerah), kalangan perguruan tinggi,
LSM, dan masyarakat umum. Paling
tidak ini bisa dilihat dari surat dan
tulisan/artikel serta email yang masuk
ke meja redaksi. Ini bisa terjadi berkat
usaha dari seluruh anggota Pokja AMPL
yang bertindak sebagai “marketing“

Percik dalam setiap acara yang diha-
dirinya yang terkait dengan AMPL. Se-
lain memang Percik dibagikan secara
cuma-cuma ke seluruh Pemda di Indo-
nesia.

Pembaca, kini Percik menapaki
langkah baru memasuki tahun ketiga.
Kami menyadari banyak hal yang belum
dilakukan untuk membenahi majalah
tersegmen ini. Banyak hal yang masih
harus kita pikirkan bersama. Termasuk
sampai kapan majalah ini bisa berta-
han, mengingat hingga saat ini Percik
hadir atas dukungan penuh dana ang-
garan pemerintah sehingga bisa diba-
gikan secara gratis. Bukan suatu yang
tidak mungkin, anggaran itu dihen-
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tikan. Dari sisi pemberdayaan pembaca,
tampaknya pembagian secara cuma-
cuma kurang pas karena Percik selalu
berusaha menyampaikan pesan pember-
dayaan masyarakat. Jangan-jangan dis-
tribusi seperti ini malah tidak mendidik.
Itu semua sedang kami antisipasi dan pi-
kirkan. Barangkali para pembaca pun
mempunyai gagasan yang brilian agar

Percik bisa berkelanjutan dengan

adanya partisipasi para pemba-
ca semua.

Yang pasti, kami te-
rus berbenah untuk
menyampaikan yang
terbaik bagi Anda.
Kali ini kami tampil
agak sedikit beda
dari sisi disain.
Semoga perubah-
an itu makin mem-
buat mata kita
lebih fokus mem-
bacanya. Di sam-
ping itu, kami juga
menambah rubrik
yaitu inovasi, studi,
dan lembaga. Kami
menilai ada hal mena-
rik yang bisa dipetik dari
rubrik baru tersebut. Be-
berapa rubrik baru lainnya
juga sedang kami persiapkan
untuk edisi-edisi berikutnya. Ini
semata-mata demi penyebarluasan
informasi kepada para pemangku ke-
pentingan di bidang AMPL. Ternyata,
rubrik-rubrik yang ada belum mampu
menampung persoalan-persoalan dan
perkembangan baru yang sedang berkem-

bang di tengah-tengah kita.

Perubahan tidak boleh berhenti demi
mencapai kebaikan. Oleh karena itu, Per-
cik tetap menantikan masukan dan kritik-
an serta dukungan Anda. Tanpa Anda, ma-
jalah ini tak ada apa-apanya. Mari kita ber-
sama-sama memajukannya sehingga ke-
hadiran Percik mampu memberikan kon-
tribusi yang positif bagi sektor air minum
dan penyehatan lingkungan di Indonesia.
Wassalam. m




Usul Rubrik Baru
Terima kasih atas kiriman majalah
Percik edisi Juli 2005. Percik memang
telah menyajikan informasi yang sangat
berguna bagi masyarakat pembacanya.
Kami mengusulkan agar redaksi me-
nambah rubrik baru yaitu laporan daer-
ah, seni dan budaya (cerpen, ulasan,
dan puisi), dan sayembara penulisan
dalam rangka ulang tahun Percik. Kami
tak tahu persis apakah ketiga item itu
pernah dimunculkan. Kami siap mem-
bantu dan menjadi koresponden jika

diperlukan.

Sulaiman Pirawan
JL. Danau Sentarum Gg. H. Nawawi 68
Kel. Sui Bangkong, Pontianak 78116

Terima kasih atas masukannya.
Untuk rubrik daerah sejauh ini
memang belum ada, namun kami
senantiasa memuat kegiatan dan
keberhasilan/kegagalan di daerah
melalui rubrik-rubrik yang ada. Me-
ngenai seni dan budaya, tampaknya
kami belum bisa memenuhinya meng-
ingat Percik sementara ini mende-
dikasikan diri khusus di bidang air
minum dan penyehatan lingkungan
saja. Sayembara penulisan cukup
menarik, dan Pokja AMPL pernah
menyelenggarakan itu pada tahun
lalu. Umpan baliknya cukup bagus.
(Redaksi)

Isi Relevan

Saya mahasiswa tugas belajar di
Institut Teknologi Bandung (ITB). Saya
sangat tertarik setelah membaca
Majalah Percik edisi Juli 2005 di per-
pustakaan kampus. Informasi yang
dimuat sangat relevan dengan kuliah-
kuliah yang saya dapatkan yakni yang
berhubungan dengan pembangunan
perdesaan, lebih khusus lagi mata kuli-
ah Worskhop, di mana kami di lapang-
an banyak menemukan permasalahan
seperti yang diulas majalah ini sebagai
contoh buruknya sanitasi, sumber air
yang tercemar oleh limbah domestik,

dan limbah buangan pabrik. Percik
dapat menjadi bahan literatur yang sa-
ngat berarti untuk mengetahui masalah
terkait di daerah lain.

Oleh karena itu, saya sangat berharap
bisa mendapatkan Majalah Percik dari
edisi awal hingga yang terbaru dan
berlangganan. Jika hard copynya tidak
tersedia, soft copy juga tidak mengapa.
Semoga Percik tetap eksis.

Arfianto Ahmad

Jurusan Manajemen Pembangunan Perdesaan

Departemen Arsitektur ITB
Gedung Labtex IX B
JL. Ganesa 10, Bandung

Percik memang ingin menjadi
sarana tukar informasi mengenai air
minum dan kesehatan lingkungan. Kami
sangat bergembira bila Anda mendap-
atkan manfaat dari majalah ini.
Permintaan Anda akan segera dipenuhi
bagian distribusi kami. (Redakst)

Informasi Air Payau

Kami telah mendapatkan Percik
edisi Mei 2005. Semoga Percik semakin
berkualitas dan menjadi media sharing
pemerhati permasalahan air minum
dan penyehatan lingkungan.

Kami sampaikan bahwa di daerah
kami, Pati, terutama Pati Selatan yang
meliputi 8 kecamatan, 72 desa, dan
163.381 jiwa mengalami kekurangan
air bersih. Air yang ada terasa asin
(payau) dan memiliki kapur tinggi. Air
tersebut tidak layak untuk dikonsumsi
sebagai air minum dan memasak.
Sementara ini penduduk setempat
memenuhi kebutuhan air minum dan
memasak ini dari desa lain atau mem-
beli dari penjual air.

Melalui media ini, kami ingin me-
nimba ilmu/pengalaman lapangan ke-
pada stakeholder dalam upaya peng-
olahan air payau tersebut sehingga
menjadi layak dikonsumsi bagi ma-
syarakat dengan teknologi tepat guna
dan biayanya terjangkau masyarakat
kelas menengah ke bawah. Semoga
Percik bisa menjadi fasilitator harapan
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SUARA ANDA

masyarakat Pati Selatan.
Ir. Budi Waluyo
Kasubdin Cipta Karya
Diskimpras Kab. Pati

Jawa Tengah

Semoga pemuatan ini bisa menjadi
jalan bagi stakeholder lain yang ber-
kompeten di bidangnya untuk mem-
bantu menyelesaikan permasalahan
Anda. Redaksi

Mendapatkan Percik

Saya salah seorang pegiat dari lem-

baga yang bergerak di lingkungan hidup

di Yogyakarta. Saya tertarik untuk

memilikinya untuk menambah referen-
si lembaga kami.

Tri Apriyadi

Yayasan DAMAR

Karanggayam CT VIIl / 26 A, Depok, Sleman

Yogyakarta 55281.

Surat sejenis datang dari Yudhi Kris-
tian Jl. Sadang Subur 1/48, Sadang Sari
RT 2/14, Sadang Serang, Bandung
40134; Ida Sukmawati JI. Akar Wangi
1I/17 Kompleks Pertanian Atsiri Permati,
Citayam, Depok; Arie Istandar, USAEP
Indonesia, Plaza DM, 18th Floor, Ste
1807, J1. Jend Sudirman Kav 25, Jakarta
12920; Dinas Lingkungan Hidup, Ke-
bersihan, dan Pertamanan, Kota Sawah-
lunto, Jl. Lubang Tembok, Kel. Saringan.
Kec. Lembah Segar, Kota Sawah Lunto,
Sumatera Barat; Robert Ainslie, John
Hopkins University-Centre of Communi-
cation, Gd. Tifa Lt. 5, JI. Kuningan Barat
26 Jakarta; Kami akan kirim.

Selain menerima surat masukan
dan permintaan di atas, kami juga
menerima surat balasan yang berisi
ucapan terima kasth dan informasi
bahwa Percik sudah diterima. Para
pengirim tersebut yaitu Deputi Bidang
Pengendalian  Pencemaran Ling-
kungan, Meneg LH, Sekretariat Dae-
rah Kabupaten Batang Hari, dan
PDAM Kota Semarang. Dan banyak
surat lain serupa. Redaksi.




LAPORAN UTAMA

Penyelenggaraan AMPL,
Menunggu

Kontribusi Swasta

Paradigma pembangunan telah berubah. Tidak lagi bertumpu
pada pertumbuhan ekonomi, tapi pembangunan berkelanjutan.
Kalangan industri pun mengubah landasan berpikirnya.
Tidak lagi berorientasi profit semata, tapi peduli terhadap
lingkungan, baik alam maupun sosial ekonomi.
Sudahkah mereka menyentuh sektor air minum
dan penyehatan lingkungan?

ima tahun lalu, tepat bulan
September, Sidang Umum
PBB menetapkan Millen-
nium Development Goals
(MDGs) sebagai target ba-
gi komunitas global untuk mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan kesehat-
an dan kesejahteraan seluruh pendu-
duk. Dua tahun berikutnya, dalam the
World Summit on Sustainable Develop-

ment di Johannesburg, PBB menegas-
kan kembali MDGs dan menambahkan
target khusus tentang sanitasi dan higi-
nitas.

Kondisi umat manusia di dunia,
khususnya di negara berkembang dan
miskin, tak beranjak naik seiring kema-
juan negara-negara maju. Data tahun
2000 menunjukkan 2,4 milyar manusia
tak memiliki akses yang baik ke sanitasi.
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Sebanyak 81 persen di antaranya berada
di desa. Selain itu 1,1 milyar manusia tak
memiliki akses ke sumber air. Sebanyak
86 persen berada di desa. Tak heran, ini
memunculkan berbagai penyakit, seper-
ti diare dan sebagainya.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk
dunia diperkirakan 7 milyar. Sebagian
besar pertambahan penduduk terjadi di
negara berkembang. Peningkatan itu
akan menambah jumlah penduduk yang
belum mempunyai akses terhadap sani-
tasi yang memadai menjadi 3,4 miliar
pada tahun 2015. WHO memperkirakan
setiap tahun sebanyak 150 juta tamba-
han penduduk yang harus mendapatkan
akses terhadap sanitasi.

Keadaan Indonesia pun tak jauh
berbeda. Data tahun 2002 menunjuk-
kan bahwa penduduk Indonesia yang
mempunyai akses terhadap sarana san-
itasi dasar yang memadai yaitu jamban
yang dilengkapi cubluk atau tangki sep-
tik, baru mencapai 63,5 persen. Propor-
si di perdesaan relatif lebih rendah, ha-
nya berkisar 52,2 persen, sementara di
perkotaan telah mencapai 77,5 persen.

Angka tersebut hanya menunjukkan
proporsi yang tersedia tetapi tanpa mem-
bedakan kualitasnya. Karenanya data di
atas ditengarai belum menunjukkan kon-
disi yang sebenarnya. Kondisi nyata
mungkin lebih buruk dari itu. Diperkira-
kan banyak sarana sanitasi dasar yang ada
saat ini sudah tidak dapat dipergunakan la-
gi dan kurang memenuhi persyaratan ke-
sehatan dan lingkungan.

Bila keadaan ini dikaitkan dengan
target MDGs yang harus dicapai Indo-
nesia, tampaknya sangat berat. Apalagi




bila seluruh pembiayaannya dibeban-
kan kepada pemerintah-yang sebenar-
nya menjadi tugasnya melayani rakyat-
karena pemerintah mengaku tak memi-
liki cukup dana untuk pembangunan.
Belum lagi sektor air minum dan sani-
tasi memang kurang memperoleh per-
hatian dari para pembuat kebijakan ter-
masuk para wakil rakyat.

Kontribusi Swasta

Paradigma baru muncul dalam pro-
ses pembangunan, khususnya di negara
berkembang, bahwa semua pihak harus
ikut andil dan peduli dalam pemba-
ngunan. Negara, kalau bisa, hanya men-
jadi fasilitator. Negara pun menggan-
deng sektor swasta dan masyarakat. Di
sisi masyarakat, muncul program pem-
berdayaan agar mereka mampu mem-
bangun sendiri komunitasnya dan tak
lagi bergantung sepenuhnya kepada pe-
merintah.

Sementara sektor swasta, sebelum-
nya tak ingin terjun langsung ke masya-
rakat. Ini wajar karena mereka merasa
telah memberikan pajak dan pungutan-
pungutan lain kepada negara sehingga
negaralah yang seharusnya menjalan-
kan pembangunan di tengah-tengah
masyarakat. Namun akhirnya swasta
pun mau tidak mau harus terlibat, soal-
nya ternyata kepentingannya berbeda.
Apa yang diharapkan perusahaan
swasta belum tentu sama dengan pro-
gram pemerintah. Maka pada tahun
1970-an, terjadi perubahan paradigma
bisnis. Mereka tak sekadar memikirkan
profit (single bottom line), tetapi peduli
terhadap lingkungan baik alam maupun
sosial ekonomi. Paradigma berubah da-
ri shareholders responsibility menjadi
stakeholders responsibility.

Kenyataan ini mendorong dunia in-
dustri mengkaji kembali visi dan misi
perusahaan. Maka para CEO perusaha-
an meletakkan tanggung jawab sosial
perusahaan (corporate social responsi-
bility/CSR) dan kelanjutan pertumbuh-
an perusahaan sebagai bagian dari
Good Corporate Governance. Benih ke-

sadaran ini muncul dalam KTT Bumi di
Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992.

Kini dalam lingkungan global yang
berubah, reputasi dan citra perusahaan
tak sekadar dilihat dari sisi profit tapi
menyangkut (1) kemampuan finansial,
(2) mutu produk dan pelayanan, (3)
fokus pada pelanggan, (4) keunggulan
dan kepekaan SDM, (5) reliability, (6)
inovasi, (7) tanggung jawab lingkungan,
(8) tanggung jawab sosial, dan (9) pene-
gakan Good Corporate Governance
(GCG). Upaya yang bisa dilakukan
untuk mencapai itu yaitu (1) adil (fair)
kepada seluruh stakeholders (tidak ha-
nya kepada shareholders); (2) Proaktif
dan berperan sebagai agent of change
dalam pembeberdayaan masyarakat di
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daerah operasi; (3) Efisien, berhati-hati
dalam pengeluaran biaya yang sia-sia
terutama untuk penyelesaian masalah
yang timbul dengan fokus pada stake-
holder di sekitar daerah operasi.

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh per-
usahaan? Perusahaan bisa menyeleng-
garakan program pengembangan ma-
syarakat (Community Development/-
CD); dan Program Pengembangan Hu-
bungan/Relasi dengan publik (Relati-
ons Development/RD). dengan sasaran
(1) Pemberdayaan SDM lokal (pelajar,
pemuda dan mahasiswa termasuk di da-
lamnya); (2) Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat sekitar daerah operasi; (3)
Pembangunan fasilitas sosial/umum,
(4) Pengembangan kesehatan masyara-

Apa itu Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan?

orporate Social Responsibility
C (CSR) adalah sinonim dari Good

Corporate Citizhenship (GCC),
yang memiliki makna pemahaman dan pe-
ngelolaan suatu pengaruh yang lebih luas
dari perusahaan kepada masyarakat untuk
keuntungan perusahaan dan masyarakat
secara keseluruhan (Marsden and Andriof,
Warwick Business Scholl UK, 2001).
Sementara dalam Indonesia Business Link,
CSR disebut sebagai pembuatan keputusan
bisnis yang berhubungan kepada pelak-
sanaan etika bisnis yang tidak semata-
mata dimotivasi oleh marketing, relasi
publik (PR), atau keuntungan komersial
lainnya.

CSR dipandang mampu memberikan
keunggulan kompetitif bagi perusahaan
dan membantu perusahaan dalam mem-
perbaiki performa keuangannya dan akses
pada modal, meningkatkan brand image
(citra perusahaan) dan penjualan, meme-
lihara kualitas kekuatan kerja, memper-
baiki pembuatan keputusan pada isu-isu
kritis, menangani risiko secara lebih efi-
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sien, dan mengurangi biaya jangka pan-
jang.

Dalam program CSR ini perusahaan bi-
sa berkontribusi langsung kepada masya-
rakat dalam mengurangi kemiskinan, kese-
taraan, akses, partisipasi, perdamaian dan
keamanan, serta perlindungan terhadap
lingkungan. Perusahaan yang mengem-
bangkan model bisnis baru tersebut akan
menjadi the business leaders of the 21
century (Mark M. Brown, UNDP in Business
and Poverty; Bridging The Gap, 2002).

Dari sana muncul istilah corporate phi-
lanthropy yakni bagaimana perusahaan
besar dan kecil dan beragam sektor me-
ngeluarkan kontribusi tunai untuk berbagai
masalah sosial, ekonomi, dan lainnya seba-
gai bagian dari keseluruhan strategi corpo-
rate citizenship.

Banyak manfaat yagn bisa diambil dari
program CSR ini antara lain meningkatkan
brand image, pengurangan kemiskinan,
meniadakan konflik, kelestarian lingkung-
an, investasi sosial, dan pembangunan ber-
kelanjutan. m (M)




kat, (5) Sosbud, dan lain-lain.

Pada sisi ini sebenarnya perusahaan
dapat menjadi bagian penting dalam
memacu pembangunan air minum dan
penyehatan lingkungan. Tak dipungkiri,
kondisi sarana dan prasarana air
minum dan penyehatan lingkungan
masih jauh dari harapan. Maka peluang
kalangan industri untuk memperoleh
nilai tambah dari masyarakat sangat
terbuka lebar. Apalagi, pemerintah
telah memiliki kebijakan nasional pem-
bangunan AMPL yang substansinya
adalah bagaimana memberdayakan
masyarakat. Dengan sinergi antara
pemerintah dan kalangan industri, baik
swasta maupun BUMN, target pencapa-
ian air minum dan penyehatan ling-
kungan akan bisa didekati.

Era Otonomi

Pemerintah daerah pun sebenarnya
memiliki peluang yang besar untuk bisa
memacu pemberdayaan masyarakat di
bidang air minum dan penyehatan
lingkungan. Pemda bisa menyusun pro-
gram bersama dengan kalangan indus-
tri. Hanya saja perlu ada perubahan
paradigma dari aparat pemda. Perusa-
haan sekarang tak bisa hanya sekadar
dimintai uang untuk membantu pro-
gram pemberdayaan. Perusahaan harus
dilibatkan secara langsung.

Seperti dikemukakan Ketua Cor-
porate Forum for Community De-
velopment (CFCD) Thendri Supriatno,
perusahaan menyambut gembira bila
ada kerja sama dengan pemda. Per-
usahaan-perusahaan yang tergabung
dalam forum tersebut berharap pemda
bisa bertindak sebagai fasilitator dan
regulator yang memungkinkan berlang-
sungnya proses pemberdayaan masya-
rakat secara sukses.

Pemda juga perlu tahu bahwa ka-
langan industri akan sulit apabila di-
mintai dana untuk alokasi charity. Me-
reka sudah menyadari pemberian hadi-
ah ini akan menimbulkan ketergantung-
an dan tidak mendidik. Mereka pun ta-
hu sarana dan prasarana akan dipeli-
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Pemerintah daerah pun
sebenarnya memiliki
peluang yang besar
untuk bisa memacu
pemberdayaan masyarakat

di bidang air minum dan
penyahatan lingkungan.
Pemda bisa menyusun
program bersama dengan
kalangan industri.

hara (berkelanjutan) bila masyarakat
dilibatkan secara langsung mulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan, eva-
luasi, dan pemeliharaan.

Satu lagi peluang yang harus diam-
bil pemerintah daerah dari perusahaan
adalah spirit wirausaha dan organisasi
yang baik. Kalangan industri memiliki
sumber daya manusia yang mempunyai
keahlian.yang bisa dimanfaatkan misal-
nya dalam mengentaskan kemiskinan
dan menggerakkan roda ekonomi rak-
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yat. Mereka tentu lebih kompeten di la-
pangan dibandingkan dengan aparat
pemda yang biasa mengurus birokrasi.

Penutup

Akhirnya bagaimanapun perusa-
haan ingin eksis di tengah-tengah ma-
syarakat. Yang diperlukan sekarang
adalah bagaimana menjalin komunikasi
yang baik antara pemerintah dan ka-
langan industri. Mereka memiliki social
investment. Bagaimana sekarang dana
itu bisa dimanfaatkan secara tepat bagi
pembangunan yang melibatkan tiga
pihak-pemerintah, swasta, dan masya-
rakat-secara bersama-sama. Pola seper-
ti ini diharapkan bisa menguntungkan
ketiganya. Perusahaan bisa kondusif
dalam berbinis, tanpa ada friksi dengan
masyarakat, pemerintah bisa men-
jalankan program-programnya dan
mendapatkan nilai tambah dari perusa-
haan, sedangkan masyarakat terangkat
kesejahteraannya. Lebih dari itu target
pembangunan, khususnya bidang air
minum dan penyehatan lingkungan,
tercapai. m (MJ)
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Swasta Peduli, Sudah Mulai

termasuk masalah air minum
dan penyehatan lingkungan sebenarnya
sudah mulai tumbuh. Hanya saja, mung-
kin karena skalanya kecil dan belum melu-
as, gemanya kurang begitu terasa.

Sebut saja PT Unilever Indonesia Tbk,
yang memiliki program Corporate Social
Responsibility (CSR) melalui Yayasan
Unilever Peduli. Yayasan tersebut berge-
rak di empat program yakni lingkungan,
UKM, pengembangan kesehatan, dan pro-
gram bantuan kemanusiaan.

Environment Program Manager, PT
Unilever Indonesia Tbk, Silvi Tirawaty,
menjelaskan di bidang lingkungan saat
ini pihaknya sedang menggarap sam-
pah. "Kami sangat peduli dengan kon-
disi sungai Brantas khususnya yang
melintas di Surabaya yang tercemar.
Hampir 60 persennya oleh limbah
domestik (rumah tangga)," katanya.

Perusahaan itu berusaha member-
dayakan rumah tangga untuk peduli
sampah. Pada tahap awal, yayasan itu
mencoba menetapkan daerah binaan
di RW 3 Kelurahan Jambangan, Kota
Surabaya. Beberapa orang warga dire-
krut sebagai kader lingkungan. Me-
reka ini adalah orang-orang yang
memiliki kepedulian terhadap ling-
kungan. Pada calon kader kemudian
dilatih selama tiga hari dengan materi
pelatihan mengenai sampah, penghi-
jauan, sanitasi, dan pembekalan diri.
Istri walikota pun dilibatkan untuk
melantik para kader.

Dalam melaksanakan kegiatannya,
yayasan tersebut bekerja sama dengan se-
buah universitas di Surabaya. Perguruan
tinggi ini menyumbangkan pengetahuan-
nya mengenai komposter unit yang terbu-
at dari drum-drum bekas yang bisa digu-
nakan untuk mengolah sampah secara
alami di tingkat rumah tangga.

Para kader ini dalam satu bulan
diharapkan mampu mengajak tetangga-

paya pihak swasta peduli ter-
l I hadap masyarakat sekitarnya,

tetangga di sekitarnya. Bersama dengan
itu, para kader secara sukarela mulai
memperlakukan sampahnya sejak di
rumah. Hasilnya, lumayan bagus. Lam-
bat laun laju pencemaran mulai menu-
run dan warga mulai mengikuti apa
yang dilakukan para kader lingkungan.
Selama proses itu, Unilever bertindak
sebagai pendamping.

"Awal 2005, program ini bergulir ke
5 RW (25 RT)," kata Silvi. Penularan
keberhasilan salah satunya dilakukan
dengan road show kader-kader tersebut
ke RW lain. Proses ini menghasilkan 70
kader baru sehingga total kader ling-
kungan ada 120 orang.

Dalam rangka dinamisasi dan keber-
langsungan program tersebut, lanjut Sil-
vi, ada lomba antar RT menyangkut sam-
pah dan sanitasi. Kegiatan ini berhasil
memicu warga untuk menjadikan dae-
rahnya bersih dan sehat. Selain itu, warga
pun mulai dapat menikmati hasil pemi-
lihan sampah rumah tangganya. Sampah
anorganik bisa dijual. Pada proses ini,
Unilever, menghubungkan warga dengan
perusahaan daur ulang. Uang hasil pen-
jualan sampah anorganik dibelikan ta-
naman obat keluarga.

Guna menggemakan kepedulian ma-
syarakat terhadap sampah secara lebih
luas, lanjut Silvi, pihaknya bekerja sama
dengan koran terbesar di Jawa Timur
mengadakan kampanye lingkungan de-
ngan tajuk 'Surabaya Green and Clean'
serta lomba lingkungan se-kota Surabaya.
Kampanye ini dimuat selama tiga bulan
berturut-turut di koran tersebut. Dari
lomba ini terpilih delapan nominator yang
kemudian berhak mendapatkan program
Unilever berikutnya.

Saat ini, kata Silvi, pihaknya memili-
ki 14 kelurahan binaan (51 RT) dengan
warga sekitar 11 ribu jiwa. "Kalau ini
terus bergulir, maka akan mengurangi
beban sampah Kali Brantas," paparnya.

Selain program itu, yayasan tersebut
juga berkolaborasi dengan LSM setempat
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untuk membentuk forum kerja sama un-
tuk meningkatkan kepedulian masyarakat
terhadap lingkungan. Dinas Kesehatan
setempat bertindak sebagai fasilitator.

Di luar yayasan, Unilever memiliki
program yang berkait dengan brand.
Misalnya Lifebouy mempunyai program
penurunan diare, peningkatan kese-
hatan melalui pembangunan MCK di
Bandung, Makassar, dan Yogyakarta.
Kegiatan ini bekerja sama dengan dinas
terkait dan LSM. Pepsodent punya pro-
gram sikat gigi dua kali sehari untuk
mencegah penyakit gigi yang masih
tinggi di Indonesia. "Fokusnya memang
kesehatan yakni Integrated Health
Promotion Program," jelas Silvi.

Program peduli sampah juga dilak-
sanakan oleh Jaringan Delta-Female
Radio (JDFI). Perusahaan ini melun-
curkan program Green City Green
Community (GCGC) di Jakarta.

Program tersebut dilaksanakan beker-
ja sama dengan Dinas Kebersihan DKI Ja-
karta, InNSWA (Asosiasi Persampahan In-
donesia), Kementerian Lingkungan Hidup
(KLH), Yayasan Kirai (LSM yang membi-
na lapak/pemulung di Jakarta), Carrefo-
ur, dan Unilever (produsen Lifebouy). Se-
lengkapnya baca Reportase.

PT Merck Tbk, sebuah perusahaan
obat, memiliki program kampanye be-
bas anemia. Perusahaan itu bekerja sa-
ma dengan pemerintah daerah Yog-
yakarta dalam program Yogya Sehat
2005. Perusaaan itu mendidik masya-
rakat untuk memakan makanan yang
memiliki zat besi dan wajib dikonsumsi.
Kampanye ini dilakukan mengingat pre-
valensi anemia di Indonesia terhitung
masih tinggi.

Itu adalah sebagian kecil contoh
perusahaan yang mulai peduli terhadap
masyarakat di bidang air minum dan
penyehatan lingkungan. Perusahaan-
perusahaan lain yang tidak disebut di
sini bukan berarti tidak melakukan hal
yang sama. B (MJ)
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Ketua CFCD, Thendri Supriatno
Bersinergi Memberdayakan

Masyarakat

Mungkin belum banyak yang tahu bahwa ada sebuah forum perusahaan di
Indonesia yang mendedikasikan diri bagi pemberdayaan masyarakat. Forum itu
namanya Corporate Forum for Community Development (CFCD). Berdiri 24
September 2004, forum ini beranggotakan perusahaan besar (tambang, minyak dan
gas, perkebunan, baja, pupuk, konsultan, kehutanan, kertas, makanan, telekomu-
nikasi, dan lintas sektor). Forum ini memiliki visi tanggung jawab sosial perusahaan
dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan kelanjutan pertumbuhan perusahaan.

Misinya menjadi pusat jejaring kerja multistakeholder dan pusat pembelajaran
CSR/CD yang terkemuka.

Forum ini memiliki potensi besar untuk melangkah bersama pemerintah baik
pusat maupun daerah dalam program pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui
apa itu tanggung jawab sosial perusahaan/Community Social Responsibility (CSR),
Percik berbincang dengan Ketua CFCD Thendri Supriatno di Jakarta, akhir September

lalu. Berikut petikannya:
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isa Anda jelaskan perbedaan
B antara Corporate Social Res-
ponsibility (CSR) dan Community
Development (CD)?

CSR itu jauh lebih luas dari commu-
nity development karena CD itu hanya
satu aspek dari CSR. Perusahaan yang
melaksanakan CD itu dalam rangka
menjalankan tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR). Tapi CSR bukan
hanya itu, bagaimana dia tidak menjual
produk yang berbahaya, tidak mengo-
tori lingkungan.

Siapa saja sasaran CSR?

Kita memiliki kepentingan bagai-
mana kita koeksis dengan masyarakat
sekitar yang dekat dengan kita. Dalam
dunia perminyakan kita ada ring I, II,
dan III. Kalau ring I saja tidak bisa ter-
cipta harmoni, jangan bicara ring I dan
ITII. Ring I itu kabupaten di mana
perusahaan berada. Ring II kabupaten
sekitar. Ring IIT sampai dengan propin-
si. Artinya, andai sebuah perusahaan
memiliki usaha di situ maka harus
mempertimbangkan ketiga ring tadi.

Apa pentingnya CSR bagi per-
usahaan?

Banyak sekali contoh di dunia bis-
nis, CSR itu menguntungkan bagi
perusahaan. Itu yang kita sebut sebagai
social investment. Bayangkan kalau
anda membuat produk yang berbahaya,
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kemudian bisa dituntut di pengadilan,
berapa biayanya? Belum lagi harus
ditutup dan menghadapi tuntutan pu-
blik. Saat ini kesadaran akan hak-hak
sipil masyarakat semakin baik. Dalam
konteks Indonesia, di era otonomi dae-
rah, dengan adanya HAM dan edukasi
publik, reformasi hukum, ini menye-
babkan kesadaran rakyat akan hak-
haknya semakin tinggi. Bukan waktu-
nya lagi perusahaan membohongi, me-
nipu, dan melakukan bisnis yang tidak
etis. Itu sudah masa lalu. Pilihannya, ini
ada environment yang sudah berubah.
Kalau kita tidak berubah akan digilas
karena paradigmanya sudah berubah.
Atas dasar pemikiran-pemikrian sema-
cam itu kita membentuk diri dalam Cor-
porate Forum for Community Deve-
lopment (CFCD).

Berapa sebenarnya anggaran
perusahaan yang dialokasikan un-
tuk program ini?

Di BUMN ada yang namanya PKBL
1,5-2 persen sesuai dengan SK 236. Di
perusahaan swasta sangat bervariasi
karena ketentuan tidak ada. Misalnya
Medco Energi menyisihkan 2 persen
untuk kondisi normal. Ketika tsunami
bisa sampai Rp. 18 milyar.

Apa yang didapat perusahaan
dari pelaksanaan program CSR?

Sebenarnya banyak. Niat antara per-
usahaan yang satu dan yang lain berbe-
da-beda. Tapi manfaat yang bisa kita
peroleh adalah kita bisa koeksis dengan
masyarakat sehingga menciptakan kon-
disi kondusif untuk berbisnis. Saya per-
nah dihujat kalau begitu niatnya tidak




tulus? Perusahaan sah-sah saja menda-
patkan koeksistensi dengan masya-
rakat. Ada juga yang lebih tinggi yakni
mendapatkan ridlo Allah. Apa yang
dikeluarkan dianggap sebagai zakat.
Kita kan ambil dari bumi, maka harus
dikembalikan lagi kepada masyarakat.
Ada yang semata-mata supaya jangan
diganggu. Motivasi beragam. Manfaat
minimal perusahaan aman. Image yang
baik. Itu implikasi bukan tujuan. Kalau
perusahaan memiliki image yang baik
dan tidak memiliki friksi dengan ma-
syarakat, sebagai perusahaan publik,
kira-kira investor akan mau kan? Tentu
mereka tak mau berinvestasi ke perusa-
haan yang penuh risiko. Jadi tujuan
lainnya meningkatkan kepercayaan
investor, khususnya perusahaan publik.
Bagi yang non publik, itu kan juga untuk
mengamankan shareholder valuenya.

Apa dampak bila perusahaan
tidak melaksanakan CSR?

Kalau perusahaan tidak melakukan-
nya banyak kasus membuktikan perusa-
haan itu menderita kerugian. Contoh,
sebuah perusahaan kertas yang tak
perlu saya sebut, dia mengalami ma-
salah terus menerus dan berapa ratus
ratus juta dolar yang harus dikeluarkan.
Coba kalau AMDAL-nya dilakukan de-
ngan baik, jangan buang limbah semba-
rangan. Mungkin dia hanya mengeluar-
kan 10 juta dolar.

Apa kendala program CSR ini?

Belum semua perusahaan melak-
sanakan. Yang melaksanakan, sebagian
masih basa basi dan belum melihat
manfaat. Ada orang yang melaksanakan
CD misalnya hanya sekadar untuk cor-
porate image building saja. Ini semua
karena faktor kesadaran dan pema-
haman. Pemahaman apa itu CSR masih
beragam antarperusahaan.

Sejauh mana upaya menyiner-
gikan program CSR dengan pro-
gram pemerintah?

Belum sempurna, tetapi gerakan ke

arah itu sudah mulai kelihatan. Minimal
sudah banyak pemerintah daerah yang
ketemu dengan kita. Yang paling bagus
sekarang adalah bagaimana kepala
daerah, gubernur, memberikan perha-
tian kepada program ini. Tentu mereka
ingin menciptakan situasi yang kon-
dusif bagi dunia bisnis di daerahnya
sehingga tidak ada friksi dengan
masyarakat. Dampaknya PAD bisa naik.
Niat pemerintah seperti ini bagus. Pajak
supaya naik. Niat berikutnya adalah
ingin bersama-sama membangun ma-
syarakatnya karena gubernur sadar
bahwa tidak mungkin melaksanakannya
sendiri karena keterbatasan anggaran.
Oleh karena itu mari kita bekerja sama,
mana yang paling efektif.

Dengan adanya pandangan
yang masih belum benar dari be-
berapa perusahaan tentang CSR,
apa yang dilakukan untuk melu-
ruskannya?

Dengan adanya pemahaman yang
berbeda-beda itu, maka saya bersama
rekan-rekan dari perusahaan lain yang
sedang kursus CD di UI membentuk
kelompok. Dan itulah CFCD. Dari situ
kita mengadakan pelatihan dari seder-
hana hingga bagaimana menyelesaikan
persolaan conflict resolution bagi peru-
sahaan. Selanjutnya kita berbagi penga-
laman.

Bagaimana Anda melihat pe-
mahaman pemerintah daerah ter-
hadap community development?

Pemerintah daerah memiliki karak-
ter yang beragam. Ada daerah tertentu
yang aparatnya kurang disiplin atau
kurang pemahaman. Apa itu CD atau
CSR. Kadang mereka datang ke perusa-
haan hanya meminta dana CD untuk
dikelola. Itu bukan corporate CD dan
tak akan tercapai tujuannya. Masya-
rakat harus tahu bahwa kegiatan ini dari
korporat. Bukan riya. Tapi ini bentuk
kepedulian kita. Kalau pemerintah, ya
memang seharusnya harus begitu kare-
na kita sudah membayar pajak dan
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sebagainya. Jadi masih ada perbedaan
pemahaman seperti ini. Tapi seperti
Riau, gubernurnya sangat sadar akan
gerakan CFCD ini dan sangat men-
dukung. Tim dari propinsi dan CFCD
sudah duduk bersama untuk melak-
sanakan program pengentasan kemis-
kinan dan sebagainya. Hasilnya me-
mang belum terlihat sekarang. Upaya ke
arah sana sudah mulai. Makanya saya
sering mengimbau kepada kawan-
kawan, mungkin pemda itu tidak memi-
liki budget untuk mengirimkan utusan-
nya mengikuti pelatihan tentang CSR,
sponsori dong. Kita berharap ada pema-
haman yang semakin meluas sehingga
aparat paham dan bahasanya menjadi
sama. Beberapa daerah sudah pernah
ikut pelatihan dan menyatakan sebe-
narnya tidak terlalu berbeda kecuali
sumber anggarannya. CFCD menganut
konsep tripartite. Bagaimana bekerja
secara sinergi antara perusahaan, pe-
merintah, dan masyarakat.

Bagaimana menyinergikan de-
ngan masyarakat langsung?

Kalau boleh jujur, masyarakat itu
banyak yang salah didikan. Kadang ini
karena korporatnya yang keliru karena
memberi ikan, charity. Ini yang kita
sebut sebagai Santa Claus Syndrome.
Akhirnya terjadi back fire karena salah
dalam mendidik masyarakat. Juga ba-
nyak orang yang tidak bertanggung ja-
wab, bromocorah. Sering karena pro-
gramnya charity, maka ini diman-
faatkan oleh orang yang menyebut di-
rinya tokoh masyarakat. Selain itu, cha-
rity bisa menimbulkan ketergantungan.
Maka masyarakat harus dilibatkan sejak
perencanaan.

Harapan Anda terhadap peme-
rintah agar program CSR itu suk-
ses?

Harus ada perubahan mindset. Beri-
kan kondisi yang kondusif, aturan yang
baik, sebagai regulator yang fair. Pe-
merintah harus mengedukasi publik ber-
sama-sama dengan kita. ® (mujiyanto)
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Green €City Green Community
Maunya Ngajak Peduli Sampah

eorang ibu setengah baya
S memarkir mobilnya tepat di

sebuah tenda bertuliskan 'Green
City, Green Community'. Tumpukan
koran dikeluarkan dari mobilnya. Pe-
tugas tenda pun membantu. Seikat de-
mi seikat koran itu ditimbang dengan
timbangan gantung yang dikaitkan pada
sebuah batang pohon.

"Masih seperti dulu kan vouch-
ernya?" tanya ibu itu.

"Wah, sudah berubah Bu. Sejak 13
Juli, voucher dinaikkan menjadi 50 kg.
Jadi tidak 10 kg lagi," kata penjaga.

"Kalau gitu, nggak jadi deh.
Mendingan dijual ke tukang loak saja,"
kata ibu.

Akhirnya semua tumpukan koran
yang sudah ditimbang tersebut di-
naikkan ke mobil kembali. Ibu itu pun
pergi dengan mobilnya yang terlihat
masih mulus.

Sikap ibu ini mungkin mewakili
warga Jakarta. Semua dinilai dengan
uang/materi kendati ini demi kepen-
tingan bersama. "Indikasi peduli masih
jauh dari harapan. Yang nyata justru
indikasi bisnis," kata Anom yang
memantau program 'Green City, Green
Community' (GCGC) di Carrefour Le-
bak Bulus, tempat peristiwa itu terjadi.

Apa yang terjadi itu tentu berten-
tangan dengan harapan yang diinginkan
oleh para penggagas program ini. Pro-
gram yang dipelopori oleh Jaringan
Delta Female Indonesia (JDFI)-sebuah
perusahaan jaringan radio-berharap
GCGC bisa meningkatkan kepedulian
masyarakat, khususnya kalangan me-
nengah atas, terhadap sampah. Apalagi
sampah di Jakarta ini setiap hari ada 7
ribu ton. "Kita berharap program ini
menjadi snow bowling effect bagi dunia
persampahan di Indonesia, khususnya

di Jakarta," kata Udjang Nugraha, cor-
porate secretary JDFI, di Jakarta awal
Agustus lalu.

GCGC muncul sebagai bentuk
kepedulian pengelola radio itu terhadap
jumlah sampah yang terus meningkat
dan manajemen sampah yang belum
juga benar. Lebih dari itu, kepedulian
masyarakat untuk memilah sampah
sejak dari rumah tangga juga belum
muncul. Apa yang terjadi ini masih jauh
dibandingkan dengan kondisi di luar
negeri. "Masalah ini merupakan ma-
salah kompleks yang melibatkan banyak
sektor. Kami juga ingin ini bisa teratasi,
maka kami mencoba mengambil peran
dalam kampanye sekaligus mengajak
pihak-pihak yang berkepentingan terli-
bat," jelas Udjang.

Pihak yang terlibat dalam program
ini antara lain JDFI, Dinas Kebersihan
DKI Jakarta, InSWA (Asosiasi Persam-
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pahan Indonesia), Kementerian Ling-
kungan Hidup (KLH), Yayasan Kirai
(LSM yang membina lapak/pemulung
di Jakarta), Carrefour, dan Unilever
(produsen Lifebouy).

Ada dua kegiatan utama program
ini. Pertama, off air dengan mengajak
masyarakat berpartisipasi langsung
mengumpulkan sampah anorganik di
tempat-tempat yang telah ditentukan.
Kedua, on air, berupa talk show tentang
persampahan dengan menghadirkan
narasumber yang kompeten di bidang
ini.

Program yang dimulai sejak 16 Juni
2005 ini menyediakan bak sampah di
Carrefour yang ada di Jakarta (Lebak
Bulus, MT Haryono, Duta Merlin,
Cempaka Putih, Puri Mall, dan
Megamall Pluit). Di dekat bak sampah
itu, GCGC membangun sebuah tenda
berukuran 2 x 2 m2 di areal parkir yang




dijaga oleh dua orang penjaga. Pene-
rimaan sampah berlangsung pada hari
Rabu dan Sabtu pukul 10.00-16.00.
Sore harinya sampah itu diangkut oleh
mobil Dinas Kebersihan DKI untuk
dibawa ke lapak/pemulung. Jadi sam-
pah itu tidak dibawa ke TPA (Tempat
Pembuangan Akhir) tapi dimanfaatkan
oleh lapak/pemulung. "Ini merupakan
upaya reduce sejak awal," kata Anom.

Pada awal program, masyarakat
yang membuang sampah setara 10 kilo-
gram memperoleh insentif berupa
voucher belanja Carrefour senilai Rp. 10
ribu dan tiga buah sabun Lifebouy.
Ternyata sejak program ini diluncurkan
jumlah sampah yang dikumpulkan
terus meningkat. Puncaknya terjadi
pada 9 Juli 2005 dengan total sampah
6,815 ton dari 101 anggota masyarakat.
Rata-rata sampah per hari mencapai
3,732 ton. Sampah paling banyak beru-
pa kertas.

Namun jumlah itu kemudian menu-
run. Ini gara-gara pada 13 Juli ada
perubahan plafon perolehan voucher
yang semula 10 kg sampah menjadi 50
kg sampah. Jumlah sampah yang
terkumpul setelah tanggal itu rata-rata
1,767 kg. Partisipan pun menurun dari
rata-rata 53 orang menjadi 34 orang.

Peningkatan plafon ini menurut
Udjang dimaksudkan untuk mengukur
kualitas kesadaran masyarakat. Apakah
mereka membuang sampah ke bak sam-
pah GCGC itu memang atas dasar
kepedulian atau ada faktor lain.

Berdasarkan evaluasi, diakui atau
tidak, kesadaran kalangan menengah
atas di Jakarta terhadap sampah masih
rendah. Yang muncul justru indikasi
bisnis lebih kuat. Fakta yang ditemukan
oleh Anom bisa menjelaskan hal itu.

Beberapa kali ditemukan orang-
orang yang nakal untuk mengelabuhi
timbangan. Anom menceritakan ada
yang memasukkan botol air kemasan
dengan isi air penuh, membungkus batu
dengan kain bekas, dan memasukkan
blok mesin ke tengah-tengah sampah.
"Ini tidak masuk akal," katanya.

Berdasarkan evaluasi,
diakui atau tidak,
kesadaran kalangan
menengah atas
di Jakarta terhadap

sampah masih rendah.
Yang muncul justru
indikasi bisnis
lebih kuat.

Secara kasar, karakter partisipan
adalah kalangan menengah atas bermo-
bil dan mereka mengetahui program ini
dari siaran radio JDFI. Ada sebagian
kecil partisipan yang memang patut
dicontoh yakni mereka tidak mau
menerima voucher dan memang senga-
ja datang untuk membuang sampah
tanpa imbalan. Mereka, kata Anom,
sangat sedikit dan berasal dari kalangan
mahasiswa.

REPORTASE

Oleh karena itu, ia berpendapat dari
sisi membangun kepedulian, program
ini masih belum mampu, tapi dari sisi
sasaran sudah tepat. Menurutnya, fak-
tor pendidikan sangat menentukan
kepedulian.

Penanggung jawab GCGC Roesdan
Sjah Alam Pradana menilai ada hal
positif yang lahir dari kegiatan ini yakni
kerja sama antarpihak-pihak yang terli-
bat. "Awalnya kerja sama sulit sekali.
Kini komunikasi berlangsung intensif
dan lancar," paparnya. Selain itu,
kepedulian orang-orang yang terlibat
dalam program ini pun meningkat.

Yang pasti, kegiatan yang semula
direncanakan berlangsung hanya tiga
bulan, kini diperpanjang hingga akhir
tahun. Ini tidak lain dari para sponsor
yang menilai program ini perlu terus
dilanjutkan demi untuk meningkatkan
kepedulian masyarakat terhadap sam-
pah. Dan, yang tak kalah penting, pro-
gram ini telah memberikan citra yang
positif bagi pihak-pihak yang terlibat
khususnya pada sponsor. B (mujiyanto)
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Tipe ldeal Pembangunan AMPL Berbasis
Masyarakat Ada Di Tepi Danau Limboto

elurahan Dembe I adalah salah
B satu permukiman di tepi jalan
yang menyusuri danau Lim-

boto. Sekilas desa ini sama saja dengan
desa-desa lainnya. Penduduk yang ra-
mah, dengan kohesivitas sosial yang
tinggi dan religius, tanggap terhadap
orang asing yang datang memerlukan
bantuan. Didesa ini ada bangunan mas-
jid yang mencirikan agama yang dianut
penduduknya dan ada juga sekolah
Muhammadiyah yang oleh sementara
peneliti diidentikkan dengan Islam
modern.

Gubernur Gorontalo, Ir Hi. Fadel
Muhammad, disertai kepala BAPPEDA
dan pejabat pejabat dari empat Ka-
bupaten dan Kota, pada tanggal 18
Agustus 2005 membawa rombongan
BAPPENAS (kelompok kerja AMPL
pusat) ke desa ini. Dia bermaksud
menunjukkan kepada semua peserta
Road Show yang tidak kurang dari 30
orang, bahwa Gorontalo memiliki mo-
del pembangunan AMPL yang selaras
dengan Kebijakan Nasional. Gubernur
mengatakan bahwa :"... Dembe akan di-
jadikan model pembangunan di Bidang
Air Minum Berbasis Masyarakat untuk
seluruh desa di Gorontalo". Bagaimana-
kah cerita lengkap mengenai hal itu,
tulisan hasil penilaian menggunakan
metode historic time lines ini, akan
memaparkannya.

Dulu sulit air bersih

Di tengah masalah pembangunan
AMPL yang dihadapi Gorontalo, dan
juga daerah daerah lain di Indonesia,
Desa Dembe mencuat dengan berbagai
keunikan dan kelebihannya, meskipun
di daerah lain ada pula yang sekualitas
Dembe. Dembe sangat mandiri dalam
arti mampu memecahkan masalah
pemenuhan kebutuhan air dan mampu

Oleh: Alma Arief ”

mengelola sarana dengan baik di te-
ngah puluhan sarana proyek pemba-
ngunan AMPL pada masa lalu (diba-
ngun pemerintah pada tahun 1995/6
dengan dana APBN) yang kini sudah
menjadi monumen.

Penelitian dari aspek
bakteriologis yang dilakukan
Dinas Kesehatan setempat

menyatakan air-air sumur
di Desa Dembe tidak
memenuhi syarat
kesehatan.

Pada masa lalu Dembe juga terbelit
masalah pemenuhan kebutuhan air.
Sebelum tahun 1999, masyarakat
Dembe menggunakan air sumur untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari
hari, meskipun kualitas airnya sangat
buruk. Penelitian dari aspek bakteriolo-
gis yang dilakukan Dinas Kesehatan
setempat menyatakan air-air sumur di
Desa Dembe tidak memenuhi syarat
kesehatan. Air sumur penduduk sudah
tercampur (terintrusi) air Danau Lim-
boto yang kotor, berwarna keruh
kekuningan, berbau, dan mengandung
bakteri yang membahayakan kesehatan.
Konon, menurut peserta diskusi, pen-
duduk Dembe dahulu terjangkit sakit
kulit gatal-gatal, dan banyak kejangkit-
an penyakit muntaber, jenis penyakit
yang merebaknya terkait erat dengan
kualitas dan kuantitas air (water borne
disease). Sementara penduduk yang
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tinggal sedikit di atas, di lereng-lereng
gunung mengalami kesulitan menggali
sumur, sebab airnya sangat dalam, lebih
dari 30 m.

Berangkat dari keprihatinan meng-
hadapi kondisi nyata yang seperti itu,
Umar Latif yang aktif sebagai sekretaris
LKMD (waktu itu) dan organisasi Mu-
hammadiyah, berdiskusi dengan te-
man-temannya mengidentifikasi masa-
lah dan mencari jalan keluar. Lahirlah
gagasan untuk mencari sumber air
bersih, yang nyatanya memang tidak
sulit. Sekitar 2,5 km dari masjid di kam-
pungnya ada sumber air di Gunung
Batu Didia. Debitnya cukup besar.
Namun Umar tidak bisa mengungkap-
kan debitnya. Dia hanya mengatakan
bahwa suara gemericik air yang jatuh
ke batu-batu sudah terdengar dari jarak
50 m.

Pada tahun 1998 dia dan teman
temannya mengintensifkan pertemuan
untuk membuat perencanaan. Peren-
canaan ini melibatkan semua kompo-
nen masyarakat antara lain: dari unsur
pemerintah desa, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda, pedagang,
unsur nelayan Danau Limboto, dan juga
dari tokoh wanita. Akhirnya dicapailah
kesepakatan untuk membangun sarana
air bersih dengan menyalurkan air
melalui buluh bambu.

Dengan modal 650 batang bambu
sumbangan Ja'far Sulaiman, penduduk
bekerja membangun perpipaan bambu
sampai ke kaki benteng (Benteng
Otanaha). Di sini dibangun bak penam-
pung yang sampai sekarang masih ada.
Sarana air pipa bambu ini pada tahun
1998 sudah berfungsi dan dipergunakan
oleh 150 KK.

Pembangunan dengan buluh bambu
hanya tahap awal dari rencana lainnya.
Ini hanya untuk menunjukkan bahwa




mereka sudah berbuat, dan mempunyai
potensi yang layak untuk membangun
sarana air minum perpipaan yang lebih
berkualitas dan mampu menjangkau
layanan yang lebih luas. Dalam perte-
muan-pertemuan selanjutnya dipu-
tuskan untuk mengajukan Proposal
Pembangunan Sarana Air Bersih ke
Walikota. Proposal tersebut diajukan
pada tahun 2000 dan disetujui tahun
2001. Desa tersebut memperoleh bantu-
an pembangunan sarana perpipaan
senilai Rp. 200 juta.

Tahap Operasional

Pembangunan sarana air dilakukan
oleh kontraktor, sedangkan masyarakat
membantu tenaga membawa material.
Yang ikut bekerja di beri upah setengah
yaitu Rp 20.000, sedangkan setengah
lainnya sebagai wujud partisipasi. Pada
bulan Agustus tahun 2002 kegiatan
pembangunan dimulai dan selesai pada
bulan Oktober 2002. Sarana air bersih
ini diresmikan oleh Walikota dan Ketua
DPRD pada bulan Januari 2003.

Sarana air perpipaan ini kini mela-
yani sambungan rumah tangga seba-
nyak 188 KK untuk sambungan rumah
atau 2.850 jiwa plus pemakai hidran.
Namun karena banyak KK yang belum
mendapatkan layanan maka dibuat
hidran-hidran umum untuk layanan so-
sial, antara lain untuk masyarakat pra-
sejahtera, fasilitas masjid, dan sekolah.

Selama 23 bulan, penduduk mem-
peroleh layanan air dengan gratis. Na-
mun di sisi lain disadari bahwa sarana
air minum memerlukan perawatan dari
kerusakan, sehingga bila memakai
tanpa dipungut biaya maka suatu keti-
ka sarana akan mengalami kerusakan
dan tidak berfungsi. Agar bisa melaku-
kan pengelolaan sarana dengan baik
maka dibentuk Badan Pengelola Air Mi-
num (BPAM) oleh masyarakat melalui
rapat yang dihadiri semua komponen
masyarakat, kemudian diberi pelatihan
oleh PDAM. Pelatihan yang diberikan
kepada lima pengurus BPAM Dembe
tersebut mengenai administrasi (tiga
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Kini masih banyak
penduduk Dembe yang belum
mendapatkan layanan
air bersih dari sarana yang
dibangun. Mereka banyak

yang meminta untuk
memperoleh sambungan,
namun harus benar-benar
dipertimbangkan dari aspek
kapasitasnya.

orang) dan teknis (dua orang).
Menyadari bahwa sarana akan tidak
berkelanjutan bila tidak ada iuran maka
BPAM (Badan Pengelola Air Minum)
yang diketuai Umar Latif, mengundang
seluruh pemakai sarana untuk rapat.
Dalam rapat yang dilakukan berkali-kali
dan dilaksanakan di masjid dan kelu-
rahan, diputuskan bahwa setiap pelang-
gan, termasuk layanan sosial, dikenai
biaya pemakaian sarana air yang di-
sesuaikan dengan jumlah pemakaian
air. Karenanya di setiap sambungan
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rumah tangga dan layanan sosial akan
dipasang meteran. Tarif yang ditetap-
kan adalah Rp. 800/m3 untuk sam-
bungan rumah tangga, dan Rp. 500/m3
untuk layanan sosial (prasejahtera,
masjid, sekolah, dll). Tarif tersebut se-
paruh dari tarif PDAM.

Dalam rapat-rapat tersebut banyak
suara yang pro dan kontra, tetapi ma-
yoritas menyetujuinya. Yang kontra
berdalih bahwa sarana air minum terse-
but sumbangan dari Walikota untuk ke-
lompok prasejahtera. Menurut Umar
Latif yang kini menjadi ketua Pemuda
Muhammadiyah Dembe, yang tidak se-
tuyju dan berdalih seperti itu, justru
orang-orang yang secara ekonomi ber-
penghasilan relatif tinggi (menengah ke
atas untuk tingkat desa). Mengheran-
kan memang.

Pengembangan dan Perawatan
Kini masih banyak penduduk Dem-
be yang belum mendapatkan layanan
air bersih dari sarana yang dibangun.
Mereka banyak yang meminta untuk
memperoleh sambungan, namun harus
benar-benar dipertimbangkan dari as-
pek kapasitasnya. Selama ini, yang be-




lum memperoleh sambungan bisa me-
makai hidran umum, atau menyam-
bung ke tetangga dengan selang dan
memberikan kontribusi untuk iuran bu-
lanan. Ada seorang pelanggan yang
membayar sampai Rp 70.000. dan keti-
ka ditanya oleh Umar Latief, dia menje-
laskan bahwa :" ... tetangganya di be-
lakang rumah ikut menyambung ke
rumah...".

Ketika ditanya berapa banyak yang
belum mendapat sambungan rumah
tangga, dan bagaimana memperoleh la-
yanan air, Latif memberikan rincian se-
bagai berikut: di kelurahan ada 7 ling-
kungan. Yang belum mendapat sam-
bungan rumah tangga adalah
Lingkungan IT 153 KK, mereka menda-
pat satu hidran. Lingkungan III ada 9
KK mereka mendapatkan satu hidran
dengan penampung drum, lingkungan I
ada 15 KK dibuatkan satu hidran. Untuk
masyarakat lain yang belum menda-
patkan, utamanya dari kelompok prase-
jahtera, mereka bisa meminta sam-
bungan ke tetangganya atau memakai

hidran umum. Prinsipnya, yang kaya
membantu yang miskin. Saat ini, ada
banyak yang meminta sambungan sesu-
dah mengetahui manfaatnya, namun
belum bisa melayani. Paling-paling
akan ada tambahan sambungan untuk
tiga orang.

Untuk meminta sambungan rumah
tangga, sesuai peraturan yang telah
ditetapkan bersama, dipungut biaya:
uang sambungan sebesar Rp. 480.000,
dengan uang muka Rp. 150.000, se-

Masalah yang dihadapi
selama ini selain
kerusakan teknis dan
lingkungan, juga masalah
yang bersifat sosial.

Sedangkan masalah yang
terkait dengan
kelembagaan dan iuran
pemakaian sarana tidak
begitu menonjol.
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dangkan sisanya dicicil selama 10 kali
bayaran. Untuk memasang meteran
dan aksesoris lainnya, karena harganya
mahal, pengelola bekerja sama dengan
PDAM, dan dibayar secara mencicil.

Permasalahan dan pemecahan

Karena banyak yang meminta sam-
bungan baru, Latief berpikir untuk
memperluas jaringan dengan memba-
ngun sarana baru dengan sumber air
yang lain. Tetapi ini masih dalam pe-
mikiran, sebab biayanya sangat mahal.
Sampai saat ini, uang pembayaran air
masih untuk mencicil pembayaran pe-
masangan meteran air.

Para pengurus BPAM itu tidak diga-
ji, mereka bekerja suka rela. Mereka ba-
ru diberi upah pada saat melakukan pe-
kerjaan seperti memperbaiki kerusak-
an, dan itu pun tidak seberapa. Kalau
ada yang rusak, mereka beramai-ramai
membetulkannya, dan itu sering terjadi.
Untuk melakukan itu, yang memakan
waktu dari pagi sampai sore, hanya
dikasih uang rokok. Untuk anak-anak
muda (hadir dalam diskusi 5 orang) di-
beri Rp. 20.000, sedangkan pengurus
BPAM Rp. 60.000.

Masalah yang dihadapi selama ini
selain kerusakan teknis dan lingkungan,
juga masalah yang bersifat sosial. Se-
dangkan masalah yang terkait dengan
kelembagaan dan iuran pemakaian sa-
rana tidak begitu menonjol.

Dari aspek teknis kerusakan yang
terjadi menyangkut dua hal yaitu kebo-
coran pipa disebabkan karena tekanan
air yang terlalu besar dan berpindah-
pindahnya mata air. Ditanya apakah ti-
dak dibangun bak pelepas tekan atau di-
pasang klep otomatik pelepas tekan,
Latief menjelaskan bahwa pihaknya me-
mang tidak membangun bak pelepas te-
kan dan juga tidak ada pentil otomatis
(menurut istilahnya). Sedangkan me-
ngenai berpindah pindahnya sumber air
(mata air) juga sering terjadi. Bila terja-
di yang seperti itu mereka beramai-ra-
mai menanggulanginya, meluaskan bak




penangkap. Sering terjadi mata air ber-
pindah di luar bak penangkap.

Masalah sosial yang timbul pada da-
sarnya bisa ditanggulangi. Beberapa ke-
jadian antara lain menyangkut penolak-
an untuk membayar (disampaikan pada
waktu rapat namun pada akhirnya bisa
menerima), dan sikap seorang pelang-
gan yang menolak pemasangan meter-
an. Ada seorang pelanggan, yang meno-
lak dipasang meteran dengan meme-
cahkan meteran air yang dipasang. De-
ngan kesepakatan bulat pengurus
BPAM menutup (mematikan) layanan
air ke rumahnya, sehingga berhari-hari
tidak memperoleh layanan air bersih.
Akhirnya orang tersebut yang adalah
pegawai negeri sipil, datang ke pengu-
rus BPAM meminta maaf sambil mena-
ngis. Pengurus memaafkan dan mem-
buka kembali layanan air ke rumahnya.

Tindakan tegas yang dilakukan pe-
ngurus BPAM Dembe terhadap pe-
langgaran aturan yang telah disepa-
kati bersama, adalah suatu keharusan
sebab apabila tidak demikian akan
berakibat pada rusaknya aturan dan
meluas pada ketidakpatuhan untuk
membayar iuran, memakai air se-
maunya, dan sebagainya. Berbagai ka-
sus seperti di Talumelito, Lonuo (ke-
duanya di Gorontalo), dan Banyu Mu-
dal (di Kebumen), menunjukkan bah-
wa kegagalan fungsi layanan dan sa-
rana justru berawal dari pelanggaran
aturan yang tidak dengan tegas diam-
bil tindakan oleh pengurusnya.

Desa Lonuo dan Talumelito, pada
evaluasi tahun 1998 oleh lembaga
Penelitian Universitas Indonesia dan
Bank Dunia, merupakan dua dari
empat desa terbaik dalam mengelola
sarana. Hal ini didasari oleh kondisi
pembukuan keuangan sangat rapi,
kepengurusan air (UPS dan KPS) ber-
fungsi baik.

Di kedua desa ini sarananya kini
tidak berfungsi lagi, karena berawal dari
pelanggaran aturan seperti tapping,
memakai air untuk keperluan yang
tidak semestinya (kolam), dan lain-lain,

sehingga yang di bagian hilir tidak keba-
gian air dan tak mau membayar. Hal itu
diikuti yang lainnya sehingga sistem
iuran menjadi rusak.

Sejauh menyangkut aspek kelem-
bagaan' sampai saat ini masih berfungsi
dengan baik. Kelembagaan yang diberi
nama Badan Pengelola Air Minum, ter-
diri atas lima orang pengurus harian
dan tujuh pengurus pelaksana. Iuran
sampai saat ini bisa berjalan dengan
lancar dan tercatat secara rapi dalam
pembukuan di kantor BPAM. Kantor
BPAM ini dahulunya adalah gudang
milik kelurahan Dembe I.

Pembelajaran (Lesson Learned)
Ada beberapa pembelajaran yang

bisa dipetik dari Pembangunan AMPL

di kelurahan Dembe:

1. Masyarakat dan pemerintah telah
menerapkan prinsip pendekatan
tanggap kebutuhan

2. Partisipasi masyarakat dalam semua
proses sejak pencetusan ide, peren-
canaan, membuat pilot project,
mengajukan proposal, pembangun-
an dan pengelolaan sarana.

3. Orang kaya tidak menjamin akan
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. Tindakan
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kooperatif dengan sistem pemba-
yaran dan orang miskin tidak berar-
ti tidak mampu membayar.

. Pengadministrasian kegiatan secara

rapi termasuk pembukuan ke-
uangan.

tegas pengurus BPAM
terhadap pelanggar aturan merupa-
kan keharusan sebab bila tidak akan
menjadi preseden bagi pelanggaran-
pelanggaran lainnya.

. Hal yang bersifat teknis dan

lingkungan hendaknya diantisipasi
dari awal, dan dibuat model-model
fisik penanggulangannya dalam sis-
tem yang dibangun, seperti berpin-
dahnya mata air, klep dan bak
pelepas tekan, dan sebagainya.

. Regenerasi pengurus harus dila-

kukan dan penegakan aturan harus
diwariskan. BPAM kini sudah meli-
batkan generasi muda (lima orang
tamatan SMA) untuk diikutsertakan
dalam kepengurusan. m

)-Aktif dalam Kegiatan Water and
Sanitation Policy and Action Planning
Project di Gorontalo

-Peneliti di Pusat Sains

dan Teknologi-Ul
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Pengelolaan Sampah Regional,
Siapa Takut?

epanjang hidup manusia, per-
S masalahan sampah akan terus

menguntit. Permasalahan sam-
pah sebenarnya merupakan bagian dari
konsekuensi hidup karena setiap aktifi-
tas manusia pasti menghasilkan buang-
an atau sampah. Longsornya gunung
sampah di TPA Leuwigajah yang me-
ngubur lebih dari 140 penduduk hingga
tewas sungguh merupakan peristiwa
paling menyedihkan sepanjang sejarah
pengelolaan sampah kota. Tidak hanya
terjadi di Bandung, pengelolaan sam-
pah di berbagai daerah juga dalam
keadaan kritis.

Seperti yang diberitakan Kompas
Jatim tanggal 14 Juli 2005 bahwa pe-
ngelolaan sampah domestik Sidoarjo
dalam kondisi kritis. Saat ini Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Tambak
Kalisogo yang beroperasi sejak 2002
sudah melebihi kapasitas. Ketinggian
sampah telah mencapai 7 meter atau
sekitar 70.000 meter kubik. Padahal
tinggi pagar TPA hanya sekitar 4 meter.
Itu pun hanya sekitar 60 persen sampah
yang diangkut ke TPA di Sidoarjo.
Volume sampah Sidoarjo yang menca-
pai 3.677 meter kubik per hari, hanya
sekitar 2.200 meter kubik sampah yang
dikumpulkan dan diangkut ke TPA di
Desa Tambak Kalisogo dan Desa
Barengkrajang yang masing-masing
seluas 2 hektar.

Kondisi pengelolaan sampah di TPA
Benowo  Surabaya juga cukup
mengkhawatirkan. Lahan seluas 26
hektar yang direncanakan berumur 16
tahun dengan ketinggian sampah 20
meter itu diperkirakan hanya bertahan
tujuh tahun atau sampai 2008. Menurut
Data Dinas Kebersihan Kota Surabaya,
volume sampah rata-rata yang dibuang
ke TPA Benowo sekitar 6.000 meter
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kubik.

Dengan tumpukan 6.000 meter
kubik sampah setiap hari, ketinggian
sampah dapat mencapai 2,3 cm. Dalam
waktu sebulan tinggi tumpukan sampah
bisa mencapai 69 cm atau 8,28 meter
setiap tahun. Dengan rata-rata
penyusutan 25 persen dalam setahun
tinggi sampah bisa mencapai 6,21
meter. Artinya dalam 16 tahun tinggi
sampah bisa mencapai 99,6 meter.
Padahal, menurut mantan Ketua Tim
Konsultan Pembangunan TPA Benowo
dari Institut Teknologi Sepuluh
November Surabaya Wahyono Hadi,
TPA Benowo didesain untuk 16 tahun
penggunaan tinggi bukit sampah mak-
simun 32 meter (Kompas edisi Jatim 15
Maret 2005).

Menanggapi carut-marut per-
masalahan sampah, langkah-langkah
yang diambil Pemkab Sidoarjo hampir
sama dengan yang diambil Pemkot
Surabaya, yakni dengan menambah luas
TPA. Seperti yang diutarakan oleh
Kepala Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Sidoarjo, Hariadi Purwan-
toro, Pemkab Sidoarjo sudah menyiap-
kan lahan pengganti TPA seluas 2 hek-
tar di Desa Kupang, Kecamatan Jabon
(Kompas Jatim tanggal 14 Juli 2005).

Pemkot Surabaya juga tidak mau
kalah dengan Pemkab Sidoarjo.
Rencananya Pemkot Surabaya akan
memperluas TPA Benowo dari 26 hek-
tar menjadi 140 hektar. Terus, sampai
kapan pemerintah daerah akan
melakukan penggusuran guna menam-
pung sampah masyarakat kota
Surabaya? Apakah tidak ada cara lain
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yang lebih strategis dan lebih elegan
dalam menyelesaikan permasalahan
sampah?

Permasalahan sampah sebenarnya
tidak hanya terkait dengan TPA saja.
Sistem manajemen sampah merupakan
sistem yang terkait dengan banyak
pihak. Mulai dari penghasil sampah,
pengelola, pembuat peraturan, sektor
informal, pemulung, maupun masya-
rakat yang terkena dampak pengelolaan
sampah tersebut. Tentu saja, penyelesa-
iannya pun membutuhkan keterlibatan
semua pihak yang terkait dan juga
menggunakan beragam pendekatan.

Selain itu sampah juga terkait de-
ngan banyak aspek, mulai dari aspek
politik, sosial, ekonomi, budaya,
maupun lingkungan. Kita juga harus
mengakui bahwa sampah di berbagai
daerah tidak diolah secara tuntas,
cukup dengan aksi kumpul, angkut,
buang, asal hilang dari pandangan
mata. Carut marut pengelolaan sampah
juga merupakan akibat dari akumulasi
berbagai langkah destruktif yang selama
ini terjadi, mulai dari kegagalan pilihan
teknis, keteledoran kerja, kesalahpa-
haman manajemen kota, hingga keti-
dakpedulian semua pihak terhadap per-
masalahan sampah kota.

Oleh karena itu dalam menangani
permasalahan sampah seperti yang ter-
jadi di Surabaya, Sidoarjo ataupun kota-
kota yang lain, satu-satunya cara yakni
dengan menggunakan pendekatan
regional atau kewilayahan. Adanya
otonomi daerah tidak harus membuat
daerah satu cuek atau tidak mau tahu
terhadap permasalahan daerah lain.
Berbagai daerah juga harus peduli ter-
hadap permasalahan yang menjadi per-
masalahan bersama, seperti sampah.

Pengelolaan sampah pada dasarnya
tidak mengenal batas administratif
pemerintahan, bahkan sektor ataupun
departemen. Tanpa adanya kerja sama
di antara kota-kabupaten-provinsi yang
sebenarnya saling tergantung dan mem-
pengaruhi tersebut, permasalahan sam-
pah akan menjadi makin kompleks sei-
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Adanya otonomi daerah
tidak harus membuat daerah
satu cuek atau tidak mau
tahu terhadap permasalahan
daerah lain. Berbagai daerah

juga harus peduli terhadap
permasalahan yang menjadi
permasalahan bersama,
seperti sampah.

ring bertambahnya jumlah penduduk.
Di samping itu biaya operasional pe-
ngelolaan sampah akan menjadi lebih
terjangkau dan ekonomis bila ditang-
gung bersama.

Untuk mendukung pengelolaan
sampah yang menggunakan pendekatan
regional, ada beberapa langkah yang
harus dilakukan. Pertama, pihak legis-
latif perlu membentuk Undang-undang
Pengelolaan Sampah sebagai payung
hukum. Dengan adanya payung hukum,
maka diharapkan pengeloaan sampah
akan menggunakan pendekatan yang
menyeluruh. Jika aspek perundang-
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undangan yang menjadi payung hukum
ini tidak segera dibentuk, dikhawatir-
kan penyelesaian sampah kembali di-
tangani dengan pendekatan parsial dan
reaktif.

Di samping itu ketiadaan payung
hukum secara nasional juga memicu
konflik kepentingan pengelolaan sam-
pah antara dua daerah atau lebih. Di
tingkat regional seperti kawasan Ja-
karta, Bogor, Depok, Tangerang dan Be-
kasi (Jabodetabek) saat ini sedang
dikembangkan kerja sama pengelolaan
sampah. Dengan adanya pembentukan
Jabodetabek Waste Management Cor-
poration (JWMC) dimulai era baru ker-
ja sama melalui pendekatan regional di
bidang persampahan. Dengan muncul-
nya trend seperti JWMC, perlu ada
kebijakan nasional yang dapat me-
mayungi kepentingan lintas kabupa-
ten/kota maupun lintas provinsi dalam
konteks kerja sama di bidang pengelo-
laan sampah.

Langkah kedua, yakni membentuk
badan atau institusi yang memiliki oto-
ritas secara nasional berkaitan dengan
pengelolaan sampah dan bertanggung
jawab langsung kepada presiden. Untuk




menyatukan segala visi dan misi dari
semua pihak terkait, maka pembentu-
kan Badan Nasional Pengelolaan Sam-
pah merupakan kebutuhan yang men-
desak.

Diharapkan keberadaan Badan ini
menjadi policy maker terhadap segala
sesuatu yang berkaitan dengan sampabh.
Tugas dari badan ini yakni melakukan
koordinasi dengan mengintegrasikan
kepentingan berbagai sektor, wilayah,
instansi, masyarakat dan para pemilik
kepentingan dalam bidang persampah-
an. Diharapkan badan nasional ini da-
pat merumuskan kebijakan dan strategi
pengelolaan sampah yang lebih terinte-
grasi di Indonesia.

Di negara lain pembentukan badan
nasional yang mengurus masalah pe-
ngelolaan sampah sudah dilakukan se-
jak dulu. Di Filipina sudah dibentuk Ko-
misi Nasional Pengelolaan Sampah
yang dibentuk oleh Kantor Kepresiden-
an. Komisi ini terdiri 14 orang anggota
dari pemerintah dan 3 orang anggota
dari sektor swasta yang diketuai oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber
Daya Alam. Di Kanada juga sudah
dibentuk Federal Committee on Environ-
mental Management System (FCEMS)
yang salah satu tugasnya membuat
kebijakan manajemen sampah.

Selanjutnya langkah ketiga, yakni
melakukan privatisasi pengelolaan sam-
pah. Sudah menjadi rahasia umum
kalau ternyata pemerintah tidak becus
dalam menangani permasalahan sam-
pah. Padahal kalau ditinjau dari segi
bisnis, pengelolaan sampah sebenarnya
merupakan bisnis yang cukup menjan-
jikan. Dari kasus sampah DKI sebagai
contoh, volume sampah yang dihasilkan
ibu kota adalah 6.000 ton/hari, dan di-
buang ke TPA sampah Bantar Gebang,
Bekasi yang luasnya 108 ha. Selain men-
jadi masalah, lautan sampah tersebut
juga menjadi lautan rezeki bagi para pe-
mulung, dan sekarang ini menjadi lahan
usaha yang menjanjikan bagi perusa-
haan pengolahan sampah. Keuntungan
yang akan diperoleh PT Wira Guna Sa-

rana (WGS) dengan kapasitas produksi
2.000 ton sampah/hari dengan biaya
pengolahan Rp 53.000,00/ton atau
sama dengan Rp 106 juta/hari.

Karena itulah supaya sampah di
daerah-daerah tidak menjadi barang
yang mubazir dan hanya mengaki-
batkan bencana, maka kita perlu me-
mikirkan konsep pengelolaan sampah
terpadu. Sistem pengelolaan sampah
harus lebih efektif, efisien, dapat dian-
dalkan dan menggunakan teknologi
yang ramah lingkungan. Dalam sistem
tersebut harus dapat melayani seluruh
penduduk dan memberikan peluang
pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.
Pemberdayaan masyarakat untuk dapat
memilah, mana sampah yang organik
dan mana sampah yang anorganik juga
menjadi kunci strategis dalam pengelo-
laan sampah terpadu.

Banyak negara telah
melakukan privatisasi ter-
hadap pengelolaan sampah.
Keterlibatan sektor swasta
dalam pengelolaan dan

EUEVEELREEN!
menciptakan kinerja yang
lebih baik dalam sektor
pengelolaan
EBELR

Dalam sistem pengelolaan sampah ter-
padu yang membutuhkan teknologi ting-
kat tinggi, keberadaan swasta memang sa-
ngat diperlukan. Ada berbagai alasan yang
melatarbelakangi mengapa peran swasta
perlu ditonjolkan dalam pengelolaan sam-
pah. Pertama, organisasi pemerintah di-
anggap terlalu gemuk sehingga menjadi
sangat lamban dalam menangani langsung
permasalahan sampah. Kedua, privatisasi
dapat mengembalikan tugas pemerintah
yang sebenarnya sebagai pengendali ne-
gara bukan sebagai pelaksana. Ketiga, pri-
vatisasi akan memberikan manfaat bagi
konsumen atau stakeholder karena swasta
memiliki mekanisme insentif. Keempat,
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privatisasi merangsang kompetensi yang
akan menuju pada efisiensi. Kelima, priva-
tisasi akan membantu pemerintah untuk
membangun infrastruktur.

Keterlibatan sektor swasta dalam
pengelolaan sampah dipercaya akan da-
pat lebih menciptakan efisiensi daripa-
da pemerintah, karena sektor swasta le-
bih menggunakan acuan bisnis dalam
pengelolaan dan dapat memfokuskan
penyelesaian kinerja buruk dan rendah-
nya produktifitas. Banyak negara telah
melakukan privatisasi terhadap pe-
ngelolaan sampah. Keterlibatan sektor
swasta dalam pengelolaan dan pembi-
ayaan telah menciptakan kinerja yang
lebih baik dalam sektor pengelolaan
sampah. Contohnya di Monterrey salah
satu daerah di Meksiko telah berhasil
mengubah lautan sampah menjadi
berkah. Di Monterrey, lembaga Sime-
prodeso berhasil mengelola sampah
sampai bisa memproduksi energi listrik
untuk menerangi sepertiga penerangan
jalan. Dengan investasi 11 juta dollar AS,
keuntungan bisa dua juta dollar AS per
tahun (Kompas, 18 Mei 2005).

Sebenarnya Dinas Kebersihan Surabaya
telah melakukan privatisasi atau swastani-
sasi parsial terhadap pengelolaan sampah
antara lain memberikan tender kepada
swasta untuk melakukan proyek penyapuan
sebesar Rp 4,1 milyar dan juga pengangkut-
an sampah. Namun, lagi-lagi langkah yang
diambil Dinas Kebersihan hanya sekadar
mengimplementasikan falsafah 3 M yakni
mengumpulkan, mengangkut, membuang,
sampah. Mereka masih saja menggunakan
paradigma "asalkan sampah hilang dari
pandangan mata", maka permasalahan
sampah dianggap sudah selesai.

Kita berharap dengan adanya pe-
ngelolaan sampah yang menggunakan
pendekatan regional, maka pada masa
yang akan datang Indonesia akan terbe-
bas dari permasalahan sampah. Akhir
kata, pengelolaan sampah regional,
siapa takut?! m

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Pemenang | Pemilihan Peneliti Remaja Indonesia
(PPRI) LIPI 2003
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Air Minum dari Sumber tak Terbatas

abupaten Jembrana salah satu
B kabupaten di Bali yang terletak di
bagian ujung barat Pulau Bali,
tidaklah seperti Kabupaten lainnya yang
ada di bagian tengah dan timur yang
memiliki pariwisata sebagai sumber utama
pendapatan daerahnya. Perbedaan yang
cukup menonjol ini disebabkan sebagai
bagian wilayah Bali, Jembrana kurang
memiliki nuansa budaya Bali yang menjadi
daya tarik pariwisata.

Kehidupan ekonomi masyarakat
banyak mengandalkan hasil-hasil per-
tanian dalam arti luas, namun tidak
cukup kuat memiliki kemampuan untuk
mengembangkan wilayahnya. Hambat-
an pengembangan sektor pertanian juga
sudah dirasakan karena makin merosot-
nya kualitas lingkungan pertanian
seperti berkurangnya debit air dan
rusaknya hutan-hutan serta alih fungsi
lahan pertanian yang kurang terkendali.
Meskipun Kabupaten Jembrana memili-
ki kandungan potensi air tanah paling
besar di Bali, namun pemanfaatan
untuk pertanian tidak efisien.

Sebagai kabupaten yang paling
miskin di Bali, maka Pemkab Jembrana
telah berupaya mengambil berbagai te-
robosan dengan memperhatikan potensi
yang ada. Secara umum beberapa tero-
bosan kebijakan yang diambil oleh
Pemkab Jembrana dalam era otonomi
daerah ini berwawasan jangka panjang
ke depan. Di antaranya adalah Megumi.
Mengingat Kabupaten Jembrana tidak
memiliki sumber-sumber mata air per-
mukaan yang permanen seperti kabu-
paten lainnya, salah satu alternatif
adalah pemanfaatan air laut yang meru-
pakan potensi yang tak habis-habisnya.

Terobosan Kebijakan
Di tengah-tengah maraknya bisnis

Oleh: I Nyoman Karnatha ”

air minum dengan memanfaatkan sum-
ber-sumber air yang ada oleh orang-
orang bermodal, maka Megumi justru
lahir sebagai satu-satunya produk air
minum yang berwawasan lingkungan
meskipun belum populer ditinjau dari
segi kepentingan bisnis akibat fanatisme
atau kebiasaan konsumsi air minum
masyarakat selama ini yang bersumber
dari mata air. Masyarakat Bali memiliki
kepercayaan kuat bahwa laut memiliki
fungsi terkait dengan upacara agama se-
bagai penyucian universal. Menghadapi
masyarakat yang belum terbiasa dengan
sumber air yang luar biasa dan kesan
masyarakat yang dari segi bisnis kurang
menguntungkan ini bukan hambatan
bagi Pemkab Jembrana untuk terus me-
lakukan berbagai upaya mengembang-
kan peluang dan kajian bisnis Megumi.

Pengolahan air laut menjadi air ta-
war atau air minum merupakan rintisan
satu-satunya di Indonesia. Dengan
menggunakan teknologi DAIUGYN dari
Jepang, air laut dari samudera Indone-
sia diproses melalui sistim OZONISASI
sehingga menghasilkan produk air
minum yang sesungguhnya cukup layak
dan aman dikonsumsi oleh siapa saja
karena bebas bahan kimia berbahaya.
Proses ozonisasi mempunyai daya pem-
bunuh bakteri yang sangat besar dan
menghilangkan senyawa Fe dan Mg.
Berdasarkan hasil uji laboratorium yang
dilakukan oleh PT Sucofindo, air Me-
gumi ternyata memiliki nilai gizi tinggi
dengan kandungan lebih dari 20 unsur
mineral dengan kadar rata-rata masih di
bawah ambang batas yang disyaratkan
untuk air minum, unsur yang sangat
diperlukan oleh tubuh untuk menjaga
kesehatan.
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Pengambilan dari sumber air laut
dalam lebih dari 300 meter di bawah
permukaan, menurut beberapa hasil
penelitian di Jepang dan Pusat Riset
Teknologi Kelautan Dep. Kelautan dan
Perikanan, potensi air lautnya mengan-
dung unsur mineral paling lengkap
seperti yang ada dalam tubuh manusia.
Sedangkan air minum biasa atau kon-
vensional mengandung tidak lebih dari
3-5 unsur mineral. Megumi yang
dihasilkan melalui mesin water treat-
ment modern yang menggunakan peran
ozon (0O3) dalam proses produksinya
sangat penting untuk menghasilkan sis-
tem yang efektif dan efisien sehingga
sangat alami. Dengan demikian Megumi
merupakan terobosan selangkah lebih
maju didalam implementasi hasil riset
kelautan di Indonesia. Hal ini berbeda
jauh dengan proses pemurnian air kon-
vensional yang dikenal selama ini ter-
masuk mesin air minum isi ulang.

"Megumi" dalam bahasa Bali kurang
lebih berarti bertempat tinggal mencari
penghidupan. "Megumi" dalam bahasa
Jepang juga kurang lebih memiliki arti
anugerah dari Tuhan. Jadi Megumi di-
produksi di Jembrana Bali dengan
menggunakan teknologi tinggi dari Je-
pang. Hal ini menandakan adanya hu-
bungan kerja sama yang baik antara dua
kota yaitu Jembrana di Bali dan Oka-
hama di Jepang sebagai kota kembar.

Prospek Megumi

Lahirnya Megumi yang masih harus
dikenalkan kepada masyarakat luas,
dapat dipandang dari dua segi penting
yaitu :

1. Dari segi bisnis, untuk jangka pen-
dek, Megumi dengan nilai investasi yang
relatif cukup besar (+ Rp.7 M) dan kan-
dungan teknologi yang tinggi, belum




menguntungkan karena masih dalam
proses upaya menembus hambatan per-
saingan sebagai produk baru, penentu-
an sales point dan posisi produk serta
tantangan kebiasaan masyarakat meng-
gunakan air dari sumber mata air yang
agak sulit diubah. Namun untuk jangka
panjang, Megumi dengan sumber bahan
baku tak terbatas dan murah sangat
memungkinkan dikelola secara bisnis.
Di samping itu keunggulan mengkon-
sumsi air dari sumber air laut dalam
secara cukup dan rutin dapat menetral-
isasi zat-zat berbahaya dalam tubuh
sehingga mengurangi risiko kanker,
memperpaiki metabolisme dan keta-
hanan tubuh terhadap penyakit.

2. Dari segi program strategis, Me-
gumi tidak bisa dilihat hanya dari inves-
tasinya yang cukup besar, tetapi dari
segi kepentingan yang lebih luas yaitu
dari segi penyelamatan lingkungan ke
depan. Megumi memiliki prospek ke
depan yang cukup baik, khususnya yang
terkait dengan solusi masalah air yang
makin sulit diatasi dan memerlukan
biaya besar. Meskipun banyak para ahli
kita mengemukakan bahwa sumber-
sumber air di daratan masih surplus
cukup tinggi, kenyataan masih terjadi
kontroversial dengan kekeringan. Bah-
kan PDAM juga sebagai pengelola air
minum secara umum sering menemui
masalah atau mengalami kerugian se-
hingga beban bagi daerah. Hal ini juga
dapat dilihat di lapangan mengenai
kompleknya masalah yang terkait de-
ngan air dan khususnya di Kab. Jem-
brana antara lain:

O Kurang lebih dalam dekade terakhir
ini debit air untuk irigasi partanian
sudah berkurang dengan pesat se-
hingga mempengaruhi produktivitas,
alih fungsi lahan (9 persen/tahun)
dan mengancam pertanian masa de-
pan secara luas. Eksploitasi besar-be-
saran terhadap sumber air, telah me-
nimbulkan banyak konflik kepenting-
an terutama dengan sektor pertanian
khususnya subak-subak di Bali.

O Menurunnya ketahanan air akibat

meningkatnya areal kritis dan peng-
gundulan lahan hutan (9.500 Ha hu-
tan rusak atau 23 persen).

O Pemanfaatan total air tanah dan seba-

gian kecil air hujan. Pemanfaatan air
tanah yang berlebihan akibat berkem-
bangnya penduduk dan kegiatan
pembangunan dapat merangsang in-
strusi air laut sehingga dapat meng-
ancam biota didarat.

O Terus meningkatnya luas areal tertu-

tup (permukiman dan bangunan sa-
rana prasarana) sehingga memper-
sempit ruang hijau/terbuka sebagai
daerah serapan air hujan.

O Makin mengglobalnya kerusakan

lingkungan sehingga pengaruhnya
terdapat di mana-mana dan mening-
katnya pencemaran oleh masyarakat
dan dunia usaha yang mengakibatkan
penurunan kualitas lingkungan hidup
utamanya air. Menurunnya kualitas
dan kuantitas air dalam jangka pen-
dek dan seterusnya lebih banyak
menguntungkan pengusaha, tetapi
dalam jangka panjang menyengsara-
kan masyarakat luas.

O Permasalahan-permasalahan tersebut

bukannya berkurang dengan berkem-
bangnya IPTEK dan kesadaran manusia
dimuka bumi ini, tetapi malahan cen-
derung meningkat. Upaya dan tekad
yang ada selama ini baik dari pemerin-
tah maupun masyarakat dan dunia
usaha untuk mengatasinya belum ada
tanda-tanda kesungguhan atau keber-
hasilan. Hal ini berpengaruh terhadap
keberadaan sumber air didarat.

Apabila kondisi demikian terus berlan-
jut, maka air Megumi diharapkan mampu
memberi substitusi penting ketika penggu-
naan air secara konvensional seperti
sekarang ini sangat sulit didapat. Bahkan
saat ini air konsumsi masyarakat sudah
dirasakan biayanya makin mahal dan per-
saingan mencari sumber-sumber air
makin ketat. Sedangkan kebutuhan air
terus meningkat dan untuk memperta-
hankan kehidupan, air yang cukup harus
tetap tersedia karena 70 persen dari tubuh
terdiri dari air. Makin terbatasnya sumber-
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sumber air konvensional, maka air laut
tidak hanya dikenal rasanya asin untuk
membuat garam, tetapi akan menjadi
salah satu sumber air bersih atau air
minum seperti Megumi.

Setelah melalui uji coba produksi
selama kurang lebih 1 tahun, Megumi
yang awalnya diserahkan pengelolaan-
nya kepada koperasi ternyata mengala-
mi berbagai kelemahan. Untuk menda-
patkan pengelolaan yang lebih baik dan
profesional baik mengenai produksi, ke-
uangan maupun pemasaran, maka saat
ini Megumi diambilalihkan manaje-
mennya kepada Perusahaan Daerah
Kabupaten Jembrana. Namun kendala-
kendala seperti permodalan, sumber
daya manusia dan sarana peralatan
yang kurang memadai masih juga di-
hadapi oleh manajemen yang baru.

Penutup

Megumi bisa menjadi alternatif me-
ngatasi krisis air. Megumi memiliki ke-
unggulan sumber bahan baku tak terba-
tas dari air laut dan manfaatnya untuk
air minum. Namun Megumi bukan sa-
tu-satunya solusi untuk mengatasi ma-
salah air karena masih mengandung ke-
terbatasan-keterbatasan dalam hal
sumber-sumber pendukung produksi-
nya di samping kendala kebiasaan ma-
syarakat menggunakan air bersih sela-
ma ini. Oleh karena itu upaya atau solu-
si melalui program pemeliharaan dan
rehabilitasi kelestarian lingkungan ma-
sih merupakan alternatif terbaik karena
memiliki implikasi sangat luas dan sem-
purna. Sampai saat ini upaya seperti ini
terlalu banyak tantangannya baik dari
segi biaya, pendidikan, moral dan ke-
pentingan jangka pendek individu atau
kelompok tertentu sehingga perlu dicip-
takan komitmen yang setinggi-ting-
ginya yang harus dipatuhi oleh semua
manusia hidup. Pendidikan mengenai
hal ini harus diterapkan sedini mungkin
sepanjang zaman dengan tidak menge-
nal batasan umur dan status. m

*) Penulis adalah Pejabat Fungsional Perencana
Madya pada Bappeda Kabupaten Jembrana.
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Antara Asas Kelestarian dan Tuntutan Kemakmuran
di Tengah Kelangkaan dan Kebutuhan
Antara Hak Monopoli Generasi Sekarang dan

untuk Generasi Mendatang

Warisan

"Hanya dengan meningkatkan

10 persen efisiensi penggunaan

air di seluruh dunia, kita akan dapat
menghemat air yang cukup untuk
memasok semua air keperluan hu-
nian di seluruh kawasan dunia"”
Sandra Postel

(Worldwatch Institute)

ir merupakan elemen yang pa-
A ling melimpah di bumi, yang
meliputi 70 persen permukaan-
nya dan berjumlah kira-kira 1,4 ribu
juta kilometer kubik. Apabila dituang
merata di seluruh permukaan bumi ini
akan terbentuk lapisan dengan keda-
laman rata-rata 3 kilometer. Dari jum-
lah tersebut hanya sebagian kecil saja
yang benar-benar dimanfaatkan, yaitu
kira-kira hanya 0,003 persen. Karena
sebagian besar air, kira-kira 97 persen,
ada dalam samudera atau laut, yang
kadar garamnya terlalu tinggi untuk
keperluan hidup manusia, dan 3 persen
sisanya yang ada, hampir semuanya,
kira-kira 87 persen, tersimpan dalam
lapisan kutub atau sangat dalam di
bawah tanah. Masalah terbesar menge-
nai persediaan air berkembang bukan
hanya dari masalah kelangkaan air
dibanding dengan jumlah penduduk,
melainkan kekeliruan menentukan
kebijakan tentang air, dan baru menya-
dari masalah-masalah tersebut lama
setelah akibat yang tak dikehendaki
menjadi kenyataan (Middleton, tt).
Seperti yang terjadi di Indonesia,
semenjak memasuki awal tahun 2003
ada ancaman kekurangan air, tidak saja
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Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

di wilayah perkotaan yang sarat akan
perumahan/pemukiman, perkantoran,
dan pertokoan, tetapi juga menjadi
wabah di wilayah pedesaan yang justru
akrab dengan kawasan sungai dan
hutan. Tidaklah heran bila curah hujan
Indonesia, yang rata-rata berjumlah
2,779 mm per tahun, sangat ditunggu-
tunggu di kala musim kemarau, tapi
menjadi terbalik, yaitu musuh bebuyut-
an yang sangat dibenci di kala musim
penghujan.

Kenapa semakin hari sumber air
bersih bangsa ini semakin berkurang?
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Meskipun penambahan investasi dalam
sektor ini sangat sering menguras APBN
atau APBD, namun usaha tersebut se-
ringkali tidak disertai dengan perubah-
an. Oleh sebab itu maka prioritas utama
yang harus dilakukan adalah mengatur
cara pemanfaatan yang paling bijak ter-
hadap investasi besar yang telah dila-
kukan negara demi ketersediaan air ba-
gi masyarakat setiap tahunnya.

Deskripsi Riil dan Aktual
Ketersediaan air sebagai bagian dari
potensi wilayah fisik yang semakin lama
semakin mengkhawatirkan akibat ru-
saknya hutan oleh sebab non-alamiah
dan oleh sebab-sebab teknis yang sa-
ngat manusiawi, menyebabkan kema-
rau panjang dari pertengahan hingga
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menjelang akhir tahun 2004 ini benar-
benar terasa oleh sebagian besar masya-
rakat, khususnya yang berdiam di Pulau
Jawa.

Sesungguhnya temuan tentang pe-
nurunan kuantitas dan kualitas air se-
bagai bagian dari semakin memburuk-
nya kondisi lingkungan hidup seperti
tersebut di atas sudah menjadi "temuan
global" di akhir-akhir dasawarsa tujuh
puluhan, berbarengan dengan isu glo-
bal warming, ozone depletion, penu-
runan kualitas udara, tekanan dari me-
lonjaknya jumlah penduduk bumi dan
peningkatan radioaktivitas lingkungan
(Alimi, 1995). Namun bagi Indonesia di
tahun-tahun tersebut dampaknya be-
lum begitu terasa. Kini hanya dalam
jangka waktu kurang dari dua puluh ta-
hun keadaannya sudah benar-benar
berubah, di tengah semakin meningkat-
nya kebutuhan masyarakat Indonesia
akan energi, bahan sintetik dan lahan,
masalah kualitas dan kuantitas air juga
menjadi masalah penting bagi sebagian
besar masyarakat Indonesia.

Ketika pengelolaan air minum di ne-
gara ini masih berbasis dan menjunjung
tinggi doktrin common property, maka
sumber daya alam Indonesia, khusus-
nya air akan diperlakukan laksana harta
tak bertuan sehingga setiap orang bisa
leluasa (open access) melakukan oku-
pasi dan eksploitasi, karena biasanya air
disalurkan dengan gratis atau dengan
tarif yang banyak disubsidi. Maka kecil
sekali dorongan niat untuk mengguna-
kan air secara efisien, dan retribusinya.
Jika ada, tidak akan mencukupi untuk
pemeliharaan yang layak. Maka hasil-
nya ialah penggunaan yang sangat tidak
efisien. Padahal jika komponen bangsa
ini mau membuka mata dan telinganya,
doktrin common property ini sudah
sejak lama menuai kritik tajam, teruta-
ma oleh Francis T. Christy. Menurutnya
doktrin common property memiliki
empat akibat buruk jika dipakai sebagai
dasar kebijakan pengelolaan sumber
daya alam, khususnya air yakni : 1)
Mengakibatkan pemborosan sumber
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daya alam  secara fisik; 2)
Mengakibatkan terjadinya inefisiensi
secara ekonomi; 3) Mengakibatkan
kemiskinan; dan 4) Mengakibatkan ter-
jadinya konflik antara pengguna sum-
ber daya alam tersebut.

Berangkat dari itu semua maka
untuk menjaga pencemaran ling-
kungan, terutama gangguan terhadap
potensi air tanah, maka sudah
selayaknyalah air ditempatkan sebagai
aset/kekayaan bangsa, sehingga peng-
gunaan air lebih diperhitungkan, baik
secara  teknis  (eksplorasi dan
eksploitasinya serta pengolahannya
harus diatur), dan non teknis (diatur
juga pajak dan retribusinya jika penggu-
naan air lebih banyak dikomersiilkan,
termasuk di dalamnya menghormati
hukum adat/penerapan kembali kearif-
an tradisional dalam mengelola sumber
daya air).

Air: Natural vs Human vs Finan-
cial Capital

Di tengah mulai munculnya
kesadaran akan pentingnya pember-
dayaan masyarakat akan pengelolaan
air dan penyehatan lingkungan saat ini,
rakyat sebagai elemen utama pelaksana
keinginan tersebut masih belum
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sepenuhnya terbebas dari ikatan "cara
berfikir institusionalis" warisan orde
baru, apalagi pemerintahnya, yang
masih dihadapkan pada kesulitan-
kesulitan "kerentanan institusi". Oleh
karena itulah rakyat dan pemerintah
dalam memandang konsep sumber daya
alam, khususnya air masih berpijak atas
keyakinan bahwa hubungan eksploitatif
terhadap alam adalah suatu yang wajar
dan bisa diterima. Dari itu semua maka
ketergantungan perekonomian bangsa
ini sangat tinggi terhadap alam,
walaupun tanpa disertai dengan opti-
misme (apalagi kemampuan) untuk
menjaga keseimbangan ekologi melalui
penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip
manajemen ilmiah. Dengan kata lain
hakekat pengelolaan sumber daya alam,
khususnya air di negara ini adalah de-
ngan melakukan manipulasi terhadap
karakter alam dalam rangka pemuasan
kebutuhan manusia. Ringkasnya, alam
dikonsepsikan memiliki kesediaan dan
kepasrahan untuk diatur, atau dalam
istilah Raymond Murphy, alam diper-
lakukan sebagaimana plastik yang
mudah dilebur dan dibentuk sesuai
dengan kehendak kita (Murphy, 1994).
Implikasinya kemudian adalah ter-
jadinya keengganan untuk mengadopsi




prinsip kehati-hatian (precautionary
principle) dalam memanajemen alam
(Riordan & Cameron, 1994).

Konsep sumber daya air haruslah
benar-benar dicermati karena apabila
mengarahkan perhatian pada air hanya
sebagai komponen lingkungan yang
memiliki nilai ekonomi saja tidak akan
memperoleh pemahaman yang kompre-
hensif, karena air juga merupakan kom-
ponen alam yang bisa dipandang tidak
memiliki nilai ekonomi, dimana kedu-
anya memiliki peran penting dalam
mempertahankan produktifitas sumber
daya air itu sendiri secara keseluruhan.

Bias ekonomi ini perlu diketahui
sedari awal, agar keterkaitan antara air
yang memiliki nilai ekonomi dengan air
yang dipandang tidak memiliki nilai
ekonomi (tapi memiliki nilai ekologis,
politis, sosial, budaya, dan agama) bisa
dipahami secara jelas. Dengan diper-
hatikannya air sebagai segmen alam
yang tidak, atau kurang bernilai ekono-
mi akan memberikan warning -
peringatan dan tanggapan dini (early
warning system dan early response
system) - pada dimensi-dimensi kon-
flik dalam pengelolaan air, baik yang
bersifat internal maupun yang bersifat
interlokalitas.

Kecenderungan untuk melihat air
semata-mata sebagai aset ekonomi
tidak  harus dilakukan dengan
mengkonversi dan mengkonsumsi air
secara berlebihan dan membabi-buta.
Karena perbedaan pemahaman tentang
nilai ekonomi air, dan bagaimana nilai
ekonomi tersebut dimanfaatkan memi-
liki implikasi sosial yang berbeda.
Terfokusnya perhatian pada konsep
sumber daya air yang memiliki nilai
ekonomi berpangkal pada pemahaman
bahwa air yang ada di bumi ini adalah
suatu bentuk kapital (natural capital),
sehingga dapat digunakan sebesar-
besarnya untuk pembangunan / proses
ekonomi (financial capital), yang kemu-
dian bisa dikonversi ke dalam bentuk
kapital-kapital lain (human capital)
(Usman dan Santoso, 1999).

Dari cara pandang inilah rakyat
bersama-sama dengan pemerintah (dari
pusat hingga desa) telah merusak sum-
ber daya alam di negeri ini. Ditambah
lagi dengan minimnya (kalau tidak mau
dibilang tidak punya) parameter-
parameter pengelolaan sumber daya
alam dari instansi-instansi terkait.
Berdasarkan uraian di atas sesungguh-
nya seluruh masyarakat Indonesia telah
dibohongi oleh kesuksesan pembangu-
nan selama ini, karena sebagian besar
didapat dari "perusakan" alam, dari
ambisi penguasaan terhadap sumber
daya alam, akibat dari konseptualisasi
yang keliru dengan melihat alam seba-
gai "sebentuk" kapital.

Air: Fungsi Hutan vs Cara Pan-
dang Salah Kaprah

Menurut fungsinya, secara ekstrim
hutan negeri ini dikelompokkan ke da-
lam tiga fungsi, yaitu : 1) Hutan

Produksi, 2) Hutan Lindung, serta 3)
Hutan Suaka Alam/Margasatwa. Dari
berbagai ketentuan yang mengatur
fungsi hutan tersebut, baik (UUPK, SK
Menteri, Dirjen, dan lainnya) terdapat
pendefinisian yang salah kaprah dan
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sangat fatal akibat cara pandang masya-
rakat terhadap hutan. Kesalahan yang
paling fatal adalah pada bagaimana
masyarakat mendefinisikan hutan pro-
duksi, yang mana dikatakan sebagai hu-
tan yang mengemban fungsi pokok
menghasilkan produksi kayu. Akibat
kesalahan ini kemudian banyak masya-
rakat yang salah kaprah juga dalam
mengelola hutan, padahal satu prinsip
penting yang mereka kurang pahami
ialah bahwasanya produk jasa yang
dihasilkan hutan tidak hanya kayu atau
rotan saja, melainkan lebih luas lagi
yaitu sebagai penopang proses produksi
air (Warsito, 1999). Pada prinsipnya
pengelolaan hutan produksi (apapun
produk yang dihasilkan dan akan diam-
bil nantinya) harus mendapatkan hasil
yang lestari dan maksimum (sustained
and maximum yield) (Marsono dan
Sulthoni, 1999).

Kesalahan dalam pengelolaan hutan
ini selain akan berdampak jangka pen-
dek juga akibatnya bisa dirasakan di
kemudian hari, seperti yang terjadi saat
ini, Indonesia sedang mengalami kesu-
litan air pada setiap datangnya musim
kemarau tapi terus disertai dengan laju
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peningkatan kerusakan hutan. Ibarat
buah simalakama antara kebutuhan
menjaga hutan dengan ketersediaan air
sama-sama rumitnya.

Oleh karena itulah perlu diper-
hatikan dan ditegaskan kembali bahwa
sumber daya hutan adalah penyangga
sumber daya air, walaupun sifatnya
merupakan milik publik (public goods),
akan tetapi jauh lebih baik jika peman-
faatannya menggunakan alur pemikiran
demi keberlangsungan manfaatnya, ter-
utama untuk masyarakat secara keselu-
ruhan. Fungsi renewable hutan tidak
mutlak dilaksanakan apabila kerusakan
yang dialaminya mulai merembet kepa-
da komponen lain seperti sumber daya
air yang ada di dalamnya. Pendeknya,
generasi sekarang sudah mulai merasa-
kan warisan generasi sebelumnya yang
telah merusak hutan dengan semena-
mena, dalam bentuk menipisnya cada-
ngan air, seperti yang dirasakan saat ini.

Air: Aset Rakyat vs Aset Pemerin-
tah

Arah pemanfaatan sumber daya air
seyogyanya ditujukan pada penggunaan
sumber daya yang dapat diperbaharui
(sumber daya biotis), apalagi sumber da-
ya air merupakan suatu sumber daya
alam yang selalu bergerak, melintasi ba-
tas-batas teritorial, dan batas-batas kebi-
jakan, sehingga diperlukan pengaturan
lintas daerah dan lintas masyarakat. Yang
menjadi pertanyaan selanjutnya ialah
seberapa siap rakyat berpikir tanpa selalu
menuntut untuk mendapatkan remune-
rasi apalagi harus menekan alasan-alasan
yang sifatnya ideologis-politis?

Pemusnahan secara perlahan-lahan
namun sangat pasti terhadap sumber
dan potensi air ini harus dipikirkan me-
miliki implikasi lanjutan, ketika rakyat
tidak sanggup menempatkan air sebagai
aset untuk dirinya dan anak cucunya ke-
lak, sustainabilitas yang menjadi sub-
stansi dari pengelolaan air akan berada
pada posisi perjudian besar. Nasib ge-
nerasi mendatang yang kekurangan air
bukan saja di daerah dimana dia berasal

tapi juga di daerah-daerah lain sekitar
daerah tempat tinggalnya, bahkan ke-
tersediaan air secara global akan menja-
di taruhannya, demikian pula akibat-
akibatnya yang bersifat trans-daerah,
bahkan trans-nasional (Lay, 1999).
Argumen di atas mengungkapkan
bahwa masyarakat dalam mengelola
sumber daya air masih berpatokan pada
derivasi keuntungan-keuntungan jang-
ka pendek, padahal dalam jangka pan-
jang kesalahan-kesalahan tersebut akan
dibayar dengan amat sangat mahal. Ka-
renanya bagaimana agar kebutuhan
jangka panjang akan ketersediaan serta
ketercukupan air dan kebutuhan jangka
pendek akan eksploitasi sumber daya
alam yang saling bertabrakan ini bisa
"berdamai"”. Karena jika tidak maka
akan terjadi pemusnahan masa depan
rakyat oleh rakyat itu sendiri atau mini-
mal akan menciptakan arena konflik ba-
ru di sekitar kehidupannya, konflik dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemusnahan secara
perlahan namun pasti
terhadap sumber dan

potensi air memiliki

implikasi lanjutan, ketika

rakyat tidak sanggup
menempatkan air sebagai
aset dirinya dan
anak cucunya kelak.

Solusi Analitik

Pengelolaan sumber daya air beserta
segala persoalannya seperti yang telah
diuraikan di atas pada prinsipnya akan
selalu menghasilkan dualisme realokasi,
yaitu keuntungan dan kerugian, tentu
saja dalam hubungan antara pemerin-
tah, swasta dan masyarakat secara kese-
luruhan sebagai pemakai air. Kerugian
yang dimaksud disini ialah bagian air
yang hilang karena kebocoran terlalu
besar. Perbaikan pada efisiensi dalam
pengoperasian dan pemulihan (penge-
lolaan) sumber daya air jauh lebih baik

Percik = oktober 2005

WAWASAN

dan kemungkinan besar akan membe-
rikan hasil yang lebih banyak apabila
berkaitan langsung dengan masalah-
masalah pemeliharaan (rendahnya niat
untuk konservasi dan pemulihan sum-
ber air). Memang ada beberapa pe-
ningkatan yang cukup nyata terutama
dalam layanan penyediaan air kepada
orang-orang miskin (rakyat kebanyak-
an), tetapi pencapaian tersebut apabila
dipandang dari segi lingkungan, tidak
sedramatik seperti yang diharapkan.
Selain masalah kebocoran, pengelolaan
(pengoperasian, pemulihan sampai de-
ngan masalah pemeliharaan) seperti di-
sebut di atas, masalah kemerosotan
mutu air yang diakibatkan oleh pence-
maran limbah industri dan limbah
perkotaan yang tidak diolah, serta aki-
bat dari pengotoran berat sisa-sisa dari
lahan pertanian, juga merupakan ma-
salah yang harus segera ditanggulangi.

Oleh sebab itu semua, maka masalah
air-beserta segala embel-embel yang
menyertainya terutama penurunan ku-
antitas dan kualitas air yang sudah mulai
dirasakan di negara ini, walaupun belum
terlalu parah--adalah bukan hanya karena
tidak cukupnya persediaan air, tapi lebih
banyak karena air yang ada itu tidak
dikelola secara layak atau tidak dibagikan
secara merata. Penyia-nyiaan sumber air
semacam ini tidak terbatas hanya pada
negara-negara berkembang seperti
Indonesia, eksploitasi yang berlebihan ter-
hadap sumber-sumber air juga meru-
pakan masalah yang serius di banyak
daerah di Amerika Serikat.

Cara menolong berkurangnya kuali-
tas dan kuantitas air di bumi nusantara
ini adalah dengan pencegahan, bukan
dengan penyembuhan. Air (kualitas dan
kuantitasnya) apabila dikelola dengan
manajemen yang tepat maka ia meru-
pakan komoditas yang mengagumkan
murahnya. Sekarang, tinggal bagaima-
na semua dari kita, seluruh rakyat In-
donesia bersama seluruh masyarakat
internasional baik negara berkembang
maupun negara maju, konsekuen mene-
gakkan konsensus itu. Semoga...m




Kondisi Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan di Sumatera Barat

umatera Barat terletak di bagian
S Barat Sumatera yang dikenal

dengan sebutan Ranah Minang.
Daerah ini luasnya 42,2 ribu km2 de-
ngan jumlah penduduk 4.454.185 jiwa,
tersebar di 12 kabupaten dan tujuh kota.
Kendati cukup luas dan memiliki sum-
ber daya alam yang banyak namun
pemanfaatannya terbatas. Dari luasan
yang ada hanya sekitar 25 persen saja
yang bisa dimanfaatkan sedangkan
sisanya terdiri dari lembah, bukit,
gunung dan danau. Pada tahun 2002,
PDRB perkapita tercatat sebesar Rp
6,65 juta pertahun

Sampai saat ini baru 58,6 persen
penduduk Sumatera Barat yang menda-
pat akses air minum melalui sistem per-
pipaan, sumur gali, sumur pompa ta-
ngan, penampungan air hujan dan pe-
nampungan mata air. Dari jumlah terse-
but hanya 16 persen yang terlayani oleh
PDAM atau 136.621 satuan sambungan
rumah tangga. PDAM memberlakukan
tarif yang sama kepada pelanggannya.

Sementara itu penduduk yang
memiliki dan memanfaatkan jamban
keluarga sebagai salah satu tolok ukur
layanan sanitasi hanya sekitar 524.076
kepala keluaraga (KK) atau sekitar
50,72 persen dari total keluarga,
bahkan di desa angkanya jauh lebih ren-
dah jika dibanding dengan di kota. Di
kota warga biasanya memakai jamban
dengan sistem tangki septik sedangkan
di desa lebih banyak memakai sistem
cemplung.

Jadi hampir separuh penduduk
Sumbar belum mendapatkan kemudah-
an layanan air minum. Angka pelayanan
di atas boleh jadi sekarang malah lebih
rendah dari pada itu, melihat begitu
banyak sarana AMPL yang sudah diba-
ngun tidak berfungsi lagi. Apalagi angka
itu diambil dari data cakupan layanan
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yang biasanya dihitung berdasarkan
disain proyek. Sedangkan di sektor
penyehatan lingkungan, khususnya
sampah dan drainase belum menda-
patkan perhatian yang semestinya.
Persoalan sampah masih dianggap per-
soalan teknis semata yang dapat di-
tangani oleh dinas teknis.

Hasil diskusi dari berberapa kali
lokakarya yang dilakukan oleh Pokja
AMPL Sumatera Barat terungkap
berberapa permasalahan yang dirasa-
kan dalam layanan air minum dan pe-
nyehatan lingkungan di Sumatera Barat
antara lain:

O Cakupan rendah dan layanan air
minum belum merata

O Pelaksanaan pembangunan AMPL
selama ini belum efektif, efisien, dan

berkelanjutan

O Upaya pelestarian lingkungan dan
kesadaran masyarakat terhadap
PHBS masih rendah

O Koordinasi antarsektor dan program

dalam pembangunan AMPL lemah
O Kemampuan lembaga pengelola sa-

rana di tingkat perdesaan lemah

Jika dikaitkan dengan pencapaian

target MDG, bahwa setengah dari pen-
duduk yang belum mendapat layanan
AMPL dapat terlayani dengan kualitas
memadai dan berkelanjutan maka tar-
get minimal yang harus dipenuhi oleh
Sumbar adalah 80 persen atau
3.932.426 jiwa dengan proyeksi pen-
duduk Sumbar tahun 2015 sebanyak
4.915.533 jiwa. Sedangkan target untuk
penyehatan lingkungan 75 persen atau
3.686.491 jiwa.

Memanfaatkan Potensi Nagari
Pemerintahan Nagari sebagai peme-
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rintahan terendah di Sumatera Barat
dinilai sebagai pemerintahan yang
demokratis yang lahir dari bentukan
masyarakat sendiri bukan merupakan
rekayasa elit penguasa. Sistem ini me-
ngakui tiga kuasa yang menjadi peng-
gerak utama pemerintahan Nagari
yakni kedaulatan rakyat, parlemen, dan
pemerintahan Nagari.

Kebijakan Nasional Pembangunan
AMPL Berbasis Masyarakat yang ber-
orientasi pada keberlanjutan dan peng-
gunaan efektif sangat sejalan dengan
pemerintahan Nagari dimana kedua-
duanya berupaya melakukan perubahan
yang berorientasi memberikan ruang
kebebasan dan akses kepada rakyat baik
untuk ambil bagian dalam kegiatan
maupun melakukan kontrol. Jadi per-
ubahan kebijakan bermakna mengubah,
memperbaiki atau mengadakan.

Berdasarkan pengalaman, kebijakan
tidaklah merupakan ujung melainkan
pangkal, kegiatan yang mendukung massa
rakyat tidak dengan sendirinya akan men-
jadi langkah perbaikan hidup rakyat bila
tidak dikawal dalam pelaksanaanya. Untuk
itu dibutuhkan kesadaran kritis massa
rakyat, dan kapasitas untuk mengaktual-
isasikan kesadaran. Pembaharuan kebi-
jakan pada dasarnya memuat resistensi
bagi emansipasi rakyat dan sebuah kore-
lasi mendasar atas masa lalu dan pikiran
mendasar untuk membangun masa depan.

Dengan demikian dalam kaitan
Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL
di daerah dapat meletakkan institusi
Nagari sebagai jawaban atas adanya
perubahan mandasar pola pembangunan
selama ini (top down) menjadi pemba-
ngunan yang berorientasi memberikan
ruang kebebasan dan akses pada rakyat,
baik untuk ambil bagian dalam kegiatan
ataupun dalam kontrol.m

*) Konsultan Waspola untuk Sumbar




STUDI

Studi Analisis Pelayanan AMPL
di Kabupaten di Era Desentralisasi’

tudi analisis pelayanan AMPL

S (Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan) di Kabupaten pasca
desentralisasi dilakukan untuk menge-
tahui bagaimana isu-isu pembangunan
AMPL dipersepsi dan ditangani oleh
pemerintah kabupaten. Pertanyaan ini
penting untuk dijawab, karena setelah
Kebijakan Nasional AMPL Berbasis
Masyarakat berhasil dirumuskan, harus
segera ditemukan atau dirumuskan pula
apa saja perangkat implementasi yang
harus tersedia bagi terciptanya pem-
bangunan AMPL yang berkelanjutan.
Perangkat implementasi ini akan dinilai
dalam 3 komponen: regulasi daerah,
mekanisme perencanaan dan pengang-
garan daerah, dan kelembagaan daerah.
Kebijakan Nasional AMPL Berbasis
Masyarakat merupakan kebijakan yang
berupaya untuk meningkatkan pelayan-
an AMPL yang mencakup pelayanan air
minum, jamban, drainase, pengelolaan
sampah dan limbah; dengan mengubah
paradigma pemerintah dalam menye-
lenggarakan pembangunan AMPL.
Paradigma pemerintah dalam menye-
lenggarakan pembangunan AMPL hen-
dak digeser ke arah yang lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat, lebih
memberi ruang partisipasi, lebih akun-
tabel, lebih memihak masyarakat
miskin, lebih mendorong peran aktif
perempuan, dan memberdayakan ma-
syarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan AMPL, termasuk berda-
ya untuk berkontribusi dalam penda-
naan pembangunan AMPL sesuai de-
ngan kemampuan dan prinsip keadilan.
Semua ini dituangkan ke dalam 11 prin-
sip kebijakan AMPL yang mencakup
prinsip untuk memperlakukan air seba-
gai benda sosial dan benda ekonomi,
prinsip pendekatan tanggap kebutuhan,
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prinsip berwawasan lingkungan, prinsip
mendorong hidup bersih dan sehat, prin-
sip berpihak pada masyarakat miskin,
prinsip mendorong peran aktif perem-
puan, prinsip mengelola AMPL secara
akuntabel, prinsip peran pemerintah
sebagai fasilitator, prinsip mendorong
peran aktif masyarakat, prinsip memberi
layanan secara optimal dan tepat sasaran,
serta prinsip pemulihan biaya.

Lokasi Studi

Studi analisis AMPL di kabupaten
pasca desentralisasi dilaksanakan pada
tiga karakteristik wilayah yaitu: perta-
ma, empat kabupaten yang pernah
menjadi lokasi uji coba kebijakan na-
sional AMPL berbasis masyarakat yakni
Musi Banyu Asin, Solok, Subang, dan
Sumba Timur; kedua, tiga kabupaten
yang pernah dan masih menjadi lokasi
program P2TPD/Program Pembaharu-
an Tata Pemerintahan Daerah yakni
Bandung, Lamongan, Takalar; ketiga,
tiga kabupaten yang tidak menjadi
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lokasi uji coba kebijakan nasional
AMPL maupun P2TPD (Kuningan,
Lumajang, Sikka). Kabupaten yang me-
miliki karakteristik istimewa adalah Ka-
bupaten Solok, karena kabupaten ini
menjadi lokasi uji coba kebijakan na-
sional AMPL berbasis masyarakat se-
kaligus lokasi P2TPD.

Ruang Lingkup Studi

Pada ketiga karakteristik wilayah ini
dikaji seberapa besar regulasi, mekanis-
me perencanaan dan penganggaran,
serta mekanisme kelembagaan berpo-
tensi untuk mendukung prinsip-prinsip
kebijakan nasional AMPL bebasis ma-
syarakat. Ketiga aspek itu dipilih karena
ketiga aspek itu merupakan perangkat
implementasi kebijakan, termasuk bagi
kebijakan nasional AMPL berbasis ma-
syarakat. Tetapi, karena prinsip-prinsip
kebijakan nasional AMPL ini universal,
maka potensi dukungan regulasi, meka-
nisme perencanaan dan penganggaran,
serta mekanisme kelembagaan terha-




dap prinsip-prinsip ini tetap dapat di-
kaji.

Metodologi

Daya dukung terhadap prinsip kebi-
jakan nasional AMPL berbasis ma-
syarakat dilihat dari dua aspek penting.
Pertama, apakah regulasi, mekanisme
perencanaan dan penganggaran, serta
mekanisme kelembagaan daerah meng-
akomodasi prinsip-prinsip kebijakan
nasional AMPL. Kedua, apakah regu-
lasi, mekanisme perencanaan dan pen-
ganggaran, serta mekanisme kelemba-
gaan daerah mampu mengantisipasi
konsekuensi logis dari penerapan kebi-
jakan nasional AMPL berbasis masyara-
kat di daerah. Untuk itu, kesebelas prin-
sip kebijakan nasional AMPL dalam ka-
jian ini akan diorganisasikan ke dalam
kerangka analisis kebijakan dari Wei-
mer dan Vining (1989).

Studi analisis pelayanan AMPL
mencakup studi dokumen dan wawan-
cara mendalam terhadap stakeholder
AMPL di daerah. Dokumen yang dikaji
dalam studi ini adalah dokumen regu-
lasi daerah dan dokumen perencanaan
jangka menengah dan tahunan daerah.
Stakeholder yang diwawancarai men-
cakup pengambil keputusan di lembaga
pemberi layanan AMPL di daerah
(Dinas Kimpraswil dan Dinas Kesehat-
an), lembaga-lembaga pendukung la-
yanan AMPL di daerah (Dinas Ling-
kungan Hidup, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Dinas Kehutanan, Dinas
Pertanian), lembaga eksekutif lainnya
yang berperan dalam pengelolaan pem-
bangunan dan pemerintahan (Bappeda,
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah,
dan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah); serta lembaga pengelola
AMPL berbasis masyarakat.

Temuan

Temuan studi memperlihatkan bahwa
permasalahan AMPL di ketiga karak-
teristik wilayah studi relatif sama. Ma-
salah AMPL yang mereka hadapi adalah:

O Cakupan air bersih perpipaan relatif
rendah, kecuali di Kabupaten Musi
Banyu Asin. Di luar layanan perpi-
paan, warga masih mengkonsumsi air
yang kualitasnya tidak sepenuhnya
terjamin. Cakupan air minum non-
perpipaan bervariasi. Di semua ka-
rakteristik wilayah ditemukan kabu-
paten yang memiliki cakupan air mi-
num yang tinggi, yaitu di Subang, La-
mongan, dan Lumajang.

O Cakupan jamban, drainase, sampah,
dan SPAL relatif rendah

O Layanan AMPL di kota dan desa tidak
merata. Layanan lebih terkonsentrasi
di perkotaan

O Semua karakteristik wilayah studi
merupakan kabupaten yang mayori-
tas warganya bermata pencaharian
sebagai petani. Kondisi ini memun-
culkan potensi konflik pemanfaatan
air untuk keperluan rumah tangga
dan pertanian. Konflik yang mulai
muncul di permukaan terjadi di dae-
rah-daerah yang kesulitan air seperti
di Sikka dan Sumba Timur. Di Sumba
Timur, potensi konflik juga terjadi
dengan pemanfaatan air untuk sektor
peternakan. Saat ini konflik berupa
perusakan sarana baru terjadi antara
warga dengan PDAM dan sarana
pipanisasi air dari program bantuan
di daerah.

O Di semua karakteristik wilayah studi,
investasi untuk pembangunan pra-
sarana air masih dinilai sangat mahal.
Pelayanan PDAM maupun program-
program pemberdayaan sampai saat
ini masih terbatas di daerah-daerah
yang masih memiliki sumber air, yang
bisa dikelola dengan nilai investasi
yang tidak terlalu tinggi. Daerah-
daerah yang tidak memiliki sumber
air dan memerlukan biaya investasi
tinggi relatif belum tersentuh oleh
layanan AMPL. Kekecualian terjadi di
Kabupaten Lumajang. Pemerintah
Kabupaten Lumajang tetap mengu-
payakan pembangunan prasarana air
di lokasi yang tidak memiliki sumber
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air dan memerlukan biaya sangat
tinggi. Sampai saat ini, biaya opera-
sional dari pembangunan prasarana
ini masih ditanggung oleh pemerin-
tah.

O Daerah mengalami degradasi ling-
kungan, terutama berkurangnya areal
hutan, yang mempengaruhi keterse-
diaan sumber air di daerah.

O Prevalensi penyakit berbasis ling-
kungan seperti diare, malaria, dan
ISPA masih tinggi.

O Perilaku hidup bersih dan sehat
belum membudaya di banyak kelom-
pok masyarakat. Masih cukup banyak
warga yang tidak menggunakan jam-
ban, tidak mencuci tangan dengan
sabun, dan tidak menunjukkan peri-
laku lainnya yang menunjukkan peri-
laku hidup bersih dan sehat.

Analisis

O Daerah memiliki regulasi, mekanisme
perencanaan dan penganggaran serta
mekanisme kelembagaan yang ber-
variasi dalam mengelola pembangu-
nan AMPL.

O Hampir semua daerah belum memili-
ki regulasi khusus yang mengatur soal
pengelolaan AMPL. Namun sudah
ada daerah yang mempunyai regulasi
yang secara tidak langsung men-
dukung pengelolaan AMPL. Misalnya,
dengan menyerahkan kewenangan
pengelolaan layanan AMPL ke tingkat
pemerintahan paling bawah yang pa-
ling dekat dengan masyarakat. Regu-
lasi lain yang mendukung adalah re-
gulasi yang menyerahkan kewenang-
an pengelolaan keuangan ke desa ser-
ta mekanisme penyaluran dana aloka-
si desa. Regulasi-regulasi semacam
ini potensial untuk menciptakan me-
kanisme pembangunan yang diputus-
kan dan dirumuskan secara partisipa-
tif di tingkat desa.

Regulasi-regulasi semacam ini relatif
lebih banyak muncul di Kabupaten
yang menjadi lokasi uji coba kebi-
jakan nasional AMPL berbasis ma-




syarakat sekaligus lokasi P2TPD. Dae-
rah berikutnya yang memiliki cukup
banyak substansi regulasi semacam
ini adalah kabupaten yang menjadi uji
coba kebijakan nasional AMPL berba-
sis masyarakat dan terakhir daerah
yang tidak menjadi lokasi uji coba
kebijakan nasional AMPL berbasis
masyarakat maupun lokasi P2TPD.
Tidak ada regulasi daerah yang
mampu mengatur agar pihak swasta
dan masyarakat mendistribusikan
biaya dan manfaat layanan AMPL
secara merata kepada pengguna
layanan. Selain itu, tidak ada regulasi
daerah yang mengatur perilaku peran
pemerintah sebagai fasilitator dan
menyediakan sistem sanksi bagi
penyelewengan dari peran ini.

Di beberapa daerah, kualitas partisi-

pasi di tingkat desa dan kecamatan

seringkali masih buruk. Hal ini kare-
na perencanaan di tingkatan ini
didominasi oleh unsur pemerintah
desa dan kecamatan. Kabupaten yang
cukup baik mengakomodasi partisi-
pasi warga sampai ke tingkat keca-

matan adalah kabupaten Solok. Di-

berlakukannya Surat Edaran Bersama

Menteri Negara Perencanaan Pemba-

ngunan/Kepala Bappenas dan Men-

teri Dalam Negeri No. 0295/M.PPN-

/1/2005. 050/166/SJ perihal Petun-

juk Teknis Pelaksanaan Musrenbang

Tahun 2005, memungkinkan partisi-

pasi warga diperluas sampai ke

tingkat kota.

Terlihat dua pola yang umum dalam

mekanisme kelembagaan di semua

daerah:

O Pemerintah masih diberi peran
yang dominan dalam penyelengga-
raan layanan AMPL.

o Instansi pemerintah belum siap
dalam konsep dan pelaksanaan
pembangunan dengan model pem-
berdayaan. Program bantuan dari
Pusat yang menggunakan pen-
dekatan pemberdayaan selalu
dipersepsi sebagai program yang

berjalan lamban, memberatkan
anggaran, dan sulit untuk di-
sesuaikan dengan mekanisme pe-
rencanaan dan penganggaran ta-
hunan.

o Semua daerah yang dikaji memiliki

Renstra yang menggariskan program-
program perlindungan dan pemba-
ngunan lingkungan hidup. Akan
tetapi, semua regulasi ini diterbitkan
terpisah oleh instansi yang berbeda,
sehingga belum terfokus pada upaya
perlindungan lingkungan dalam pem-
bangunan AMPL. Di semua daerah
belum ada regulasi yang bisa membu-
at daerah dapat mengontrol perilaku
swasta atau masyarakat yang terlibat
dalam pengelolaan AMPL agar turut
serta mengelola dan menjaga ling-
kungan.

Keberpihakan pada masyarakat mis-
kin dan peningkatan peran serta pe-
rempuan belum menjadi kepedulian
regulasi di semua daerah. Kabupaten
yang menjadi lokasi P2TPD baru
menggagas pemihakan pada masya-
rakat miskin melalui produk sema-
cam Rencana Strategis Penanggu-
langan Kemiskinan.

Dari sisi dukungan mekanisme peren-
canaan dan penganggaran, mekanis-
me di semua daerah tidak memung-
kinkan dilakukannya seleksi ber-
dasarkan disain program. Dokumen
LAKIP (Laporan Akuntabilitas Ki-
nerja Instansi Pemerintah) juga tidak
memungkinkan pihak-pihak yang
berwenang untuk mengevaluasi dan
memverifikasi wawasan terhadap
lingkungan, keberpihakan pada ma-
syarakat miskin, dan pelibatan peran
serta perempuan dalam program-pro-
gram AMPL daerah. Meski demikian,
akuntabilitas anggaran mulai diu-
payakan oleh daerah. Hal ini tertuang
dalam berbagai regulasi mengenai
pengelolaan anggaran.

Di sisi mekanisme kelembagaan, se-
ringkali terjadi tumpang tindih dan
ketidakjelasan mengenai instansi
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mana yang berwenang untuk memeli-
hara sumber air.

Prinsip mendorong Pola Hidup Ber-
sih Dan Sehat (PHBS) diadopsi oleh
daerah dalam bentuk regulasi Renstra
yang mengamanatkan agar semua
daerah menjalankan program-pro-
gram penyehatan lingkungan, terma-
suk mendorong PHBS.

Prinsip pendekatan tanggap kebu-
tuhan dan pelayanan optimal serta
tepat sasaran dimaksudkan untuk
mengatasi rendahnya efektivitas
pembangunan AMPL yang disebab-
kan oleh tidak sesuainya pembangun-
an AMPL dengan kebutuhan warga.
Regulasi daerah yang mendukung
kedua prinsip ini di antaranya adalah
regulasi di kabupaten Solok yang
menyerahkan kewenangan pengelo-
laan layanan AMPL ke tingkat peme-
rintahan paling bawah yang paling
dekat dengan masyarakat, yaitu ke
pemerintahan nagari.

Secara umum mekanisme peren-
canaan dan penganggaran belum
sepenuhnya menjamin diresponnya
kebutuhan warga. Pembangunan
AMPL adalah pembangunan sektoral
yang biasanya diagendakan oleh
Dinas-dinas daerah.

Dengan kehadiran Surat Edaran Ber-
sama Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan/Kepala Bappenas dan
Menteri Dalam Negeri No. 0295/M.-
PPN/1/2005. 050/166/SJ perihal
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mus-
renbang Tahun 2005, mekanisme
seperti di Solok potensial untuk melu-
as. Karena dalam SEB ini, digelar
forum khusus bertajuk Forum SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) di
tingkat kecamatan.

Regulasi daerah pada umumnya telah
mengatur sistem tarif untuk pela-
yanan air minum dan persampahan.
Sistem tarif yang digunakan juga su-
dah diatur berjenjang sesuai dengan
tingkat sosial ekonomi masyarakat
serta dimaksudkan sebagai mekanis-
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me subsidi silang. Dari sisi meka-
nisme perencanaan dan penganggar-
an, hampir semua daerah yang diteliti
juga mengembangkan dana stimulan
yang dimaksudkan untuk mendorong
masyarakat berkontribusi dalam pen-
danaan pembangunan. Akan tetapi,
mekanisme ini belum mengacu pada
prinsip pemulihan biaya.

o Kelemahan daya dukung regulasi
daerah yang menghambat adopsi ke-
seluruhan prinsip kebijakan nasional
AMPL berbasis masyarakat adalah
masih didominasinya mekanisme
perumusan regulasi oleh eksekutif
dan legislatif.

Rekomendasi

1. Dari segi argumentasi atau sub-
stansi kebijakan, tampaknya rasionali-
tas kebijakan yang paling memicu kon-
troversi adalah prinsip air sebagai
benda sosial dan benda ekonomi serta
prinsip pemulihan biaya. Untuk itu,
substansi kebijakan nasional AMPL
berbasis masyarakat diharapkan dapat:
a. Dilengkapi dengan argumen menge-

nai hak warga negara terhadap AMPL
dan tanggung jawab negara dalam
pemenuhan hak tersebut.

b. Menyertakan berbagai prasyarat yang
harus dipenuhi pemerintah bila pili-
han pemenuhan hak warga atas
AMPL ini diputuskan akan dipenuhi
secara langsung oleh organ-organ
pemerintah, diserahkan kepada swas-
ta, atau diserahkan kepada masya-
rakat.

c. Menyertakan mekanisme partisipasi
yang dapat ditempuh warga dalam
pengelolaan AMPL di tingkat desa, di
tingkat kota, dan di tingkat nasional.

2. Sosialisasi kebijakan nasional
AMPL berbasis masyarakat diharapkan
dapat dilakukan melalui penguatan
kerangka implementasi kebijakan di
daerah.

3. Penguatan regulasi daerah dapat
dilakukan dengan mendorong muncul-
nya regulasi mengenai:

a. Hak yang setara bagi setiap individu

untuk mendapatkan air yang layak
secara kesehatan.

b. Peran pemerintah untuk menjamin
dan memenuhi hak individu atas air
sebagai hak dasar.

c. Peran pemerintah untuk menjamin
dan memenuhi hak rakyat (secara
komunal) atas sumber-sumber air.

d. Menjamin perlindungan sumber daya
air.

e. Mencegah kerusakan lingkungan.

f. Mekanisme penyelesaian konflik pe-
nguasaan air dan agraria secara
keseluruhan.

g. Mencegah eksploitasi air yang masif
oleh industri.

h. Menjamin diinternalisasikannya bi-
aya pengelolaan lingkungan oleh in-
dustri yang memanfaatkan sumber
daya air.

i. Mekanisme penyusunan regulasi
daerah yang tranparan, partisipatif,
dan akuntabel.

4. Penguatan mekanisme peren-
canaan dan penganggaran daerah dapat
dilakukan dengan mendorong terprak-
tekkannya mekanisme perencanaan dan
penganggaran yang:

a. Mengakomodasi partisipasi masyara-
kat, terutama masyarakat miskin dan

melibatkan perempuan

. Mengembangkan sistem representasi

warga yang mewakili semua kelom-
pok warga, dan terlembaga menjadi
semacam deliberative forum

. Mengembangkan sistem pengawalan

usulan warga sampai ke tingkat
pengambilan keputusan terkait pro-
gram dan alokasi anggaran

. Membuka informasi perencanaan dan

penganggaran agar dapat diakses oleh
seluruh kelompok warga

. Merancang prosedur akuntabilitas

yang dapat diakses dan dikontrol oleh
warga secara luas.
5. Penguatan mekanisme kelemba-

gaan dapat dilakukan melalui upaya:
a. Membentuk atau memperkuat tim

AMPL daerah, dengan melibatkan
stakeholder yang lebih luas.

. Mengembangkan kemampuan lemba-

ga daerah.

. Mengembangkan mekanisme koordi-

nasi kelembagaan dalam membangun
AMPL, dengan menggunakan pen-
dekatan lintas sektoral.

d. Memperkuat pemerintahan desa.
. Memperkuat organisasi masyarakat

sipil lokal. m
*) Merupakan salah satu kegiatan
WASPOLA tahun 2005
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Sanitasi untuk Masyarakat (SANIMAS)
Antara Harapan dan Kenyataan

ak bisa dipungkiri kondisi per-
I kotaan saat ini cukup mempri-
hatinkan, terutama di kawasan
berpenduduk miskin. Sarana dan prasa-
rana sanitasi tidak tersedia. Kalau pun
ada kondisinya tidak mencukupi atau
tidak layak. Tak heran bila sering mun-
cul epidemi penyakit perut di wilayah
tersebut.

Penyakit ini selain menurunkan de-
rajat kesehatan masyarakat, juga me-
nimbulkan kerugian ekonomi yang
cukup tinggi. Berdasarkan data tahun
1997, kerugian ekonomi akibat penyakit
setara dengan 4,4 persen PDP atau 47
trilyun rupiah. Ini berarti setiap rumah
tangga rugi Rp. 120 ribu per bulan.

Sistem pembuangan limbah tinja di-
anggap sebagai salah satu biang perso-
alan kesehatan di kawasan tersebut.
Berdasarkan data BPS tahun 2002, ru-
mah tangga perkotaan yang memiliki
tangki septik baru mencapai 63,07 per-
sen. Sisanya masih buang tinja di ko-
lam, sawah, sungai/danau, lubang ta-
nah, pantai/lapangan dan tempat lain-
nya.

Program Sanitasi untuk Masyarakat
(SANIMAS) berusaha untuk berperan
dalam menyediakan sarana sanitasi
tersebut dengan pendekatan yang tang-
gap kebutuhan (berbasis masyarakat).
Masyarakat sendiri yang menentukan
pilihan teknologi sarana berdasarkan
ragam pilihan teknologi yang ada.
Selain itu masyarakat bertanggung
jawab dalam pembangunan fisik sarana
dan pengelolaan dana yang bersumber
dari swadaya (tunai dan bahan), peme-
rintah pusat dan daerah (porsi terbe-
sar), SANIMAS (AusAid) dan LSM
(BORDA) dalam beberapa Kkasus.
Diharapkan, model seperti ini bisa men-
jadi pilihan pemerintah daerah dalam
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strategi pembangunan sanitasi ke
depan.

Saat ini SANIMAS masih dalam
proses uji coba di tujuh kota yakni
Denpasar, Pamekasan, Mojokerto, Sido-
arjo, Kediri, Blitar, dan Pasuruan. Kota
itu terpilih dalam proses seleksi ber-
dasarkan syarat (i) menyediakan ang-
garan pendamping; (ii) menentukan
sektor penanggung jawab kegiatan; dan
(iii) memilih dan menempatkan dua
fasilitator pendamping setempat. Sam-
pai pertengahan tahun ini, semua sa-
rana sudah selesai tahap konstruksi dan
sudah beroperasi.

Tak Mulus

Terpilihnya kota-kota tersebut tak
menjadikan SANIMAS mulus diker-
jakan. Contoh menarik terjadi di Pame-
kasan, Madura. Menjelang hari H pele-
takan batu pertama proyek tersebut pa-
da pertengahan 2003, warga meno-
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laknya. Achmad Syaifudin, staf Bapeda
Pamekasan, menjelaskan penolakan ini
terjadi karena warga yang rumahnya
berdampingan dengan lokasi pemba-
ngunan sarana ini khawatir dengan bau
yang akan ditimbulkan dan ada pera-
saan tidak enak karena bangunan MCK
komunal itu berada tepat di depan
rumah. Akhirnya, proyek ini gagal
dibangun.

Sebagai gantinya Pemda setempat
kemudian mengalihkan dana APBD
yang sudah dianggarkan untuk pemba-
ngunan MCK Plus Plus ke dua pesan-
tren yakni Pondok Pesantren Mambaul
Ulum, Bata Bata dan Pondok Pesantren
Darul Ulum, Banyuanyar, Palengaan.
Pesantren dipilih karena kondisi sarana
sanitasi di pesantren pada umumnya
sangat buruk. WC yang ada tidak me-
menuhi syarat. Sebagian santri buang
air di sungai. Tangki septik disalurkan
ke sungai dan digelontor pada saat




musim hujan. Saat kemarau, air bersih
sulit didapatkan.

Berbeda dengan di Pamekasan, di
Sidoarjo ketidakmulusan terjadi ketika
sarana sanitasi sudah beroperasi. Pro-
yek SANIMAS berupa MCK ini didanai
oleh masyarakat lokal, APBD, AusAID,
dan Bank Dunia. Proyek itu terletak di
RT 21 RW V, Kapasan, Kelurahan Si-
dokare, Kecamatan Sidoarjo.

Proyek ini dilatarbelakangi oleh
kondisi sanitasi yang amat buruk di lo-
kasi tersebut. Sebanyak 80 persen war-
ganya tidak mempunyai jamban. Ma-
syarakat menggunakan sungai sebagai
sarana membuang air utama. Mereka
membangun tangga di tepian sungai.
Padahal secara periodik sungai itu
meluap hingga ketinggian 1 meter.

Pembangunan sarana MCK yang
dimulai 15 Agustus 2003 dan mulai ber-
operasi pada 15 Desember 2003, pada
awalnya mampu mengubah kebiasaan
masyarakat buang air di sungai. Mereka
mulai menggunakan sarana tersebut
dengan membayar biaya pemakaian se-
besar Rp. 200 sekali pakai. Sementara
waktu tangga-tangga tempat nangkring-
biasa disebut helicopter-mulai hilang.
Namun, kebiasaan itu tak berkelanjut-
an. Awal tahun ini mereka kembali ke
sungai. Helikopter mulai bermunculan.

Surur Wahyudi dari BORDA menje-
laskan kenyataan ini terjadi karena se-
jak awal pembangunan di lokasi ini ter-
lalu dipaksakan oleh pemerintah daerah
setempat, padahal masyarakat belum
siap. Selain itu, saat ini sedang terjadi
perubahan kepengurusan RT/RW yang
mempengaruhi pengelolaan sarana ter-
sebut. Lagi pula, lanjutnya, sejak awal
ternyata sarana ini belum diresmikan.
"Kenapanya, kita tidak tahu," katanya.

Sukses

Selain dua kasus tersebut, hampir
semua proyek SANIMAS terbilang suk-
ses. Kesuksesan ini bisa dilihat teruta-
ma dari sisi keberlanjutan sarana dan
pengelolaannya.

Di Pamekasan, rupanya pemda se-

tempat belajar dari kegagalan SANI-
MAS tahap I. Pada proyek SANIMAS ta-
hap II, pemda tak lagi memfokuskan
pembangunan sarana MCK di perkota-
an tapi beralih ke pesantren. Mengingat
berdasarkan survei rasio sarana dan
pemakai 1: 200-300. Bisa dibayangkan
bagaimana antrenya. Ini jauh lebih
buruk dibandingkan kondisi di masya-
rakat, yang rata-rata punya jamban.

Pembangunan sarana MCK yang
dimulai 15 Agustus 2003 dan
mulai beroperasi pada 15
Desember 2003, pada awalnya
mampu mengubah kebiasaan

masyarakat buang air
di sungai. Mereka mulai
menggunakan sarana
tersebut dengan membayar
biaya pemakaian sebesar
Rp. 200 sekali pakai.

Berdasarkan seleksi dipilihkan dua
dua pesantren yang menjadi lokasi
SANIMAS yakni Pondok Pesantren
Miftahul Qulub (MQ), Kelurahan Po-
langan, Kecamatan Galis, dan Pondok
Pesantren Sumber Bungur (SB), Kelu-
rahan Pakong, Kecamatan Pakong.
Konstruksi dimulai pada November
2004. Pelaksananya BEST Surabaya.
Sarana tersebut masing-masing mulai
beroperasi Maret dan April 2005.

Pimpinan Ponpes MQ, KH Abdul
Manan menyatakan sangat bersyukur
pesantrennya terpilih sebagai lokasi
proyek SANIMAS. "Sekarang santriwati
tak perlu antre lagi. Dulu kalau ada yang
sakit perut bingung," katanya.

Sebelumnya di pesantren itu ada
350 santri perempuan dengan jamban 2
buah. Lima jamban lainnya tak ber-
fungsi. Untuk mandi dan cuci mereka
menggunakan kolam bersama. "Kita
terkendala biaya. Santri membayar sa-
ngat murah. Tak cukup untuk memba-
ngun sarana MCK," jelas Manan.
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Secara total MCK yang terdiri atas 6
WC dan 2 kamar mandi di Ponpes MQ
menelan biaya 154 juta. Pesantren sen-
diri memberikan swadaya sebesar 23
juta dengan perincian in cash Rp. 5 juta
dan sisanya inkind. Lainnya dari Pemda
dan BORDA. Untuk operasionalisasi,
santri tidak ditarik bayaran. Hanya ada
pengelola beranggotakan 16 santri yang
bertugas mengatur piket kebersihan,
kontrol air, dan pengawasan terhadap
peraturan yang ditetapkan seperti tidak
boleh memakai sandal dan mencuci
baju di kamar mandi.

Di Ponpes Sumber Bungur, sarana
MCK dengan enam toilet dan dua show-
er ini mampu melayani sekitar 300
santri putra. Dulunya santri sebanyak
itu hanya dilayani sebuah toilet.
Akibatnya, banyak santri yang buang air
dan mencuci ke sumber air yang
jaraknya sekitar 10 menit perjalanan.
"Adanya SANIMAS ini mempercepat
aktivitas belajar, menjaga kebersihan
dan kesehatan," kata Ketua Ponpes SB,
KH Ahmad Madani.

Keberadaan sarana MCK ini juga
dimanfaatkan oleh masyarakat seki-
tarnya, termasuk murid sekolah Aliyah
yang terletak tidak jauh dari Ponpes
yang berdiri pada tahun 1925 itu. Berkat
MCK ini pula, Aliyah tersebut memper-
oleh akreditasi B, lebih baik dari
sebelumnya. Selain itu air buangan dari
MCK dimanfaatkan oleh petani di seki-
tarnya untuk menyiram tanaman.

Biaya konstruksi mencapai Rp. 157
juta. Nilai ini lebih mahal dibanding di
Ponpes MQ, karena di sini atapnya
dicor. Rencananya di atas MCK akan
dibangun kantor dan klinik santri.
Dalam proyek ini, Ponpes SB mem-
berikan swadaya sebesar Rp. 24 juta
dengan rincian in cash Rp. 5,5 juta dan
sisanya inkind. Operasionalisasi setiap
hari dilakukan oleh para santri dengan
koordinator Abdul Hamid, orang keper-
cayaan pimpinan Ponpes. Pengguna
dari luar tak dipungut bayaran. Dana
operasional ditanggung sepenuhnya
oleh pesantren.




Proyek SANIMAS juga menjangkau
Kampung Karang Kletak, Kelurahan
Mandaran Rejo, Kecamatan Bugul Kidul,
Kota Pasuruan. Proyek ini mulai konstruk-
si pada Desember 2004 dan beroperasi
April 2005. Bentuk sarana berupa enam
toilet dan dua kamar mandi. Berbeda de-
ngan sarana SANIMAS sejenis, di tempat
ini juga dibangun taman dan rumah penja-
ga. "Ini pembelajaran dari beberapa yang
sudah kita bangun dan memang hasilnya
lebih bagus kalau ada rumah jaga," kata
Surur.

Sarana SANIMAS ini melayani pen-
duduk setempat yang terdiri atas 246
KK atau 762 jiwa. Sebelumnya sudah
ada fasilitas sanitasi, termasuk yang
milik swasta, tapi tidak mencukupi
kebutuhan. Sebagian penduduk memi-
lih buang air di tambak di pinggir kam-
pung. Sarana ini dibangun dengan dana
sebesar 272 juta.

Asfan, penjaga sarana SANIMAS ini
menjelaskan, sejak beroperasi rata-rata
ada pemasukan sebesar Rp. 30 ribu per
hari. Hasil ini dibagi rata antara penjaga
dan kelompok swadaya masyarakat
setempat sebagai pengelola. "Sayangnya
belum semua tertarik ke sini (toilet).
Tetap saja ada yang berak di tambak.
Katanya kalau berak di WC tak bisa
keluar," katanya sambil menunjuk
orang yang lagi jongkok di tambak, tak
jauh dari lokasi SANIMAS.

Tak jauh dari Mandaran, ada proyek
SANIMAS yang lebih dulu dilaksanakan,
yakni di Kelurahan Bakalan, Kecamatan
Bugul Kidul. Sarana yang dibangun berupa
sistem komunal. Sebelumnya di RW 2 ini
hanya tujuh KK dari 97 KK yang memiliki
jamban. Lainnya buang air di sungai. Me-
nurut Hasyim, sekretaris Kelompok Swa-
daya Masyarakat (KSM), pembangunan
sistem ini awalnya mendapat hambatan
dari seorang warga yang bekerja di dinas
kesehatan. "Ternyata dia baru ngaku tin-
dakan itu dilakukan karena dia tidak diajak
menjadi panitia,” kata Hasyim.

Konstruksi pembangunan dimulai
pada Agustus 2003 dan mulai berope-
rasi pada Desember 2003. Guna pem-

Proyek SANIMAS juga
menjangkau Kampung
Karang Kletak, Kelurahan
Mandaran Rejo, Kecamatan
Bugul Kidul, Kota Pasuruan.

Proyek ini mulai konstruksi
pada Desember 2004
dan beroperasi
April 2005.

bangunan sarana ini setiap KK dikenai
iuran pertama sebesar Rp. 75 ribu yang
bisa dibayar dua kali. Dana keseluruhan
mencapai Rp. 238 juta. Untuk biaya
operasional, setiap pelanggan dikenai
iuran sebsar Rp. 2.200/KK. "Tiga bulan
pertama berjalan lancar, setelah itu
mandeg sampai sekarang," kata
Hasyim. Namun demikian, pengelola
masih memiliki kas sebesar Rp. 3 juta.

Di Kota Mojokerto, proyek SANI-
MAS berlokasi di Balongcok, Kelurahan
Balongsari, Kecamatan Magersari, dan
di Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit
Kulon. Yang pertama merupakan SANI-
MAS tahap I dan yang kedua tahap II.
Kedua sarana MCK ini dibangun di
daerah padat penduduk. Sebagian besar
warga tak memiliki jamban dan mem-
buang air di sungai atau selokan. Dapat
dibayangkan bau tak sedap selalu terci-
um di lokasi tersebut sebelumnya.

"Kita senang sekali," kata Ny Sofi,
bendahara KSM Miji Serasi yang me-
ngelola sarana SANIMAS tersebut. Se-
tiap bulan, KSM ini menerapkan iuran
kepada warga pengguna. Pemasukan
setiap bulan rata-rata Rp. 180 ribu, yang
berasal dari setiap KK Rp 6 ribu. Selain
itu, pengelola juga membuat kotak sum-
bangan. Pengguna WC dikenai Rp. 200
dan kamar mandi Rp 300. Rata-rata
terisi Rp 8-10 ribu per hari. Dana yang
terkumpul melebihi kebutuhan opera-
sional. Rata-rata kebutuhan listrik
hanya 50 ribu per bulan dan penjaga
Rp. 200 ribu. "Selama beroperasi tiga
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bulan, sejak April, kami memiliki saldo
Rp. 900 ribu," kata Ny. Sofi gembira. Ia
juga menceritakan, sejak April pula 'Kali
Bokong'-sebutan kali tempat buang air
di wilayah itu-ditutup.

Sedangkan SANIMAS Balonngcok
yang beroperasi sejak April 2004, kon-
disinya masih lumayan bagus. Sebuah
kotak sumbangan diletakkan di bagian
depan dekat pintu masuk. Hingga 11
Mei 2005, saldo yang terkumpul
berjumlah Rp. 1.163.085. Warga
Baloncok secara rutin membayar iuran
bulanan. Jumlahnya Rp 150-180 ribu
per bulan. Sedangkan dana dari kotak
sumbangan rata-rata Rp. 50-80 ribu.
Biaya operasi terdiri atas uang listrik
rata-rata Rp. 70 ribu dan penjaga Rp.
200 ribu.

Sementara itu di Kota Sidoarjo,
MCK Plus dibangun di Dusun Bungur,
Kelurahan Madaeng, Kecamatan Waru.
Letaknya sekitar 100 meter dari termi-
nal Bungur Asih. Sarana ini dibangun
mulai November 2004 dan beroperasi
April 2005. Sarananya berupa lima toi-
let dan tiga shower. Biaya operasi meng-
andalkan iuran dari pengguna yakni
anak Rp. 300 dan dewasa Rp. 500.

Sanyoto, penjaga MCK, menjelaskan
bulan pertama operasi dana yang
terkumpul sebesar Rp. 830 ribu dan
bulan kedua sebesar Rp. 900 ribu.
Perolehan itu dipergunakan untuk
membayar operator sebesar Rp. 350
ribu dan air serta listrik sebesar Rp. 100
ribu. Sisanya sebagai saldo KSM.
Menurutnya, pemakai kebanyakan
orang yang lalu lalang di daerah terse-
but dan para penghuni kost-kostan.
"Karena orang sini kebanyakan sudah
punya jamban," katanya.

Begitulah beberapa sarana SANI-
MAS di beberapa daerah yang sempat
dikunjungi Percik. Ada yang sukses tapi
ada yang bermasalah. Yang pasti,
banyak pembelajaran yang bisa diambil
dari program SANIMAS tersebut. Tiap
daerah memiliki karakter tersendiri
sehingga penentuan strategi harus dise-
suaikan dengan kondisi. @ mujiyanto
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Pelatihan CLTS di Muaro Jambi,
Muara Enim, dan Bogor

Total Sanitation (CLTS) dilaku-

kan di Kabupaten Lumajang dan
berhasil mengubah kondisi masyarakat,
uji coba serupa dilaksanakan di tiga
kabupaten yakni Kabupaten Muaro
Jambi (Jambi), Muara Enim (Sumatera
Selatan), dan Bogor (Jawa Barat)

Pelatihan tersebut bertujuan mema-
hamkan tentang prinsip dasar pen-
dekatan yang dikembangkan dalam
CLTS, mendorong peserta untuk secara
spontan menjadi fasilitator CLTS di
desanya, mengubah perilaku masyara-
kat untuk tidak membuang hajat sem-
barangan, dan menyusun rencana kerja
dusun untuk menindaklanjuti pelatihan
ini.

Pelatihan CLTS di Kabupaten
Muaro Jambi berlangsung pada 4 - 7
Juli 2005. Kegiatan ini diikuti oleh 40
peserta yang berasal dari Dinas Ke-
sehatan Propinsi Jambi, Dinas Kese-
hatan Kabupaten, DPMU Proyek
CWSH, guru, Sanitarian, PMD Keca-
matan, Tim PKK, Kepala Puskesmas,
Kepala Desa dan tokoh masyarakat.
Fasilitator pelatihan ini berasal dari
Pokja AMPL, WASPOLA, dan tim kerja
daerah. Praktek pelatihan dilakukan di
empat lokasi, yaitu Dusun Setiti dan
Dusun Suka Menanti di Desa Muaro
Pijoan, Dusun I dan IT di desa Mendalo
Laut.

Pada saat yang bersamaan, pelatih-
an berlangsung di Kabupaten Muara
Enim. Acara diikuti oleh 42 peserta
yang berasal dari tim Dinas Kesehatan
Muara enim, Dinas Kesehatan Propinsi,
Sanitarian, PMD Kecamatan, Kepala
Puskesmas, CPMU WSLIC, DPMU
WSLIC, tim Konsultan WSLIC, tim
CWSH Proyek, Pokja AMPL. Fasilitator
pelatihan adalah Pokja AMPL, konsul-
tan CLTS, WASPOLA dan tim WSLIC

S etelah uji coba Community -Led

Prinsip dasar pendekatan
yang dikembangkan
dalam CLTS, mendorong
peserta untuk secara spontan
menjadi fasilitator CLTS

di desanya, mengubah peri-
laku masyarakat untuk tidak
membuang hajat
sembarangan, dan menyusun
rencana kerja dusun untuk
menindaklanjuti pelatihan.

Muara Enim. Lokasi praktek berada di
empat lokasi yakni: Dusun Palai Desa
Sempalai Sebedang, Desa Babat, Desa
Ibul, dan Desa Tanjung Bunut.
Sementara itu, pelatihan CLTS di
Kabupaten Bogor berlangsung pada 18-
25 Juli 2005, dihadiri oleh 40 peserta
dari Pokja AMPL (Depkes), Dinkes
Bogor, Dinkes Cirebon, Dinas PU
Bogor, Dinas PU Propinsi Jawa Barat,
DPMU dan tim konsultan WSLIC
Bogor, konsultan pemberdayaan WSLIC

Ciamis, konsultan pemberdayaan
propinsi WSLIC, Sanitarian dan
Puskesmas, WASPOLA dan WSP-EAP.
Lokasi praktek di Desa Cimande, Ci-
mande Ilir, Dusun Sengked dan Dusun
Laladon di Desa Sukaresmi.

Secara umum pelatihan ini menda-
pat tanggapan positif dari peserta dan
masyarakat yang menjadi lokasi uji
coba. Di Muara Enim, masyarakat di
Desa Babat, Ibul, Tanjung Bunut telah
terpicu untuk memulai perubahan peri-
laku dari kebiasaan BAB sembarang
menjadi pengguna WC yang sehat. Di
Bogor, 21 keluarga menyatakan segera
akan membangun jamban.

Kendati begitu, di beberapa desa,
pemicuan tidak segera memberikan
dampak langsung. Berdasarkan penga-
laman lapangan, pada dasarnya masya-
rakat memerlukan jamban, tetapi kare-
na faktor kemiskinan dan mitos, maka
kesanggupan membangun tidak dinya-
takan secara tegas. Mitos yang berkem-
bang di masyarakat adalah bahwa mem-
bangun jamban itu mahal dan harus in-
dah/cantik agar tahan lama. m AK/MJ

FOTO:POKJA AMPL
»
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Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Nasional Pembangunan AMPL di Daerah

alam rangka memperoleh gam-
D baran kegiatan penyebarluasan

kebijakan nasional pemba-
ngunan AMPL berbasis masyarakat di
propinsi dan kabupaten peserta pro-
gram, WASPOLA menggelar serangka-
ian pertemuan koordinasi. Untuk wi-
layah timur, koordinasi dilaksanakan di
Makassar pada 28-29 Agustus 2005,
sedangkan untuk wilayah barat koordi-
nasi berlangsung di Bandung pada 31
Agustus-1 September 2005.

Pertemuan koordinasi itu juga
dimaksudkan untuk mempertajam
persepsi peserta tentang pentingnya
data AMPL sebagai bahan perencanaan
program AMPL khususnya berkaitan
dengan sasaran MDG.

Pertemuan Makassar

Pertemuan koordinasi dihadiri oleh
21 peserta. Mereka berasal dari Pokja
AMPL Pusat dan Tim WASPOLA (6
orang), Propinsi Sulawesi Selatan (4
orang dari Kabupaten Selayar, Pangkep
dan Takalar), Propinsi Gorontalo (5
orang dari Kabupaten Pohuwato, Bone-
bolango dan Gorontalo), Propinsi NTB
(4 orang dari Kabupaten Lombok Barat,
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupa-
ten Sumbawa), dan Propinsi Sulawesi
Tenggara (2 orang).

Pengantar acara disampaikan oleh
Oswar Mungkasa (Pokja AMPL Pusat),
serta Rani Nurhadi dari AusAID. Oswar
menyoroti beberapa isu penting khu-
susnya yang berkaitan dengan penca-
paian target MDG yaitu kejelasan status
kondisi data cakupan AMPL saat ini.
Berdasarkan pengalaman selama ini
data AMPL yang tersedia belum akurat
menunjukkan keadaan cakupan AMPL
yang sebenarnya.

Khusus mengenai pendanaan, Rani

Nurhadi, mengatakan AusAID men-
dukung pendanaan WASPOLA sejak
awal sampai saat ini. Dari hasil evaluasi
AusAID, WASPOLA telah mencapai
output yang diharapkan dengan
indikasi yaitu telah tersusunnya kebi-
jakan nasional AMPL berbasis masya-
rakat dan telah disebarluaskannya kebi-
jakan ini ke tujuh propinsi. Pada saat ini
juga sedang dikembangkannya kebi-
jakan nasional AMPL berbasis institusi.
Hal ini mengindikasikan bahwa WASPO-
LA telah mampu menyumbang usaha
menjamin keberlanjutan pembangunan
AMPL berbasis masyarakat di Indonesia.
Dari pertemuan tersebut dihasilkan
beberapa rekomendasi yaitu untuk Pok-
ja AMPL Pusat dan Pokja AMP Pro-
pinsi. Rekomendasi tersebut berupa:
A. Pokja Pusat
1. Pokja Nasional memfasilitasi tim pro-
pinsi untuk mengembangkan langkah
konkret dalam operasionalisasi kebi-
jakan antara lain (i) Pertemuan koor-
dinasi dengan pokja propinsi dalam
momentum road show, (ii) Pokja
pusat secara periodik meminta pro-
pinsi untuk menyampaikan progress
kegiatan pelaksanaan kebijakan

2. Memelihara jaringan pokja pusat,

propinsi dan kabupaten

3. Pertemuan koordinasi selanjutnya perlu

dipertimbangkan untuk menyertakan
unsur/elemen lain dari daerah.

B. Pokja Propinsi
1.Mengoperasionalkan Rencana Kerja
Tahunan yang disepakati khususnya
dalam penyiapan data
2.Memanfaatkan momentum kegiatan
di tingkat kabupaten

Pertemuan Bandung
Pertemuan koordinasi dihadiri oleh
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34 orang dari Pokja AMPL Pusat,
WASPOLA, Propinsi Banten (2 orang
dari Propinsi dan masing-masing satu
orang dari Kab. Pandeglang, Lebak, dan
Kota Tangerang), Sumatera Barat (2
dari propinsi, dan masing-masing satu
dari Kota Padang, Kab. Tanah Datar dan
Sijunjung), Bangka Belitung (2 dari
propinsi, dan masing-masing satu dari
Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka
Barat, dan bangka Selatan) dan Propinsi
Jawa Tengah (2 orang dari propinsi dan
masing-masing satu orang dari Kab.
Grobogan, Pekalongan, dan Kebumen).

Pembukaan dilakukan oleh Oswar
Mungkasa (Pokja AMPL Pusat). Ia me-
nyampaikan tiga hal penting yang ingin
ditangani Pokja AMPL selama tahun
2006 yaitu perbaikan dan penyediaan
data AMPL, perbaikan strategi komu-
nikasi, dan perbaikan jaringan antar
pelaku AMPL. Selanjutnya acara diisi
dengan sambutan oleh Sofyan Iskandar
dari WASPOLA. Ia menjelaskan peran
WASPOLA sebagai pendukung kegiat-
an-kegiatan Pokja AMPL dan strategi
operasionalisasi Kebijakan AMPL tahun
2005 melalui tangan Propinsi yang
didasarkan pengalaman operasional-
isasi tahun 2003 dan 2004.

Pada pertemuan ini Rewang Budiyatna
dari Pokja AMPL memaparkan tentang
dana stimulan bagi daerah. Menurutnya,
sudah ada kepastian persetujuan anggaran
dari departemen keuangan untuk kegiatan
pendanaan kegiatan AMPL di daerah. Na-
mun itu terbentur oleh peraturan pemerin-
tah tentang tidak bolehnya pemerintah
pusat memberikan dana stimulan kepada
daerah (langsung) kecuali untuk kegiatan
darurat. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu
dicarikan jalan keluar agar dana stimulan
yang pernah direncanakan tetap dapat
diberikan kepada kota/kabupaten. m (M.J)
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Road Show Kebijakan Nasional
Pembangunan AMPL di Daerah

alam rangka operasionalisasi kebijakan nasional pembangunan air minum dan penye-
hatan lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat, WASPOLA bersama Pokja AMPL meng-
adakan serangkaian road show. Acara ini bertujuan untuk mempresentasikan operasio-
nalisasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Dengan kegiatan ini diharapkan
para pemangku kepentingan khususnya pengambil kebijakan memberikan dukungan yang
lebih guna mempercepat proses pengembangan rencana strategis daerah dalam pemba-

ngunan AMPL yang berkelanjutan.

Bangka Belitung,
27-29 Juli 2005

Road show di propinsi baru ini
diawali dengan acara talk show di radio
Sonora (lokal) pada pukul 19.00-21.00
(27/7). Talk show ini menampilkan
Ketua Bappeda Bangka Belitung, Amri,
yang membahas permasalahan AMPL
di Babel, Nugroho Tri Utomo dari Pokja
AMPL membahas mengenai latar be-
lakang kebijakan nasional pembangun-
an AMPL berbasis masyarakat, dan
Sofyan Iskandar dari WASPOLA mem-
bahas tentang WASPOLA itu sendiri.
Selama acara ada dua penanggap dari
pendengar. Pertama, perlunya perlin-
dungan lingkungan bagi Babel karena
degradasi lingkungan sangat jelas.

Kedua, bagaimana menyinergikan
antara kepentingan ekonomi dan
lingkungan.

Sementara itu, pertemuan para pe-
mangku kepentingan berlangsung pada
28 Juli 2005. Pertemuan dibuka oleh
Wakil Gubernur Babel. Peserta berjum-
lah 40 orang yang berasal dari perwaki-
lan dinas propinsi terkait, kabupa-
ten/kota, anggota legislatif, dan pers.
Wakil Gubernur dalam sambutannya
menguraikan kondisi lingkungan Babel
yang makin menurun. Ia sepakat de-
ngan kebijakan nasional yang ada. Ha-
nya ia meminta ada surat keputusan da-
ri pusat sebagaimana yang diinginkan
oleh Bappeda.

Road show diakhiri dengan kun-

jungan lapangan ke tiga lokasi yaitu
TPA Parit Enam, intake PDAM yang tak
berfungsi dan area perlindungan Ko-
long Kacang Pedang. Ketiga lokasi ini
mengalami masalah AMPL. Semua
peserta mendiskusikan dengan ketua
Bappeda solusi permasalahan tersebut.
Hal penting yang diperoleh dari
road show tersebut yaitu pembuat kebi-
jakan di daerah mendukung penuh
implementasi kebijakan dan memiliki
kepedulian terhadap AMPL, dan strate-
gi pelaksanaannya telah diserahkan ke
kabupaten/kota untuk menyusunnya.

Nusa Tenggara Barat,

11-12 Agustus 2005

Road show diisi dengan pertemuan
para pemangku kepentingan terkait
AMPL di NTB, audiensi dengan gu-
bernur, dan pertemuan dengan Pokja
AMPL Lombok Barat. Utusan dari pusat
yang hadir dalam acara tersebut yaitu
Endang Setyaningrum (Pokja AMPL)
Rick Pollard (WSP-EAP), Rani Nurhadi
(AusAID), Subari dan Nur Apritman
dari WASPOLA.

Selama proses diskusi dengan pokja
AMPL pusat, sekretaris daerah dan
pokja AMPL kabupaten, terdapat bebe-
rapa hal penting yang mengemuka:

o Kebijakan nasional telah diadopsi di
kabupaten Lombok Barat. Pada tahun
2005 Lombok Barat menyempurnakan
draft rencana strategis AMPL yang telah
dihasilkan pada tahun 2004 dan pada
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tahun ini mengalokasikan dana sebesar

Rp.2 Miliar untuk kegiatan fisik AMPL

dalam bentuk stimulan.

o Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pada
tahun 2005 akan menambah kabu-
paten baru meliputi Lombok Timur
dan Sumbawa. Untuk itu tim kabu-
paten juga talah mengalokasikan
dana untuk operasional tim.

o Sampai saat ini di NTB terdapat per-
masalahan pelaksanaan pembangun-
an AMPL yang berkelanjutan antara
lain:

e Belum tersedianya data yang akurat
untuk mendukung perencanaan
pembangunan AMPL.

e Menurunnya kualitas lingkungan,
yang berakibat hilangnya mata air
dari 700 buah menjadi 250 buah.

O Disadari oleh Sekda bahwa masih

banyak sarana AMPL yang dibangun
yang tidak berkelanjutan, hal ini
memerlukan penanganan bersama.
Harapan kedepan dalam proyek pem-
bangunan AMPL berlu diberikan
muatan ekonomi.

Gorontalo,
18 Agustus 2005

Road show Kebijakan Nasional
AMPL di Gorontalo dihadiri oleh Pokja
AMPL, WASPOLA dan WSP-EAP.
Agenda road show ini antara lain ada-
lah pertemuan dengan Gubernur dan




seluruh pimpinan daerah kabupaten,

kunjungan lapangan serta talk show di

TVRI Gorontalo.

Pertemuan dihadiri oleh 25 orang
yang terdiri dari pejabat terkait tingkat
propinsi dan pimpinan daerah kabupa-
ten. Pertemuan diawali dengan laporan
pelaksanaan kebijakan di Gorontalo
oleh Kepala Bappeda dan dilanjutkan
dengan sambutan Gubernur, Fadel Mu-
hamad, mengenai situasi pembangunan
AMPL di Gorontalo. Selanjutnya dilaku-
kan presentasi Kebijakan AMPL oleh
Oswar Mungkasa (Pokja AMPL) yang
diakhiri dengan diskusi serta penutup-
an oleh kepala Bappeda Propinsi.

Beberapa hal penting yang dicatat
dari pertemuan itu adalah:

o CARE International Indonesia sedang
mengembangkan pembangunan AMPL,
berbasis masyarakat di 61 desa (pada
tahap awal) bersama dengan pernerin-
tah daerah. Dukungan dana untuk ke-
giatan fisik berjumlah USD 192.769
(sekitar 1,9 Milliar rupiah).

o Alokasi dana untuk sektor AMPL,
tahun 2005 adalah sebesar 13,3 Miliar
rupiah yang bersumber dana APBN
dan APBD.

o Permasalahan utama dalam sektor
sanitasi adalah rendahnya kesadaran
masyarakat dalam PHBS. Hal ini
ditunjukkan oleh banyaknya sarana
jamban yang dibangun namun tidak
digunakan, dengan berbagai alasan
termasuk akibat tidak berfungsinya
kelembagaan yang dibentuk. Juga
oleh faktor lain, yaitu kurang tepatnya
perencanaan dan rendahnya pelibat-
an masyarakat dalam proses pem-
bangunan.

Sementara itu kunjungan lapangan
dilaksanakan ke PDAM Kota Gorontalo,
Desa Dembe 1 dan salah satu desa yang
mengembangkan teknologi hydraulic
ram untuk mengairi ladang jagung yang
saat ini menjadi sektor unggulan di
Propinsi Gorontalo. Inisiatif penyediaan
air bersih di Desa Dembe dilakukan
oleh masyarakat, tahun 2002. Setelah
sistem berfungsi, pada tahun 2002

masyarakat membentuk Badan Pengelola
Air Bersih (BPAB), membangun 75 kran
umum dan mengajukan bantuan kepada
Pemda serta kerjasama dengan PDAM.
Tahun 2003 sarana air bersih dan BPAB
diresmikan oleh walikota dan mendapat
bimbingan teknis dari PDAM. Sampai
tahun 2005, BPAB ini yang dipimpin oleh
Umar Latif, telah membangun 188 kran
umum, total pelanggan 2800 KK dan debit
produksi 12 L/detik. Harga air saat ini
adalah Rp. 4800/m3.

Acara road show diakhiri dengan talk
show yang ditayangkan oleh di TVRI
Gorontalo dengan narasumber Minami
(Kepala Bappeda Propinsi), Oswar
Mungkasa (Pokja AMPL), Sofyan Iskandar
(WASPOLA). Beberapa hal didiskusikan
pada acara ini meliputi: kondisi pemba-
ngunan AMPL di Gorontalo, latar belakang
disusunnya Kebijakan Nasional Pemba-
ngunan AMPL Berbasis Masyarakat.

Banten,
28-29 Agustus 2005
Road show berlangsung di kantor

Sekda Propinsi Banten. Pertemuan ini

dibuka oleh Ketua Bappeda Banten. Pe-

serta pertemuan sebanyak 13 orang dari

Pokja AMPL Banten dan 5 orang dari

Pokja AMPL Pusat dan WASPOLA.

Beberapa isu yang dapat diidenti-
fikasi dalam road show ini adalah seba-
gai berikut:

1. Dalam rangka mencapai target MDG,
Propinsi Banten menargetkan cakupan
layanan air minum menjadi 74 persen
dan 73 persen untuk layanan pe-
nyehatan lingkungan. Namun kendala
utama yang dihadapi adalah kurangnya
peran aktif masyarakat dan tidak efi-
siennya investasi di sektor AMPL.

2. Pelaksanaan Kebijakan Nasional
AMPL Berbasis Masyarakat di Pro-
pinsi Banten dimulai dari Kab. Lebak
dan saat ini akan dilanjutkan di Kab.
Pandeglang dan Kota Tangerang.

3. Masalah yang teridentifikasi :

O Perlunya mengembangkan program
sektor AMPL yang terintegrasi de-
ngan pengembangan ekonomi rakyat.
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o Sebagian besar sekolah dasar di
Banten belum memiliki fasilitas sa-
nitasi.

O Perlu mulai dilakukan sosialisasi
mengenai pentingnya air dan sani-
tasi kepada anak-anak usia sekolah.

O Lemahnya sistem basis data AMPL
di Propinsi Banten. Perlu dilakukan
pengorganisasian data dan pening-
katan koordinasi antar instansi di
tingkat pusat, propinsi hingga kabu-
paten.

o Upaya-upaya pemeliharaan kesehat-
an dan pencegahan penyakit di Ban-
ten kurang menjadi prioritas diban-
dingkan dengan upaya-upaya peng-
obatan/penanggulangan penyakit.

Jawa Tengah,
21-22 September 2005

Lokakarya Operasionalisasi dan Si-
nergi pembangunan air minum dan pe-
nyehatan lingkungan (AMPL) berbasis
masyarakat di propinsi Jawa Tengah
diikuti oleh 51 orang, berasal dari Pokja
AMPL Propinsi Jawa Tengah, Pokja
AMPL Kabupaten Kebumen, Kabupaten
Grobogan, Kabupaten Pekalongan,
Pokja AMPL Pusat, dan WASPOLA. Ke-
giatan ini dibuka oleh Kabid Fispra Bap-
peda Jawa Tengah.

Kegiatan diisi dengan pemaparan
oleh Direktur Permukiman dan Peru-
mahan Bappenas, Basah Hernowo. Ia
menguraikan kondisi AMPL dan target
yang harus dicapai sesuai dengan
MDGs. Menurutnya, pada masa lalu
AMPL dipandang hanya masalah tek-
nis, pemerintah sebagai penyedia se-
hingga bila ada kebutuhan langsung di-
penuhi dan dianggap sudah selesai per-
soalannya.

Ke depan, lanjutnya, pemba-
ngunan AMPL perlu dilakukan secara
berkelanjutan, dengan kriteria pela-
yanan efisien dan reliable terus
menerus, dengan cakupan membesar,
kontinuitas, kualitas dan kuantitas
yang baik, serta biaya yang terjangkau.
m (MJ/AK)
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Second Southeast Asia Water Forum (SSAWF)
Komitmen Regional, Pengelolaan Air

Melalui Part|S|paS| Publik

econd Southeast Asia Water
S Forum (SSAWF) lahir dari suatu
inisiatif global terhadap penting-
nya penataan integral pengelolaan sum-
ber daya air. Gagasan ini diawali di Chi-
ang Mai, Thailand, 17-21 Nopember
2003. First Southeast Asia Water Fo-
rum, FSAWF, menyepakati beberapa
agenda, di antaranya : (i) mendorong
partisipasi semua pihak pada pengelola-
an sumber daya air, (i) mengembang-
kan kebijakan dan regulasi, (iii) mem-
perhatikan aspek ekonomi, sosial dan
budaya dalam pengembangan mekanis-
me pendanaan, (iv) membangun dan
memperkuat kapasitas kinerja IWRM
(integrated water resources manage-
ment), (v) inisiasi proses aplikasi
IWRM, (vi) meningkatkan kerja sama
institusi pemerintah dan non-pemerin-
tah, swasta untuk mengurangi dampak
negatif yang disebabkan oleh bencana
air, dan sejenisnya (vii) melanjutkan
upaya koordinasi regional dalam penge-
lolaan SWS (satuan wilayah sungai),
(viii) identifikasi cara untuk meningkat-
kan sistem irigasi pertanian melalui pe-
ngelolaan terdesentralisasi dan (ix) me-
lakukan pertemuan regional dua tahun-
an dalam rangka edukasi dan transfer
informasi antara praktisi sumber daya
air dan stakeholder yang lebih luas.
Kalau pada FSWAF, isu air minum
dan sanitasi belum diangkat sebagai isu
khusus, sebaliknya pada SSAWF. Pada
acara yang diselenggarakan di Bali, 29
Agustus-3 September 2005, peran dan
partisipasi publik juga menjadi isu pen-
ting, sehingga panitia mengambil tema
"better water management through
public participation".
Departemen Pekerjaan Umum (DPU),

Kemitraan Air Indonesia (KAI) bersama
Global Water Partnership (GWP) men-
jadi aktor utama penyelenggaraan
SSAWF ini, yang menuangkan tiga isu
sebagai sub-tema kegiatan, yaitu:
1. Advancing national water agendas
2. Managing water resources in river
basins
3. Managing water resources in gro-
wing cities

SSAWF dibuka oleh Menteri Peker-
jaan Umum Indonesia, Djoko Kirmanto.
Acara dihadiri oleh 11 negara ASEAN
dan delegasi dari beberapa negara lain
(Jepang, Australia, Inggris, Belanda,
China, Srilanka, dan sebagainya). Pada
sambutannya, Menteri juga menyoroti
kondisi Indonesia dalam pencapaian
MDGs, "The MDG objective of serving
60 percent of population by 2015 appe-
ars too ambitious for Indonesia”. Me-
nurutnya, Indonesia tetap berkomitmen
untuk mencapainya dengan telah dan te-
rus akan menyiapkan perangkat kebijakan
untuk dapat mendorong pencapaian itu,
diantaranya UU 7/2004, PP 16/2005,
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Dirjen Cipta Karya, Agus Widjanarko
menyampaikan keynotes pada salah satu
sesi (atas), delegasi Indonesia pada persiapan
Ministerial Declaration (bawah).

National Action Plan (NAP), pembinaan
PDAM dan sebagainya.

Agenda Nasional dalam Konstela-
si MDGs

Menurut data ADB, di kawasan
Asia-Pasifik, saat ini ada 700 juta pen-
duduk tidak mendapat akses air minum
dan 2 milyar penduduk hidup tanpa sa-
nitasi yan memadai, data ini sesuai de-
ngan laporan Bank Dunia. Pada
SSAWF, persoalan ini dapat diteropong
melalui (i) pentingnya reformasi sektor
air, (ii) peningkatan ketahanan air
untuk kelompok miskin menuju target
MDGs, dan (iii) penerapan rencana dan




proses pengelolaan sumber air yang ter-
integrasi.

Ketidakberfungsian berbagai sarana
bangunan air, kegagalan pengelolaan,
rendahnya partisipasi masyarakat, in-
efisiensi pendanaan dan berbagai cerita
sejenisnya, mendorong inisiasi global
dan regional (Asia Tenggara) pada arah
pembangunan yang mengedepankan re-
formasi kebijakan pemerintah.

Arriens Wouter, dari ADB, dalam
presentasinya "Why we need national
water sector reform?", menyatakan se-
tidaknya diperlukan (i) penegasan as-
pek legal pengelolaan air; yang menga-
rah pada pengaturan kepentingan di era
desentralisasi, hak atas dan kompetisi
pengguna, formulasi kerangka hukum,
kebijakan dan strategi, (ii) keterlibatan
berbagai pihak dalam pengelolaan air;
melalui peningkatan peran swasta, par-
tisipasi masyarakat, dan media massa,
(iii) meningkatkan nilai ekonomi air;
melalui reformasi tarif dan kerangka ke-
bijakan, rasionalisasi subsidi, katalisasi
investasi dan (iv) pengembangan me-
kanisme koordinasi; melalui pengem-
bagan badan pengelola di semua level.

Dalam konteks pencapaian target
MDG, kawasan Asia-Pasifik dianggap
memiliki kemajuan yang signifikan. Du-
ta Besar MDG, Erna Witoelar, mencatat
beberapa harapan dan tantangan: (a)
sejak tahun 1990 jumlah penduduk ber-
pendapatan miskin menurun signifikan
dari 23 persen menjadi 16 persen, (b)
target pendidikan dasar diyakini terca-
pai tetapi dibutuhkan upaya lebih, (c)
Malaysia, Thailand, Indonesia dan Phi-
lipina menunjukkan kemajuan dalam pro-
gram pengentasan kemiskinan, (d) diper-
lukan upaya yang lebih keras untuk pe-
ningkatan sumber daya manusia di Laos,
Myanmar dan Kamboja, (e) tetapi masih
ada gejala kurang gizi dan kelaparan, (f)
kemajuan penanganan HIV/AIDS telah
terlihat di Thailand an Kamboja, (g) ham-
batan perdagangan yang dihadapi ASEAN
masih tinggi dan memerlukan pemba-
ngunan ekonomi yang terintegrasi.

Dalam konteks pencapain MDGs

itulah maka agenda nasional dalam pe-
ngelolaan air harus dilakukan secara si-
nergis dan berkelanjutan, yang didasari
oleh kemajuan pemerintah. "A major
factor to disparities in water access
between rich and poor nation is lack of
political will," kata Erna lebih lanjut.

Pengelolaan Air Terintegrasi

Pentingnya pengelolaan air yang ter-
integrasi dan berkelanjutan sudah
kerap kali disuarakan. Pada SSAWF ini,
pengalaman dan pembelajaran atas
implementasi pengelolaan sumber daya
air yang terintegrasi (IWRM, Integrated
Water Resources Management) di dela-
pan negara Asia Tenggara dipresen-
tasikan. Pengalaman dari delapan negara
itu telah menunjukkan bahwa melalui pe-
libatan berbagai pemangku kepentingan
(stakeholder), kemauan berbagi ide dan
pengalaman, pengembangan strategi yang
bottom-up, penerapan IRWM di lapangan
dan termasuk memasukkan sektor air
dalam pengembangan strategi pemba-
ngunan, maka konsensus berbagai pihak
untuk rencana pengelolaan air yang ter-
baik dapat dicapai.

Selain itu, SSAWF mencatat bahwa
pengembangan jaringan dan kemitraan
merupakan hal penting diperhatikan.
Pada konteks pengelolaan jaringan
sumber daya air, NARBO (Network of
Asian River Basin Organization) telah
eksis dan mendorong penerapan pengelo-
laan air yang berkelanjutan. IWRM di
berbagai negara masih menghadapi berba-
gai tantangan, diantaranya hambatan biro-
krasi, kapabilitas staf rendah, tumpang tin-
dih organisasi dengan mandat yang tidak
jelas, lemahnya kualitas data dan infor-
masi, lemahnya penerapan pemulihan
biaya dan akuntabilitas keuangan.

Sisi lain dari IWRM yang juga perlu
mendapat perhatian adalah bagaimana
IWRM memiliki pengaruh dan berhu-
bungan dengan (i) isu-isu ekosistem
dan mata pencarian, (ii) penurunan
dampak negatif dari daya rusak air, ban-
jir, genangan dan bancara alam lainnya,
dan (iii) isu hulu-hilir (upstream-down-
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stream) dalam implementasi keterse-
diaan dan kelayakan utilitas air. Dalam
kerangka keberlanjutan pengelolaan, ma-
ka pada SSWAF ini direkomendasikan
pentingnya suatu mekanisme dan tata
pengaturan kelembagaan yang menekan-
kan (i) pengelolaan air yang lintas wilayah
untuk air permukaan, air tanah, dsb (ii)
lintas kepentingan/penggunaan untuk
perkotaan, pertanian, perikanan dan
lingkungan dan (iii) lintas juridiksi, an-
tara pemerintah daerah, pusat dan re-
gional. Tantangan memang berat tapi
bukan berarti tidak bisa diwujudkan.

Pengelolaan air di perkotaan,
tanggung jawab siapa?

Sejak tahun 2002, kawasan Asia
Tenggara telah mulai memfokuskan pe-
ngelolaan air yang lebih berorientasi pa-
da menjawab kebutuhan peningkatan
penggunaan. Perkembangan kawasan
perkotaan menimbulkan masalah yang
lebih kompleks dan peningkatan keter-
libatan berbagai pihak, termasuk swas-
ta. Pada SSAWTF ini, hal ini disorot dari:
(i) pengembangan kapasitas untuk pe-
nyediaan air perkotaan, (ii) memba-
ngun pelayanan air yang lebih kredibel,
(iii) inovasi pengelolaan sanitasi dan air
limbah, (iv) pemberdayaan masyarakat
dalam reformasi pelayanan air dan (v)
skema pendanaan air.

Pengalaman dari Phnom Penh Wa-
ter Supply Authority (PPWSA) Kam-
boja, adalah contoh menarik dari pe-
ngeloaan air di perkotaan. Direktur
PPSWA (sejenis PDAM, di Indonesia)
menjelaskan bagaimana PPSWA meng-
alami perubahan baik secara kelemba-
gaan, personil dan keuangan. Melalui
program revitalisasinya, PPSWA telah
berhasil menurunkan kebocoran air
dari 44 persen menjadi 10 persen, me-
ningkatkan akses pelayanan sampai 97
persen, dan efisiensi penagihan sampai
98 persen. Kunci suksesnya, menurut
direkturnya Ek Sonn Chan, adalah ada-
nya ownership, dukungan eksternal,
serta regulasi dan penegakan hukum
(law enforcement).




Dalam pengelolaan air dan isu perko-
taan, SSAWF menyoroti bagaimana ben-
tuk keterlibatan masyarakat dan isu pen-
danaan. Keterlibatan masyarakat dibahas
secara khusus pada hari ke-4, 1 Sep-
tember dalam sesi empowerment civil
society for water service reform, yang
mendiskusikan (i) bagaimana mem-
fasilitasi pelibatan publik yang lebih luas,
(ii) instrumen yang diperlukan untuk
penguatan keterlibatan publik, (iii) ba-
gaimana menciptakan lingkungan/iklim
yang memadai dalam keterlibatan publik.
Dalam sesi ini, UU no 7/2004 jadi contoh
menarik untuk dibahas.

Isu lain pada tema ini adalah ten-
tang pendanaan sektor AMPL (water fi-
nancing) di perkotaan. Selain presenta-
si konsep dan perspektif lembaga do-
nor, tema ini mengangkat alternatif
pendanaan sektor AMPL relasi penguna
hulu-hilir. Alternatif pendanaan yang
disampaikan antara lain tentang for-
mula harga dasar air (base water pri-
cing, BWP) dan insentif /desinsentif
model (IDM). BWP, yang merupakan
perbandingan biaya konservasi dan
volume penggunaan air, dapat digu-
nakan sebagai instrumen dan indika-
tor untuk evaluasi perlindungan dan
upaya sumber daya air. Sedangkan
IDM, yang memformulasikan sumber
dan pengunaan di daerah hulu-hilir,
dapat diterapkan untuk alokasi pem-
bagian pajak (tax sharing) antara
propinsi dan kabupaten dalam satuan
wilayah sungai (SWS).

Pada sesi penutupan, yang bertema
"catching up, keeping up with gro-
wing cities" dilakukan dialog antar pe-
laku AMPL untuk mendapatkan pem-
belajaran dari pengelolaan AMPL dan
mencari solusi lebih baik atas tantang-
an implementasi AMPL perkotaan, ter-
masuk sektor pendanaan, kelemba-
gaan, pelibatan swasta, pelayanan
kaum miskin, isu subsidi dan efisiensi.
"Balancing people's capacity to pay
and ensuring efficient service, is this
possible?" adalah pertanyaan penting
yang harus dijawab bersama.

Tindak lanjut SSAWF dan Dekla-
rasi Menteri

SSAWF berakhir tanggal 3 Sep-
tember, komitmen negara Asia Tengga-
ra dituangkan dalam rencana tindak
lanjut (action plan) bersama yaitu:

1. Air untuk pembangunan berkelan-

jutan

O Mendorong tercapainya kesepahatam
kontribusi air terhadap sektor lain,
misalnya penyediaan air minum do-
mestik dan industri, irigasi dan drai-
nase, energi, pengendalian banjir, na-
vigasi dan rekreasi, ke dalam pengem-
bangan sosial ekonomi lokal secara
nasional dan regional, dan pemerin-
tah menyediakan investasi (seti-
daknya level minimum) untuk pe-
layanan dan infrastruktur yang me-
nunjang keberlanjutan pembangunan
sosial ekonomi.

O Mempromosikan konservasi ling-
kungan dan kerangka aksi kepada
pengambilan keputusan, parlemen,
politikus dan mengimplementasikan
dalam proyek terkait dengan air,

O Mendorong dan mendukung inisiatif
pemerintah daerah untuk pengelola-
an air yang efisien dan berkelanjutan,
khususnya terhadap eksploitasi air
tanah.

2. Implementasi IWRM

Implemenasi IWRM yang progresif
melalui pendekatan "learning by doing"
dan "best practice"; mendorong penca-
paian target IWRM melalui kerjasama
teknis dan pendanaan antar negara;
mempromosikan penguatan kapasitas
untuk monitoring dan pengawasan;
mendorong dan mempromosikan pe-
mahaman hulu-hilir untuk mengatasi
konflik dan meningkatkan pemahaman
para pihak terhadap pentingnya river
basin organization (RBO).

3. Air minum dan penyehatan ling-

kungan

O Mendorong implementasi program
untuk meningkatkan kualitas air dan
perluasan akses air minum dan sa-
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rana sanitasi di kota dan desa, dengan
mengutakan pendekatan pro-poor

O Meningkatkan pendanaan dan instru-
men pemerintah untuk pencapaian
MDGs dalam sektor AMPL melalui
pengembanan skema: inovasi penda-
naan, desentralisasi, pendekatan
berbasis masyarakat (community-
based approach), keterlibatan sektor
swasta (PSP), kemitraan publik-
swasta (PPP), dorongan penyedia ska-
la kecil (small-scale provider) dan ke-
lompok masyarakat, regulasi, pe-
ngembangan acuan (benchmarking),
monitoring dan informasi,

O Mendorong dan mengupayakan jami-
nan kualitas dan kuantitas air baku
untuk standar pelayanan AMPL,

O Mengembangkan acuan jelas terha-
dap perubahan peran pemerintah pu-
sat dan daerah, lembaga pelaksana,
sektor swasta dan pemangku kepen-
tingan lainnya dalam pengelolaan
AMPL yang baik,

O Mengembangkan acuan yang jelas
terhadap dampak penyediaan AMPL
terhadap pemerintah daerah, nasio-
nal dengan strategi dan tujuan pe-
ngentasan kemiskinan

O Mendorong pembangan instrumen
terhadap pendekatan "voice of user”,
dalam upaya mengurangi inefisiensi
dan penyediaan AMPL di perkotaan
dan perdesaan,

O Menyiapkan acuan untuk mencipta-
kan strategi pengelolaan AMPL dan
strategi manajemen supply-demand
melalui setting tarif, cross dan subsi-
di langsung, kampanye kepedulian
dan pendidikan),

O Mempromosikan berbagai inisiatif
untuk menghadapi persoalan penye-
diaan AMPL di kawasan perkotaan
dan pinggiran,

O Mengembangkan acuan pelaksanaan
untuk perlindungan sumber air per-
mukaan dan air tanah dari pence-
maran dan ekploitasi yang berlebihan

O Mempromosikan pembangunan sis-
tem sanitasi berkelanjutan yang mi-
nim dan hemat air, akrab lingkungan
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dan cost effective. Da-
lam hal ini pendekatan
desentralisasi sanitasi
dapat merupakan alter-
natif yang efektif me-
lalui pengembangan
kerangka kebijakan,
institusi dan penerima-
an publik.

kepada:

e Nippon Koei, Jakarta

e JICA (Japan International
Cooperation Agency),
Jakarta and Tokyo

e Black and Vieth, Consultant
Agency, Jakarta

| @ WASPOLA-Pokja

Jakarta

[\| e Grundfos, Pump Manufactu-

AMPL,

re, Jakarta
e ADB (Asian Development
Bank), Manila

4. Pengelolaan air untuk
pangan dan lingkungan
o Mendorong dan mem-

promosikan  inovasi
pendanaan untuk ske-
ma irigasi yang efisien
termasuk  pertanian
skala kecil dan berbasis
masyarakat, operasi
dan pemeliharaan iri-
gasi yang partisipatif
untuk petani dan ke-
lompok pemakai air
Mengembangkan acuan untuk pengu-
atan sinergi dan mengurangi kon-
tradiksi kebijakan dan implementasi
antara sektor pertanian dan ling-
kungan dan mempromosikan berba-
gai inisiatif penyediaan air untuk pro-
duksi pangan di daerah minim dan
kering air.

Mendorong ketersediaan kebijakan
yang efektif untuk pengelolaan air
tanah untuk pangan.

. Ketahanan air

Mengembangkan dan melakukan
strategi tingkat lokal terhadap isu
perubahan iklim,

Melaksanakan program penguatan
kapasitas dan dukungan pendanaan
pengembangan teknologi masa da-
tang untuk early warning system,
risk management, pengurangan
dampak, dan sebagainya

Mendorong pengembangan strategi
yang sejalan dengan pengelolaan kon-
flik dan mempromosikan etika penge-
lolaan air lokal dan solidaritas peng-
gunaan dalam menciptakan good
water governance

Pengunjung pameran dari berbagai negara tengah
meminta informasi seputar Kebijakan Nasional
di stand Pokja AMPL-WASPOLA.

Pada pertemuan ini, delagasi dari
masing-masing negara telah mendisku-
sikan konsep Deklarasi Menteri, se-Asia
Tenggara. Tanggal 2 September, materi
ini dibahas oleh perwakilan dari negara
Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei
Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar,
Philipina, Thailand, Vietnam.

Pameran WASPOLA-POKJA AMPL
di SSAWF

Bersamaan dengan konferensi ini,
WASPOLA-Pokja AMPL mengadakan
pameran bersama dengan pihak lain.
Ada 11 kavling pameran yang diberikan

PENGUNJUNG STAND PAMERAN
WASPOLA-POKJA AMPL
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e Caprari, Pump Manufac-

ture, Jakarta

e Mekong River Commission

(MRC), Cambodia

o IUCN, world conservation

organization, Thailand

e Kemitraan Air Indonesia

(KAI), water organization,

Jakarta

e BORDA, non-government organiza-
tion, Bali.

Kavling WASPOLA-Pokja AMPL
dikunjungi lebih dari 200 pengunjung,
yang berasal dari Indonesia dan negara
lain, seperti: Philipina, Vietnam, Kamboja,
Malaysia, Thailand, Laos, China, Jepang,
Sri Lanka, Jerman, Belanda, Inggris,
Australia dan lembaga internsional (WHO,
Unicef, AusAID, USAID, ICRAF, World
Bank, ADB, dsb).

Beberapa tanggapan dan masukan
dari pengunjung terhadap WASPOLA-
Pokja AMPL adalah:

O Air minum dan sanitasi, harus menja-
di bagian yang integral dari pengelo-
laan sumber daya air

O Langkah dan upaya Indonesia, yang
telah menyusun Kebijakan Nasional
AMPL Berbasis Masyarakat, meru-
pakan langkah penting dalam rangka
peningkatan layanan AMPL

O Penampilan berbagai issu dan pesan
dalam bentuk karikatur dan kartun,
merupakan ide kreatif untuk me-
nyampaikan pesan tentang persoal-
an air dan pemberdayaan masya-
rakat, tanpa menyinggung. m

Dormaringan H. Saragih
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Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional
Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
dengan LSM Terkait

alam rangka berbagi penga-
D laman pelaksanaan pende-

katan partisipatif dalam pro-
yek AMPL antar-LSM, Ditjen Pemba-
ngunan Daerah Depdagri menyeleng-
garakan lokakarya Operasionalisasi
Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Ma-
syarakat dengan LSM terkait di Sura-
baya, 5-7 September 2005.

Lokakarya ini bertujuan (i) memper-
oleh kesamaan pandangan dalam upaya
sinergi LSM dan pemerintah dalam
penerapan prinsip-prinsip pembangun-
an AMPL yang berkelanjutan; (ii) ber-
bagi pengalaman dengan LSM dalam
mempromosikan pendekatan pemba-
ngunan AMPL berbasis masyarakat se-
bagai upaya awal menciptakan kemitra-
an sinergis dalam operasionalisasi kebi-
jakan di daerah; dan (iii) memperoleh
kesepakatan langkah-langkah opera-
sional paska lokakarya dalam upaya
kemitraan sinergis dalam mewujudkan
keberlanjutan pembangunan AMPL

Lokakarya tersebut diikuti oleh 84
peserta yang berasal dari 17 LSM ber-
skala internasional, nasional, dan lokal.
Acara dibuka oleh Direktur Lingkungan
Hidup dan Penataan Ruang Ditjen
Bangda, Prof. Dr. Cahyana Ahmad Ja-
yadi.

Lokakarya ini menghasilkan kesa-
maan pandang antar peserta mengenai
pentingnya penerapan pokok-pokok
Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Ma-
syarakat dalam rangka keberlanjutan
pembangunan. Selain itu pengalaman
pengalaman spesifik dari 17 LSM dalam
pelaksanaan pembangunan air minum
dan sanitasi/penyehatan lingkungan
terpetakan.

Peserta lokakarya menyepakati ren-

cana tindak untuk terselenggaranya
forum komunikasi LSM pelaku pem-
bangunan AMPL. Secara spesifik ma-
sukan-masukan yang kemudian dise-
pakati menjadi rencana tindak lanjut
dari lokakarya ini adalah sebagai
berikut:

O membentuk jaringan kerja AMPL

O melakukan pertemuan secara priodik

Percik = oktober 2005 =
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Diskusi:
Peserta lokakarya sedang
mendiskusikan permasalahan AMPL
dan merumuskan agenda daerah
ke depan.

O melakukan dialog tematik mengenai
isu AMPL
O membuka dialog dengan kalangan
swasta
Sebagai tindak lanjut dalam jangka
pendek akan dilakukan pertemuan lanjut-
an pada minggu ke dua Oktober 2005
untuk menyusun dan menyepakati agenda
lanjutan dimana dalam pertemuan ini
sebagai sebagai tuan rumahnya adalah IRI
dan Pokja Nasional AMPL. m MJ
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Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi Tim
Teknis Propinsi dan Kabupaten Lokasi CWSH

irektorat Jenderal PMD Depda-
gri menyelenggarakan orientasi
pemberdayaan masyarakat den-

gan metode MPA/PHAST bagi tim tek-
nis propinsi dan kabupaten lokasi
CWSH di Padang, 22-27 Agustus 2005.
Kegiatan ini diikuti oleh Staf Dinas
Kesehatan, PMD, PU dari Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
lokasi proyek CWSH dari Jambi dan
Bengkulu.

Kegiatan ini bertujuan untuk mem-
bekali Tim Teknis Propinsi maupun Tim
Teknis Kabupaten mengenai salah satu
metode partisipatif yang diterapkan
pada proyek CWSH sehingga lebih
mampu untuk memahami kebutuhan
masyarakat. Acara dibuka oleh
Sekditjen PMD Drs. K. Paimbonan, MSi
dan dilanjutkan dengan presentasi oleh
Direktur Permukiman dan Perumahan
Bappenas, Basah Hernowo mengenai

penerapan MPA/PHAST pada proyek
CWSH dan kaitannya dengan Kebijakan
Nasional Pembangunan AMPL Berbasis
Masyarakat.

Basah menjelaskan, penyusunan
dokumen Kebijakan Nasional Pem-
bangunan AMPL Berbasis Masyarakat
didasarkan pada kenyataan pelayanan
yang sering tidak berkelanjutan (unsus-
tained services). Selain itu, kebutuhan
masyarakat terhadap air minum dan
penyehatan lingkungan semakin me-
ningkat seiring dengan pertumbuhan pen-
duduk, di lain pihak kemampuan peme-
rintah — khususnya pendanaan — sangat
terbatas untuk membiayai pembangunan
air minum dan penyehatan lingkungan.
Oleh karena itu perlu suatu upaya untuk
menutupi hal itu sekaligus membangun
AMPL dengan basis masyarakat.

Dalam kebijakan tersebut, lanjut-
nya, masyarakat menempati posisi yang

sangat penting. Masyarakat menjadi
subjek pembangunan, karena masya-
rakat lebih mengetahui masalah, kebu-
tuhan mereka dan potensi yang dimiliki
untuk mengatasi permasalahan yang
mereka hadapi. Salah satu piranti
(tools) untuk menerapkan pendekatan
partisipatif pada pembangunan AMPL
adalah MPA/PHAST (methodology of
participatory assessment/participato-
ry hygiene and sanitation transforma-
tion). MPA ini dapat digunakan untuk
melakukan assessment dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi. Menurut Basah, salah
satu kunci keberhasilan metode ini
adalah adanya kontribusi masyarakat
dan keterlibatan aktif masyarakat pada
seluruh tahapan kegiatan pembangun-
an sehingga timbul rasa memiliki yang
pada akhirnya hasil pembangunan akan
berkelanjutan dapat tercapai. m MJ

Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional
Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah

D irektorat Jenderal Cipta Karya me-
nyelenggarakan Lokakarya Opera-
sionalisasi Kebijakan Nasional Pemba-
ngunan AMPL Berbasis Masyarakat di
Daerah dilaksanakan pada 2 - 4 Agustus
2005, di Puncak, Bogor. Lokakarya ini
diikuti 45 peserta dari LSM, Perguruan
Tinggi dan Bappeda Propinsi (Goron-
talo, NTB, Sumatera Barat, Banten, Ja-
wa Tengah, Sulawesi Selatan, Bangka
Belitung) serta tim Pokja AMPL Pusat
dan WASPOLA.

Lokakarya yang dibuka oleh oleh
Direktur Permukiman dan Perumahan
Bappenas, Ir. Basah Hernowo, MA itu
bertujuan untuk memahami prinsip dan
strategi pelaksanaan kebijakan nasional

FOTO: POKJA AMPL

AMPL berbasis masyarakat, pembela-
jaran operasionalisasi kebijakan, per-
tukaran informais dan pengalaman
dalam pelaksanaan kebijakan AMPL
berbasis masyarakat serta pengenalan
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draft Kebijakan Nasional AMPL
Berbasis Lembaga.

Selama lokakarya, isu yang penting
berkembang yaitu perlunya upaya-
upaya penguatan jaringan kerja sama
seluruh pemangku kepentingan sektor
AMPL dalam operasionalisasi Kebijak-
an Nasional AMPL Berbasis Masya-
rakat. LSM, sebagai salah satu mitra
dalam pembangunan AMPL, sangat
berperan penting dalam pengembangan
dialog dengan masyarakat mengenai
isu-isu AMPL. Selain itu, pelaksanaan
operasionalisasi kebijakan nasional
AMPL juga perlu disinergikan dengan
program-program yang sudah ada di
daerah. m GT/MJ




alam rangka peringatan Hari

Habitat, Direktorat Jenderal Cipta
karya mengadakan Diskusi Nasional
Sanitasi, 6 Juli 2005 di Jakarta. Diskusi
ini mengetengahkan beberapa tema
bidang sanitasi, meliputi rancangan
kebijakan pembangunan sanitasi di
Indonesia, pola edukasi dalam memper-
cepat pengembangan sanitasi, inovasi
teknik dalam pengembangan sanitasi
serta perlindungan sumber-sumber air,
pola pendanaan serta tarif/retribusi
bagi pengembangan sanitasi dan pe-
ranan masyarakat dan dunia usaha
dalam pengembangan sanitasi di
Indonesia.

Diskusi dibuka oleh Direktur Jen-
deral Cipta Karya Departemen Peker-
jaan Umum, Ir. Agus Widjanarko, MIP.
Hadir sebagai narasumber adalah Ir.
Basah Hernowo, MA (Dirketur Permu-
kiman dan Perumahan Bappenas), Prof.

DR. Ir. Sulistioweni, Dipl.SE, (Uni-
versitas Indonesia), Prof. DR. Ir. Enri
Damanhuri (Institut Teknologi Ban-
dung), Abimanyu, BE (Forkalim/PDAM
Solo), dan Surur Wahyudi (BORDA).
Dalam diskusi tersebut terungkap
bahwa tantangan terbesar pembangun-
an sanitasi di Indonesia adalah pener-
jemahan kebijakan ke dalam strategi
dan langkah yang nyata dan bagaimana
kebijakan mengenai sanitasi dapat
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Diskusi Nasional Sanitasi
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mengakomodasi peran aktif seluruh
pemangku kepentingan yang ada.
Kesadaran masyarakat mengenai sani-
tasi merupakan faktor yang sangat
mempengaruhi. Oleh karena itu, kam-
panye peningkatan kesadaran ma-
syarakat harus terus digiatkan. Salah
satu upaya yang perlu ditempuh yakni
melalui pendidikan baik formal mau-
pun informal.

Hal lain yang muncul di antaranya
prinsip cost recovery sangat sulit diterap-
kan dalam pengelolaan air limbah. Ini tan-
tangan tersendiri yang harus segera
ditanggapi. Inovasi-inovasi teknologi
dalam pengelolaan sanitasi sudah banyak
tersedia, namun ada pertanyaan yang
harus diperhatikan yaitu bagaimana
memilih alternatif teknologi yang sesuai
dengan kapasitas masyarakat dalam peng-
adopsian dan pengelolaan teknologi terse-
but. m (AK/MJ)

Pengenalan Metode Partisipasi Masyarakat di
Lokasi Pasca Bencana

irektorat Jenderal Pembangunan
Masyarakat dan Desa (PMD) Dep-
dagri, 27-30 Juli lalu menyelenggarakan
lokakarya pengenalan metode partisi-
pasi masyarakat di lokasi pascabencana
untuk Propinsi Aceh dan Sumatera Uta-
ra di Medan, Sumatera Utara.
Lokakarya diikuti oleh 55 peserta
dari Tim Teknis Propinsi Nanggroe
Aceh Darusalam dan Sumatera Utara,
dan perwakilan 7 kabupaten lokasi ben-
cana yang berada di kedua propinsi itu.
Lokakarya ini bertujuan mengenalkan
Methodology for Participatory Ap-
proach (MPA)/Participatory Hygiene
and Sanitation (PHAST) sebagai salah
satu alat untuk implementasi pemba-
ngunan AMPL berbasis masyarakat,
meningkatkan pemahaman peserta ter-
hadap Kebijakan Nasional Pembangun-

an AMPL berbasis masyarakat, dan
membantu peserta dalam menyusun
rencana kerja Program CWSH, baik
tingkat propinsi maupun tingkat kabu-
paten.

Acara dibuka oleh Sekditjen PMD
Drs. K. Paimbonan, MSi. Ia menekan-
kan perlunya pemberdayaan masyara-
kat memperoleh perhatian dalam era
otonomi daerah saat ini. Menurutnya,
tanpa memberdayakan masyarakat ma-
ka program akan gagal dan tidak ber-
kelanjutan. Peserta juga memperoleh
pemaparan tentang kebijakan nasional
pembangunan air minum dan pe-
nyehatan lingkungan yang berbasis ma-
syarakat yang disampaikan oleh Di-
rektur Permukiman dan Perdesaan
BAPPENAS Ir. Basah Hernowo, MA.

Metode MPA/PHAST dikenal seba-
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gai cara untuk meningkatkan peran ma-
syarakat dalam kegiatan identifikasi
analisis dan pemecahan masalah. Ke-
ikutsertaan masyarakat menciptakan
rasa memiliki, membangun rasa perca-
ya diri dan menumbuhkan rasa tang-
gungjawab sehingga terjadi proses pem-
bangunan sarana air minum dan penye-
hatan lingkungan berkelanjutan.

Setelah mendapatkan gambaran se-
cara lengkap tentang metodologi dan
tools yang digunakan MPA-PHAST,
perserta secara langsung melakukan
simulasi terhadap beberapa metode
MPA-PHAST.

Selanjutnya masing-masing propin-
si dan kabupaten melakukan kegiatan
penyusunan rencana kegiatan yang
akan dilaksanakan di masing-masing
kabupaten dan propinsi. ® AK/MJ
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Lokakarya Informasi Berbasis Kinerja bagi
PDAM yang Berorientasi Stakeholder

ersatuan Perusahaan Air Minum
P Seluruh Indonesia (Perpamsi)

bekerja sama dengan USAID,
USAEP, dan The Asia Foundation, 21
September lalu menyelenggarakan
Lokakarya Informasi Berbasis Kinerja
bagi PDAM yang Berorientasi Stake-
holder di Jakarta. Lokakarya ini bertu-
juan menyusun strategi penyampaian
informasi kepada publik dan pemerin-
tah sehingga bisa menaikkan kredibili-
tas perusahaan.

Lokakarya ini diisi presentasi oleh
Andi Fefta (Universitas Brawijaya-Ad-
ministrasi Publik), Abdul Gani (Per-
pamsi), dan Syafril Jamarin (Dirut
PDAM Kota Pontianak). Dari presentasi
dan diskusi terungkap beberapa ken-
dala PDAM selama ini dalam menyam-
paikan informasi indikator yaitu (i)

indikator yang sebenarnya diperlukan
oleh stakeholder, tidak dilaporkan, (ii)
indikator-indikator berasal dari berma-
cam lembaga, (iii) indikator hand off (ti-
dak bisa ditangkap maksudnya).

Selain itu, permasalahan data ten-
tang subsidi masyarakat kecil atas ki-
nerja PDAM pun muncul. Muncul per-
tanyaan apakah subsidi harga yang
dikenakan kepada masyarakat itu di
bawah harga jual, harga BEP, atau har-
ga HPP. Pertanyaan lainnya, menyang-
kut biaya tidak langsung lebih besar dari
biaya langsung faktor produksi. Serta
biaya lain-lain (di luar produksi) yang
terkadang lebih dari 10 persen. Kenya-
taan ini menimbulkan ungkapan bahwa
masyarakat mensubsidi PDAM atas
biaya ketidakefisienan pemakaian/alo-
kasi budget.

PDAM Kota Pontianak menjadi sa-
lah satu PDAM yang berhasil menerap-
kan manajemen strategi komunikasi
dan sistem penyampaian informasi ke
stakeholder. Sebagai hasilnya seluruh
stakeholder (Pemda, DPRD, pelanggan,
rekanan, Perpamsi, dll) berkomitmen
kuat untuk memajukan PDAM yang kini
memiliki 60 ribu sambungan rumabh ini.
Selama sembilan bulan terakhir PDAM
tersebut melakukan reformasi besar-
besaran. Hasilnya, UFW (unaccounted
for water) turun dari 51,4 persen men-
jadi 37,8 persen dengan hanya per-
baikan manajemen internal, tanpa
investasi. Reformasi tersebut juga
menaikkan profit dari Rp. 46 juta men-
jadi sekitar Rp. 2 milyar. Dan selama
proses perombakan itu tidak ada
keributan yang berarti. m (GUS/MJ)

Pendidikan Pelanggan PAM
Mengenai Kualitas Air di Kecamatan Tanah Abang

ORKAMI bekerja sama dengan

USAID/USAEP, Asia Foundation,
PT. PAM Lyonnaise Jaya mengadakan
pendidikan pelanggan PAM, 10 Sep-
tember lalu. Kegiatan ini berlangsung di
Kantor Kecamatan Tanah Abang. Turut
terlibat dalam acara kantor kecamatan,
Dinas Kesehatan Propinsi, Komite
Pelanggan Air Minum (KPAM) Jakarta
Pusat dan YLKI. Acara ini diikuti oleh
65 pelanggan PAM di Kec. Tanah
Abang.

Koordinator FORKAMI Job Su-
pangkat mengungkapkan, masih ba-
nyak pelanggan PAM tidak mengetahui
kaporit dan fungsinya dalam pengolah-
an air, bahkan ada pelanggan yang me-
ngaitkan kaporit dengan abate! Banyak
pelanggan yang mengkhawatirkan

kaporit dapat mengganggu kesehatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk me-
ningkatkan pengetahuan pelanggan
PAM mengenai aspek-aspek kualitas air
minum, meningkatkan perubahan pri-
laku kritis terhadap kualitas air minum
yang diterima, dan mendorong penye-
dia air minum untuk meningkatkan
kualitas air hasil produksinya

Acara pendidikan pelanggan ini
berbentuk diskusi kelompok yang
berlangsung secara interaktif. Setelah
presentasi dari narasumber, peserta dis-
kusi dibagi ke dalam kelompok-kelom-
pok diskusi yang dibantu seorang fasili-
tator dan narasumber. Di kelompok ini-
lah tanya jawab berlangsung secara
lebih mendalam.

Berbagai topik kualitas air diberikan
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oleh narasumber seperti: Apa yang di-
sebut bakteri Koli tinja dan mengapa
bakteri jenis ini diperiksa, pengertian
pH, apa yang menyebabkan kekeruhan
pada air keran pelanggan, mengapa air
keran berbau, dsb. Di samping topik
tersebut, diberikan juga materi menge-
nai apa yang menjadi hak pelanggan
dalam hal kualitas air PAM dan institusi
yang bertanggungjawab dalam pe-
ngawasan kualitas air.

Pelanggan juga diberi kesempatan
untuk melakukan analisa kualitas air
dengan contoh air yang dibawa dari
rumah masing-masing. Parameter yang
diperiksa adalah parameter dasar air
minum namun dapat digunakan sebagai
petunjuk awal kualitas air secara keselu-
ruhan. m (MJ)




Monitoring Kualitas Air
iliwung

Y i e

edikitnya 80 orang siswa SMP Negeri
Slls dan SMP Perguruan Rakyat 2
Jakarta Selatan turun ke sungai Ciliwung
untuk melakukan analisa kualitas air,
Agustus lalu. Sebagaimana layaknya
peneliti sesungguhnya, mereka dengan
serius melakukan pengukuran tingkat
keasamaan air (pH), kadar oksigen ter-
larut, tingkat kekeruhan, temperatur air
serta keberadaan binatang kecil (macroin-
vertebrata) sebagai indikator keadaan
kualitas air sungai dengan menggunakan
water test kit yang disediakan.

Kegiatan ini merupakan salah satu
rangkaian kegiatan peningkatan kesa-
daran mengenai aspek kualitas air dan
perlindungan sumber air yang diberi
nama Program Monitoring Kualitas Air
Indonesia 2005 yang diselenggarakan
FORKAMI (Forum Komunikasi Pengelo-
laan Kualitas Air Minum Indonesia).
Kegiatan ini juga disponsori oleh Badan
Kerja sama Lingkungan Amerika Serikat
untuk Asia (USAEP) dan Asia Foundation.

Koordinator FORKAMI, Job Su-
pangkat mengatakan melalui kegiatan ini
pihaknya berkeinginan dapat me-
mercikkan kesadaran bersama akan pen-

i

Sungai C

T

tingnya usaha perlindungan sumber air
dan kemudian secara bersama bekerja
untuk meningkatkan ketersedian maupun
kualitas dari sumber air, demi kehidupan
kita kini, dan generasi selanjutnya.

Para peserta dan masyarakat sekitar
lokasi menerima penjelasan sekaligus
berkesempatan langsung untuk melaku-
kan analisa parameter kualitas air de-

S
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ngan alat-alat yang telah disediakan
oleh panitia. Siswa dibagi dalam kelom-
pok-kelompok kecil yang masing-mas-
ing dibimbing sukarelawan dari
FORKAMI. Berdasarkan hasil peng-
ukuran, siswa kedua SMP itu, menyim-
pulkan kondisi kualitas air sungai
Ciliwung berada dalam keadaan terce-
mar. Data yang diperoleh, pH air berada
pada kisaran 7-8, dengan tingkat
kekeruhan rata-rata 80 JTU (Jackson
Turbidity Unit), jumlah oksigen terlarut
rata-rata 2-2-4 mg/l1, keberadaan ragam
makroinvertabrata (binatang kecil)
yang sangat sedikit menunjukkan
bahwa air sungai Ciliwung tidak mampu
lagi mendukung banyak kehidupan
mahluk air yang artinya mutu air Sungai
Ciliwung buruk/ tercemar.

Selain kegiatan di sungai, peserta
juga diajak melihat instalasi pengolahan
air di Pejompongan untuk mendapat-
kan gambaran pengolahan air dari air
baku sampai menjadi air yang siap di-
alirkan ke pipa-pipa pelanggan. m (MJ)




INOVASI

Pompa Air Tanpa Motor

ungkin Anda sudah pernah
M mendengar tentang pompa

hidran. Pompa ini mampu
mengalirkan air tanpa bantuan mesin
pemompa. Daya penggeraknya adalah
tekanan dinamik yang ditimbulkan oleh
gaya air yang meluncur dari suatu ke-
tinggian. Tekanan air itu kemudian di-
ubah sebagai tenaga pendorong meng-
angkat air ke tempat sasaran yang lebih
tinggi.

Prinsip-prinsip tersebut pun ada da-
lam Pompa Air Tanpa Motor (PATM)
karya Ade R Purnama dari Bandung, Ja-
wa Barat. Hanya saja dia telah mela-
kukan serangkaian uji coba yang menja-
dikan modifikasinya tersebut layak un-
tuk diaplikasikan di lapangan dengan
kemampuan yang lebih tinggi diban-
dingkan dengan pompa hidran biasa.
Bahkan temuan Ade telah mendapatkan
hak paten pada tahun 1996.

Keunggulan

PATM tergolong unik karena me-
manfaatkan kekuatan alamiah berupa
tekanan atau gaya air. Wajar bila alat ini
dikatakan hemat karena tidak perlu
menggunakan motor penggerak dan
tidak memerlukan bahan bakar/tenaga
listrik. Biaya perawatan pun kecil.

Alat ini mampu bekerja terus me-
nerus, 24 jam, dan mampu mengalirkan
air sampai ketinggian ratusan meter
dari sumber air. Tidak perlu ada opera-
sionalisasi yang rumit, karena alat telah
bekerja secara otomatis.

Sistem Kerja
Pompa ini memiliki tiga bagian uta-
ma yakni:

1. Sumber air; dapat berupa danau, alir-
an sungai, kolam, atau bendungan
kecil dengan debit paling sedikit 20
It/detik/unit PATM

2. Unit pompa; dipasang antara 18 dan

24 meter dari sumber air dengan
posisi minimal 2 meter dan maksimal
5 meter permukaan air serta dihu-
bungkan dengan pipa penghubung
berukuran 6 inci (tipe menengah)

3. Jaringan pipa pengeluaran dan pipa
penghantar; dapat dipasang sepan-
jang puluhan kilometer apabila ke-
tinggian antara sumber air dan dae-
rah sasaran diukur tidak lebih dari
1.000 meter (QD).

Sistem kerja PATM diawali dengan
aliran air dari sumber melalui pipa
pemasukan atau pipa penghubung ke
katup limbah. Gaya tekan air yang ma-
suk ke dalam pompa akan mendorong
katup pompa (katup limbah) ke atas
sehingga tertutup dan menghentikan
aliran air dalam pipa pemasukan.
Penghentian aliran air secara tiba-tiba
ini akan menghasilkan tekanan tinggi
dalam pompa. Tekanan tinggi akan
mengatasi tekanan dalam ruang udara
pada katup penghantar sehingga air
dari sumber mengalir lagi dari pipa
penghubung. Perputaran ini berlang-
sung berulang-ulang dengan frekuensi
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yang sangat cepat sehingga air mengalir
melalui pipa pemasukan dan pengeluar-
an secara kontinyu.

Pada dasarnya prinsip kerja PATM
merupakan proses pengubahan energi
kinetik 'gaya gerak' air menjadi tekanan
dinamik sehingga menimbulkan mo-
mentum atau 'pukulan air' yang berke-
kuatan tinggi dalam pipa saluran. Te-
kanan ini mengakibatkan katup pompa
dan katup penghantar dalam tabung
pompa terbuka dan tertutup secara
bergantian.

Tekanan dinamik diteruskan untuk
menghasilkan daya tekan dalam pipa
pemasukan sehingga memaksa air naik
ke pipa pengeluaran dan didorong ke
pipa penghantar. Jadi prinsip kerja
PATM yaitu melipatgandakan kekuatan
gaya dorong air.

Sumber air

PATM ini membutuhkan air yang
cukup yakni minimal 20 liter/detik.
Guna menjaga keberlangsungan pasok-
an air ke pipa pemasukan, air perlu
dikumpulkan dalam bendungan. m (MJ)




LEMBAGA

Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

Permukiman Bekasi

Iingin Bangkit di Tengah Kelesuan

FOTO: ISTIMEWA

ak banyak yang tahu di
T Bekasi ternyata ada Ba-

lai Pelatihan Air Bersih
dan Penyehatan Lingkungan
Permukiman yang memiliki
prasarana dan sarana yang cu-
kup representatif dalam me-
ningkatkan kapasitas sumber-
daya manusia bidang air bersih
dan penyehatan lingkungan per-
mukiman (pengelolaan sampah,
air limbah rumah tangga dan
drainase perkotaan) di pusat
dan daerah. Belum banyak
instansi/lembaga yang meman-
faatkannya. Padahal balai ini
telah berdiri sejak 1990-an.

Balai yang dikenal dengan nama TC
Bekasi merupakan hibah Pemerintah
Jepang untuk Pemerintah Indonesia
dalam hal ini Departemen Pekerjaan
Umum melalui grant aid program JTA-
150. Berdiri di atas tanah seluas 11.000
m2, di belahan timur kota Bekasi,
keberadaan bali ini sebenarnya sangat
strategis dalam menunjang program
peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, khususnya dalam ikut me-
ningkatkan pembangunan sektor air
bersih dan penyehatan lingkungan per-
mukiman di era otonomi daerah se-
karang ini.

Balai pelatihan ini memiliki pra-
sarana dan sarana penunjang kegiatan
pelatihan bidang air bersih dan penye-
hatan lingkungan permukiman meliputi
laboratorium kualitas air bersih dan air
limbah, workshop/bengkel kerja untuk
instalasi pengolahan air bersih (IPA),
mekanikal dan elektrikal, perpipaan,
persampahan dan air limbah. Selain
sebagai penunjang kegiatan pelatihan,
laboratorium dan workshop menerima
jasa pelayanan untuk masyarakat

S-1, dan satu orang sarjana
muda.

Kini balai itu berusaha
lebih profesional. Caranya de-
ngan mengubah nama men-
jadi Balai Pembinaan Pe-
ngembangan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan. Ber-
samaan dengan itu balai ini
terus berbenah diri.

Peran
Peningkatan akses masya-

Gedung dan workshop milik
BPAB-PLP, Bekasi

umum dan swasta serta institusi terkait
lainnya.

Melalui Keputusan Menteri Ke-
uangan Nomor 470/KMK.06/2003,
status Balai Pelatihan Air Bersih dan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
berubah menjadi unit swadana sebagai
pengelola PNBP (Penerimaan Negara
Bukan Pajak). Balai ini bertugas me-
ngembangkan kurikulum dan melaksa-
nakan uji coba pelatihan teknis opera-
sional bidang air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman serta pelatihan
lainnya dan diseminasi bahan pelatih-
an.

Guna mendukung fungsi dan tugas-
nya, balai ini memiliki 53 pegawai de-
ngan komposisi satu orang berpen-
didikan S-3, satu orang S-2, 10 orang S-
1, enam orang D3/Sarjana Muda, D2
satu orang, 15 orang lulusan setingkat
SLTA, dua orang lulusan SMP dan lima
orang lulusan SD. Beberapa diantara-
nya masih melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi. Tenaga itu di-
bantu lima tenaga widyaswara dengan
komposisi tingkat pendidikan, yaitu sa-
tu orang S-3, dua orang S-2, satu orang
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rakat, khususnya masyarakat
miskin terhadap prasarana/-
sarana air bersih dan penye-
hatan lingkungan telah menjadi ge-
rakan internasional. Melalui Millenium
Development Goals (MDGs) yang di-
canangkan PBB pada tahun 2000, telah
disepakati bahwa pada tahun 2015 se-
paruh dari penduduk dunia yang saat
ini belum mendapatkan akses terhadap
air minum (safe drinking water) harus
telah mendapatkan akses tersebut. Se-
mentara terkait dengan sanitasi, maka
pada tahun 2015 separuh dari pen-
duduk dunia yang belum mendapatkan
fasilitas sanitasi harus terpenuhi.

Tentu tugas pemerintah tersebut
sangat berat. Pemerintah daerah harus
mendidik aparat dan masyarakatnya
untuk bisa mengejar target tersebut. Di
sinilah peran dari Balai Pelatihan Air
Bersih dan Penyehatan Lingkungan
untuk meningkatkan SDM bidang air
minum dan penyehatan lingkungan
dari seluruh Indonesia. Apalagi bila
dilihat dari sisi pengalaman, balai ini
cukup berpengalaman bekerja sama
dengan pemda maupun swasta dalam
menghasilkan SDM yang handal di
bidang AMPL. m
)




INFO BUKU

Memanfaatkan Limbah Manusia

elama ini ada anggapan bahwa air

limbah dan ekskreta adalah benda
yang tidak berguna. Anggapan ini men-
jadikan limbah dan ekskreta dibiarkan
begitu saja, paling-paling dicarikan
tempat pembuangannya. Padahal kalau
dilihat lebih jauh, air limbah masih bisa
dimanfaatkan.

Secara tidak sadar sebenarnya banyak
orang di berbagai negara telah meman-
faatkan air limbah dan ekskreta, khusus-
nya kotoran manusia. Ribuan tahun orang
Asia telah memanfaatkan tinja manusia
dan hewan untuk memupuk kolam budi-
daya air, terutama untuk budidaya ikan
mas dan mujair. Air limbah juga telah
dimanfaatkan untuk pengairan tanaman
terutama di daerah kering baik di negera
industri maupun negara sedang berkem-
bang.

Hanya saja yang diperlukan saat ini,
bagaimana agar air limbah dan ekskreta

r-'m@;a

L L =

JupuL: F
PEMANFAATAN AIR -\5!: Mo
LIMBAH DAN EKSKRETA. )
PATOKAN UNTUK
PERLINDUNGAN
KESEHATAN MASYARAKAT.
PENULIS :

DUNCAN MARA DAN
SANDI CAIRNCROSS
PENERBIT:

PENERBIT ITB BANDUNG,
PENERBIT UNIVERSITAS
UDAYANA
TEBAL: XX + 229 HALAMAN

Pemanfaatan

AIR LIMBAH

e
ERSKRETA

B LT
RO PTRR .

itu aman bagi kesehatan masyarakat. Fak-
tor lingkungan, kesehatan, sosial budaya
menjadi pertimbangan pemanfaatannya.
Buku yang ditulis oleh dua pakar
Inggris ini menjelaskan secara rinci per-
masalahan ini, mulai dari sejarah dan
keuntungan pemanfaatan kembali lim-
bah beserta contoh kebiasaan yang
dilakukan di berbagai belahan dunia,
faktor kesehatan masyarakat termasuk
pengertian praktis epidemiologi ter-

baru, perlindungan dan perbaikan
lingkungan melalui pemanfaatan lim-
bah serta tindakan pengendalian yang
dapat dilaksanakan dan tepat bagi per-
lindungan kesehatan masyarakat, dan
kelembagaan, hukum, serta keuangan
bagi perencanaan proyek dan pelak-
sanaannya.

Buku ini sebenarnya secara khusus
ditujukan kepada para ahli senior dalam
berbagai sektor yang berkaitan dengan
pemanfaatan kembali limbah dalam
rangka mencegah penyebaran penyakit
menular sekaligus mengoptimalkan
pelestarian sumberdaya dan pendauru-
langan limbah. Fokusnya pada pengen-
dalian penularan mikrobiologi dan
bukan pada penghindaran gangguan
kesehatan oleh pencemar kimiawi.
Namun tidak ada salahnya, kita yang
peduli lingkungan ikut pula memba-
canya. ® (MJ)

Penanganan Darurat untuk Air Bersih

ersepsi tentang kondisi darurat

berbeda-beda antarorang atau or-
ganisasi. Akibat perbedan itu pelaksa-
naan penanganan kondisi darurat pun
bermacam-macam. Ada yang melihat-
nya sebagai upaya jangka pendek, tapi
ada juga jangka panjang.

Buku ini mencoba menyamakan
persepsi itu dengan mendefinisikan
bahwa kondisi darurat digunakan untuk
menggambarkan suatu krisis yang terja-
di ketika sebuah komunitas mengalami
kesulitan yang parah dalam mengha-
dapi bencana. Bantuan dari luar diper-
lukan, kadang-kadang berlangsung
beberapa bulan bahkan beberapa tahun.

Yang menarik, buku ini disusun
untuk menangani berbagai kondisi
darurat, khususnya menyangkut air
bersih, dalam berbagai bentuk bencana

JupuL:
EMERGENCY WATER
SOURCES. GUIDELINES
FOR SELECTION AND
TREATMENT
PENULIS:

SARAH HOUSE AND BoB REED

EMERGENCY

WATER SOURCES

PENERBIT:

WATER, ENGINEERING AND
DEVELOPMENT CENTRE.
LouGHBOROUGH UNIVERSITY UK
TesaL: xv + 302

baik itu yang terjadi karena faktor alam
maupun manusia, situasi aman atau
kacau, daerah terjangkau atau terpencil.
Ini penting karena setiap kondisi memi-
liki karakteristik penanganan yang
berbeda pula.

Buku ini banyak menampilkan ba-
gan-bagan disertai dengan check list ke-
giatan dalam setiap tahapnya. Secara
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umum, penanganan kondisi darurat itu
ada tiga tahap yaitu (i) pengumpulan
informasi dan analisis; (ii) pemilihan
(seleksi) sumber air maupun proses
pengolahan air yang menjamin keber-
langsungan suplai; (iii) pelaksanaan.
Buku ini menjelaskan pula karakter-
istik tanah dan air dalam berbagai level.
Termasuk pula bagaimana membuat
pemetaan untuk penyaluran air agar
sampai kepada pihak-pihak yang mem-
butuhkan hingga pengukuran kualitas
air. Buku ini dilengkapi pula dengan
informasi pendukung seperti jenis-jenis
makhluk hidup yang tidak toleran, mo-
derat, dan toleran terhadap polusi, dan
berbagai jenis peralatan yang digu-
nakan untuk pengukuran dan pengola-
han air. Tidak salah jika ini memang
sebuah buku petunjuk praktis. m (MJ)




Kesa

Kasus Teluk Buyat mencuat ke
permukaan tahun lalu. Berbagai
polemik pun muncul. Ada yang mem-
bela warga, ada yang membela perusa-
haan tambang PT Newmont Minahasa
Raya. Saat itu Menteri Kesehatan Ach-
mad Sujudi menegaskan bahwa telah
terjadi pencemaran merkuri di teluk
yang terletak di Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara.

VCD ini tidak membahas perten-
tangan tersebut, tapi menampilkan pe-
ngakuan masyarakat setempat berkai-
tan dengan peristiwa yang mereka
alami. Pengakuan itu menyangkut tiga
hal yakni hilangnya nener, hilangnya
ikan, dan munculnya penyakit aneh.

INFO CD

Ksian Warga Buyat

TAILEG

No.3E (TD 200!

Lohast
Deas Bayet Panial Kecametn Anta Trbak
Minatasa Sulwwes! Uiara

Menurut pengakuan masyarakat,
pembuangan limbah penambangan
(tailing) emas itu telah menyebabkan
pendapatan mereka yang menggan-

tungkan diri di laut menurun drastis. Ini
karena nener mulai langka, demikian
pula ikan-ikan sulit didapatkan.

Selain itu VCD yang diproduksi oleh
Walhi ini menampilkan penyakit yang
diderita oleh masyarakat. Banyak di an-
tara mereka menderita gatal-gatal. Ben-
jolan ditemukan di beberapa warga. Ada
yang di leher, payudara, betis, perge-
langan, pantat, dan kepala. Satu di an-
tara yang memberi kesaksian meninggal
7 Februari 2004 karena tumor payuda-
ra. Selain pada manusia, benjolan seje-
nis ditemukan pada ikan. Ketika cairan
itu dibuka, keluar cairan kental berwar-
na hitam dan lender berwarna kuning
keemasan. m (MJ)

Pedoman bagi Proyek Multisektor

royek-proyek multisektor terus ber-

kembang sebagai mekanisme ja-
ringan pendanaan bagi masyarakat.
Hasil menunjukkan bahwa investasi air
dan sanitasi perkotaan mengalami per-
ubahan yang serius dalam perbincangan
keberlanjutan dan efektivitas pening-
katan pelayanan.

Ada empat hal yang menjadi perma-
salahan dalam pelaksanaan proyek yai-
tu (i) ketidaktepatan desain dan sistem
operasionalisasi, (ii) ketidakcukupan
staf dan fasilitas, (iii) kemampuan ad-
ministrasi kaum miskin, (iv) ketidak-
cukupan biaya pemulihan dan opera-
sionalisasi. Dalam rangka inilah pedo-
man ini disusun.

Pedoman yang dikeluarkan oleh
Rural Water Supply and Sanitation
(RWSS) ini berisikan antara lain prin-
sip-prinsip dasar penanganan air mi-
num dan penyehatan lingkungan

(AMPL), penilaian umum, isu-isu pen-
ting, dan RWSS dalam proyek, dan
perangkat praktis lainnya.

RWSS merupakan program Bank
Dunia bekerja sama dengan Bank-Ne-
therland Water Partnership. Program
ini meliputi penyediaan air minum bagi
komunitas perkotaan khususnya untuk

Ongoing Projects

Proyek-proyek yang sedang berjalan

2 )

June 2003

N THE WORLD BANK
BANK DUNIA
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keperluan rumah tangga (minum, ma-
kan, memasak, mandi dan sebagainya),
secara berkesinambungan dengan su-
plai air berkualitas tinggi.

Prinsip-prinsip RWSS antara lain
mempromosikan pendekatan tanggap
kebutuhan; mempromosikan reformasi
institusi sebagai dasar aturan yang jelas
bagi para pemangku kepentingan; men-
dukung asosiasi pengguna air dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan manaje-
men sarana; mengintegrasikan air
minum, dan pendidikan sanitasi; mem-
promosikan investasi pengguna dalam
sanitasi; mengarahkan tujuan ke kaum
miskin; dan mendukung manajemen
lingkungan berbasis masyarakat.

CD ini memberikan gambaran se-
cara rinci langkah demi langkah. Kare-
nanya, isi CD cocok untuk ditelaah oleh
mereka yang terkait dengan proyek-
proyek AMPL. m (MJ)




Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR)

http://www.eldis.org/csr/

erusahaan, LSM, dan media memi-

liki pandangan yang berbeda me-
ngenai pembangunan dan aturan yang
terkait dengan Corporate Social
Responsibility (tanggung jawab sosial
perusahaan). Perbedaan itu terjadi
dalam definisi dan konsepnya. Sebuah
survei yang diadakan terhadap 500
perusahaan, eksekutif senior pada LSM,
dan para jurnalis menunjukkan bahwa
ada perbedaan terminologi dan dasar
asumsi yang menyebabkan pemahaman
yang berbeda antara masing-masing
kalangan. Meskipun definisinya berbe-
da, survei itu menunjukkan bahwa para
pemangku kepentingan sepakat untuk
bergerak ke depan dalam pembangunan
internasional.

Situs ini memuat CSR cukup
lengkap. Selain definisi, situs tersebut
memuat pula tiga skenario ke depan
dalam CSR, berbagai konferensi
menyangkut CSR baik di tingkat dunia
maupun di tingkat Asia, pembelajaran
program CSR dari beberapa negara, ter-
masuk bagaimana model-model bisnis
yang bisa memberikan keuntungan baik
bagi perusahaan maupun masyarakat.

Situs ini cukup tepat bagi mereka
yang sedang menggerakkan roda bisnis
dan juga para pengambil keputusan un-

tuk bisa menyelaraskan langkah dalam
membangun masyarakat secara bersa-
ma-sama. Isu CSR telah menjadi isu in-
ternasional dan merupakan bagian pen-
ting dalam mencapai target Millennium
Development Goals (MDGs). ® (MJ)

Kurangi Sampah
dari Sumbernya

http://www.moea.state.mn.us/
campaign/

f not you, who? Kalau bukan Anda,

siapa lagi? Sampah tidak hanya men-
jadi persoalan negara berkembang tapi
juga negara maju seperti Amerika.
Berbagai upaya dilakukan untuk me-
ngurangi jumlah sampah. Salah satunya
dilakukan oleh negara bagian Minne-
sota. Mereka melakukan kampanye me-
ngurangi sampah sejak dari sumbernya
melalui situs ini.

Reduce
Waste

Situs ini memberikan gambaran dan
pelajaran kepada masyarakat bagai-
mana cara mengurangi sampah. "Ba-
nyak jalan bagi Anda untuk mengurangi
sampah, melindungi diri Anda dari
waktu dan uang, dan menjadikan bumi
bagus pada saat yang sama," begitu
ajakannya. Dan itu bisa dilakukan keti-
ka Anda berbelanja, bekerja, dan ber-
main.

Sebagai petunjuknya, situs ini men-
jelaskan dalam hal apa saja sampah bisa
dikurangi. Misalnya mengenai pemakai-
an kertas, perilaku di kantor dan di
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kebun, ketika berbelanja, ketika di ru-
mabh, di sekolah, saat liburan, dan peng-
omposan. Semuanya ditampilkan de-
ngan aneka gambar dan ilustrasi yang
menarik.

Pemerintah setempat mengingatkan
penggunaan kertas telah menjadi salah
satu sumber sampah terbesar. Setiap
tahun orang Amerika menggunakan
10.000 lembar kertas per tahun atau
setara dengan membangun dinding ker-
tas setinggi 12 kaki yang membentang
dari New York hingga San Fransisco.

Sampah dan
Kesadaran Lingkungan

http://www.learner.org/exhibits/
garbage/intro.html

arga Amerika menghasilkan 4 po-

unds (2 kg) sampah per hari. Ini
menjadi persoalan besar bagi lingkungan.
Pertumbuhan sampah ini lebih cepat
dibandingkan kemampuan alam meng-
hancurkannya. Maka, mau tidak mau
harus ada jalan untuk menghambat laju
pertumbuhan sampabh itu.

Keberhasilan pengurangan sampah,
menurut situs ini, tergantung pada pema-
haman masyarakat.

Oleh karena itu, setiap individu harus
ikut serta memelihara lingkungan demi
masa depan generasi penerus. Dan hal itu
bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di
tempat kerja, dan di manapun dengan
cara mengurangi produksi sampah. m MJ




KLINIK

Pertanyaan dapat disampaikan melalui redaksi Majalah Percik.
Kontributor: Lina Damayanti (ldamayanti@wboj.or.id),
Dini Trisyanti (dtrisyanti@gmail.com), Sandhi Eko Bramono.

Majalah Percik bekerja sama dengan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia, membuka rubrik Klinik.
Rubrik ini berisi tanya jawab tentang air minum dan penyehatan lingkungan.

RUMAH
RAMAH LINGKUNGAN

Tanya:

Adakah tips-tips agar rumah kita ter-
masuk yang ramah lingkungan?

Adi, Pasar Minggu

Jawab :

Rumah yang ramah lingkungan
perlu didukung oleh setiap anggota
keluarga/penghuni rumah yang secara
sadar ikut dan ambil bagian dalam
kegiatan lingkungan di rumahnya.
Menjaga kebersihan dan menghijaukan
setiap sudut halaman perlu diperta-
hankan agar tercipta rumah yang sehat.

Berikut tips-tips yang bisa diterap-
kan di rumah/lingkungan masing-ma-
sing:

O Halaman rumah jangan seluruhnya
diberi pengerasan/semen, sebaiknya
diberi ruang bagi air hujan untuk
meresap ke dalam tanah. Ada baiknya
dibuat resapan di sekitar rumah se-
hingga air dari talang dan luar rumah
dapat masuk ke resapan ini.

O Menampung air yang sudah dipakai
untuk menyiram tanaman atau fungsi
lain. Misalnya, menggunakan air
bekas merebus sayuran, air cucian
beras, air cucian sayur, teh basi, dan
air bekas aquarium untuk menyiram
tanaman. Juga air bekas wudhu bisa
digunakan untuk mencuci sepeda
atau lainnya.

O Menyediakan tanah dalam karung
dan sedikit pasir, yang sewaktu-waktu
diperlukan untuk membuat kompos
atau sebagai media tanaman yang
sudah tersedia. Perbandingan untuk
membuat media tanaman umumnya
adalah: 2 bagian tanah, 1 bagian pasir
dan 1 bagian kompos, lalu dicampur
menjadi satu.

O Mempunyai komposter (alat pembuat
kompos) dari ember/kaleng/wadah
apapun yang sudah tidak dipakai,

kemudian diberi lubang di bawahnya
untuk membuat kompos skala rumah
tangga dari sampah dapur yang
dihasilkan. Atau karung beras dari
plastik yang dilubangi untuk membu-
at kompos dari sampah kebun.

AERASI
DIPERPANJANG

Tanya:

Apa keuntungan dan kerugian proses
aerasi diperpanjang (extended aeration)
pada proses pengolahan air limbah?

Puput, Bekasi
Jawab :

Proses aerasi diperpanjang (extend-
ed aeration) merupakan suatu modifi-
kasi dari proses lumpur aktif dengan
waktu kontak yang lebih panjang dan
konsumsi oksidator yang lebih tinggi.

Keuntungan penggunaan proses
aerasi diperpanjang adalah :

O Proses oksidasi yang dihasilkan akan
jauh lebih sempurna ketimbang pro-
ses oksidasi pada proses lumpur aktif
biasa (sebagian besar dioksidasi men-
jadi gas COz2), sehingga reduksi kan-
dungan senyawa organik lebih tinggi.

O "Lumpur yang dihasilkan sangat sedi-
kit, karena proses oksidasi yang relatif
sempurna, dengan efisiensi konversi
materi organik menjadi gas CO2 yang
cukup baik. Dalam hal ini biaya inves-
tasi maupun biaya pengoperasian-
pemeliharaan-perawatan unit peng-
olahan lumpur menjadi sangat kecil.

Kerugian penggunaan proses aerasi
diperpanjang adalah :

O Dengan waktu detensi yang cukup
tinggi (sekitar 12 - 24 jam), maka vol-
ume tangki aerasi yang dibutuhkan
akan lebih besar.

O Konsumsi massa oksidator (umum-
nya digunakan udara atau oksigen)
tiap satuan massa Biochemical Oxy-
gen Demand (BOD) yang disisihkan,
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akan lebih tinggi ketimbang proses
lumpur aktif biasa.

PENAMBAHAN
SENYAWA KLOR

Tanya:

Apa keuntungan dan kerugian penggu-
naan senyawa klor di awal proses peng-
olahan air minum (pre-klorinasi)?

Ina, Jakarta

Jawab :

Proses pre-klorinasi merupakan
proses pembubuhan senyawa klor (ter-
masuk kaporit) pada awal proses pengo-
lahan (umumnya bersamaan dengan
pembubuhan koagulan ).

Keuntungan penggunaan proses
pre-klorinasi adalah :

O Pada air dengan dominasi karak-
teristik keruh (suspended solid), pre-
klorinasi akan memperkuat ikatan pada
flok yang terjadi pada unit flokulasi,
sehingga menghasilkan flok dengan
densitas lebih tinggi, dan semakin
mudah diendapkan pada unit sedimen-
tasi.

O Pada air dengan dominasi karak-
teristik warna (true colour), pre-klori-
nasi akan mengoksidasi senyawa
organik yang terdapat pada air baku
tersebut, sehingga proses flokulasi akan
berjalan lebih sempurna. Hal ini akan
sangat mempermudah proses sedimen-
tasi dengan efisiensi yang lebih tinggi.

Kerugian penggunaan proses pre-
klorinasi adalah pembentukan senyawa
Tri Halo Methane (THM) yang diaki-
batkan oleh ikatan senyawa organik
dengan senyawa Kklor.

Hingga saat ini masih dilakukan
penelitian dampak konsumsi THM yang
terkandung dalam air minum, yang
diduga besifat karsinogenik (senyawa
pencetus kanker). Contoh senyawa
THM adalah CHCl3. m
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Pelatihan CLTS di Kab. Muara Enim dan Kab. Muaro Jambi

Pelatihan CLTS di Kab. Bogor

Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Bangka Belitung
Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah
Regional Ministerial Meeting on MDGs in Asia & The Pacific: The Way Forward 2015

Orientasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Metode MPA/PHAST bagi

tim teknis Kabupaten dan Propinsi Lokasi CWSH di Surabaya

Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Nusa Tenggara Barat
Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi ProAir di Bali

Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Gorontalo

Orientasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Metode MPA/PHAST bagi tim teknis

Kabupaten dan Propinsi Lokasi CWSH di Padang

Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Banten

Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL

Berbasis Masyarakat di Makassar

Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL

Berbasis Masyarakat di Bandung

Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan AMPL bagi NGO Mitra di Surabaya

Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Jawa Tengah

Rapat Koordinasi Pokja AMPL dan WASPOLA

Pemantapan Pelaksanaan Program AMPL Propinsi Banten

Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL

Berbasis Masyarakat di Bangka Belitung

Rapat Koordinasi WASPOLA Working Group

Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat

di Sulawesi Selatan

Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Pandeglang

Diskusi Draft Pedoman Strategi Komunikasi dan Informasi Pelayanan Berbasis Kinerja bagi PDAM
Diskusi Konsep Studi Verifikasi Data AMPL

Lokakarya Diseminasi Kebijakan Nasional bagi Tim Teknis CWSH di Puncak, Bogor

Presentasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Lembaga di Departemen Kesehatan

Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Jawa Tengah
Roadshow Kebijakan Nasional AMPL di Tangerang

Lokakarya Strategi Komunikasi dan Informasi Pelayanan Berbasis

Kinerja bagi PDAM dan Berorientasi Stakeholder

Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Gorontalo
Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL

Berbasis Masyarakat di Sulawesi Selatan

Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Banten
Peringatan Hari Habitat Sedunia 2005, tema: MDG and The City

Pertemuan Penjelasan Water and Sanitation Program (WASAP)-Dutch Trust Fund.

Presentasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di Kantor Ditjen PMD, Depdagri

Lokakarya Sosialisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di lokasi WSLIC-2 di Padang
Lokakarya Sosialisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di lokasi WSLIC-2 di Surabaya
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PUSTAKA AMPL

LAPORAN BUKU UMUM

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
IN INDONESIA

Penerbit: Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, 2005

Penerbit: World Bank, 2004
WATER AND CULTURAL DIVERSITY

ANNUAL EcoNomIC REPORT
DECEMBER 2004

Francaise d'Osaka, 2003

Penerbit: Kementerian Koordinator NEw DESIGN FOR WATER AND SANITATION TRANSACTION
Penerbit: Public-Private Infrastructure Advisory Facility

Bidang Perekonomian, 2005
(PPIAF) and WSP, 2002
STATUS LINGKUNGAN Hibup
INDONESIA 2003

Penerbit: Kementerian Lingkungan
Hidup, 2004

SANITATION PROMOTION
Penerbit: WHO, 1998

HumAN DEVELOPMENT REPORT 2003
Penerbit: UNDP, 2003

Penerbit: ADB, 1999

PROSIDING

Diseminasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Berbasis Masyarakat di Jakarta
Penerbit: Departemen Dalam Negeri, 2004

Diseminasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Berbasis Masyarakat di Makassar
Penerbit: Departemen Dalam Negeri, 2004

MAJALAH

Jurnal Berdaya, Nopember 2004
Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penerbit: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Depdagri.

Buletin Perkotaan dan Perdesaan, Januari 2005
Penerbit: Direktorat Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep. PU

LATAR, Vol. Il No.04

ADB Review, Vol. 37, April 2005.
Penerbit: ADB
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Penerbit: Centre Franco-Japonais Alliance

ENVIRONMENT AND ECONOMIC IN PROJECT PREPARATION

MAKING SERVICES WORK FOR POOR PEOPLE
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PANDUAN

Panduan dan Petunjuk Praktis
Pengelolaan Drainase Perkotaan.

Penerbit: Departemen Permukiman
dan Prasana Wilayah, 2003

Handbook for Integrating Poverty
Impact Assesment in the Analysis
of Project

Penerbit: Asian Development Bank,
2001



GLOSSARY

Junction manhole
Salah satu jenis lubang inspeksi/pemeriksaan yang dibangun di setiap percabangan jaringan air limbah atau drainase.

Kraus process activated sludge
Modifikasi dari proses pengolahan aerasi yang melibatkan lumpur aktif untuk pengolahan air limbah dengan kandungan nitro-
gen yang rendah.

Lagoon (Laguna)
Bak dangkal (1,2-1,8 m) dan kedap air dengan luas yang mampu menampung air limbah atau lumpur yang akan diolah secara
anaerobic atau fakultatif dengan waktu detensi 1-6 bulan tanpa atau dengan konstruksi pengokoh.

Lamp hole

Salah satu jenis lubang inspeksi sederhana pada jaringan air kotor berupa lubang vertikal sedalam 22,5 cm, dilengkapi penu-
tup yang dibangun dengan cara membuat percabangan T pada suatu posisi tertentu jaringan. Dalam operasionalnya, sebuah
lampu akan diturunkan ke dalam lubang sehingga kondisi saluran air kotor tersebut (tersumbat atau tidak) akan terdeteksi
dengan cara memantau pantulan cahaya lampu itu dari lubang inspeksi pada lokasi di hilir atau di hulunya.

Land disposal

Cara pembuangan lumpur akhir (hasil olahan air limbah) dengan menimbunnya pada suatu areal terbuka.

Landfill (Penimbunan)

Pembuangan sampah dengan cara menimbun/menumpuknya di atas tanah suatu lahan.

Land Treatment
Salah satu metode pengolahan alami (natural treatment). Pengolahan limbah secara alami oleh tanah yang ada di suatu
lahan dengan memanfaatkan pori tanah sebagai filter serta tumbuh-tumbuhan yang ada.

Lateral sewer
Pipa air limbah yang hanya menerima dan menyalurkan air limbah dari jaringan (air limbah) rumah tangga.

Latrine (Jamban)
Disebut juga kakus, sarana sanitasi yang sangat sederhana terdiri atas pelat jongkok dan lubang sumuran sebagai tangki septiknya.

LC50 (Lethal Concentration)
Konsentrasi zat kimia di udara atau di air yang diperkirakan dapat menyebabkan kematian 50 persen binatang hidup yang
diuji/berada di dalam udara/air tersebut.

LD50 (Lethal Dose)

Perhitungan dosis (gram pencemar per kilogram berat badan) yang dapat menyebabkan kematian 50 persen dari populasi
makhluk hidup yang dijadikan percobaan.

Leachfield (Bidang Resapan)
Lahan dengan tanah berpori atau lahan yang diperbaiki dengan material yang bisa membentuk pori-pori (pasir, kerikil, ijuk)

atau lahan yang digemburkan sebagai tempat meresapkan air bekas atau hasil olahan air limbah.

Leachate
Limbah cair yang berasal dari tempat pengumpulan/penimbunan/pembuangan sampah.

Dikutip dari Kamus Istilah & Singkatan Asing Teknik Penyehatan dan Lingkungan. Penerbit: Universitas Trisakti.
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